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NIU!la : Rizky Mabesa D. 
Program Studi : Magister Hukum 

ABSTRAK 

Judul : Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Bersama 
(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 
08/PDT.GIPL W/1999/PN-LP) 

Tesis ini membahas peJaksanaa.n eksekusi Hak Tanggungan khususnya. dengan objek 
Hak Tanggungan berupa barta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 
20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan 
pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah pene!itian dengan 
desain deskriptif. Hasil penelitian menynrankan dibuat suatu pemturan pelaksana 
yang mengatur dengan jelas mengenai prusedur pelaksanaan dari Pesai 6 Undang­
Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggangen pertama menjual 
objek Hak Tanggungan melaiui pelelangan urnum tanpa fiat pengadilan. 

Kata kunci: 
Hak Tanggangan, Harta Bcrsama 

Nome : Riz/gl Mohesa D. 
Study Program: Magis/er of Law 

ABSTRACT 

Title : Implemenlation of Execution of Hak Tanggungan Ove:r Joint Assets 
(Analysis of the Verdict of Lubuk Pakam District Cout1 Case Number 
08/PDT.G/PLW!/999/PN-LP) 

The focus of this study is implementaJion of enforcement of Hak Tanggungan 
(Securi/y Right on Lone!! particularly where the object of Hak Tonggangon is joint 
assets of husband and wife. This study also jfJcuses in the imp/ementalion of Parate 
Executie in EJCWrdance with Article 20 junclo Arlicle 6 of the Law of Hak 
Tanggungan by the holder based on the positive Jaw. This study is a rosemch with a 
descriptive design. The researcher suggesls i1 is necessary to provide implementation 
decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungon 
regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tonggungon 
object by public auction without court verdict. 

Keywords: 
Security Right on Land. Joint Assets 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LA TAR BELAKANG MASALAH 

Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang disaiurkan 

kreditor kepada debitor diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus 

yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. Penggunaan tanah 

sebagai jaminan kredit, baik untuk kredlt produktif maupun konsuiDtif, didasarkan 

pada pertimbangan tanah paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang relatif 

tinggi. 1 Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan diangap paling efektif dan aman 

adalah tanah dengan jarninan Hak Tanggungan. Hal itu didasarl adanya kemudahan 

dalam mengidentiflkasi obyek Hak Tanggung~ jelas dan pasti eksekusiny~ 

disarnping itu hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan harus dihayar rerlebih 

dahulu dari tagiha:n lainnya dengan uang hasH pe!elangan tanah yang menjadi abyek 

Hak Tanggungan.' 

Pada awalnya hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 

tenlang Pemturan Dasar Pnkok-Pokok Agraria (selanjulnya disebut "UUPA"). Hak 

Tanggungan menurut Pasal 51 UUPA dapar dibebankan atas tanah Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Kemudian setelah 36 tahun baru pada tanggal 

9 April 1996 diundangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 rentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda"Benda Yang Berkai!lln dengan Tanah 

(selanjutnya disebut "UUHT''). Dengan harlakunya UUHT maka terhitung sejak 

tanggal 9 april 1996 rerciptalalt uniftkasi di bidang hukum dan !embaga hak jaminan 

atas tanah dalam rangka mewujudkan tujuan UUPA dan tuntaslah uniflkasi Hukum 

Tanah Nasional sebagaimana tersirat dalam penjelasan umum UUHT.1 

• Agus Vudha Hemoko, Lemiwga Jaminan Hal Tanggungan Sebagai Pemmjang Keglatan 
Perkrediras Perbankan Nasimrn/, (Sumbaya: Tcsis Pascasrjana Uncir, 1998) Hal. 7 

~ Retnowulan Sul<tnli~ Penelifiatt Tentang Per/im:iungan H11/aun £/isekusi Jominan Kredit. 
(Badan l'cmbinaan Huk.um Nasioal~ Dcpartemen Kchakiman RJ, 1999), hal. 8 

• Sunaryo Basuki, ed., Dlklht Halt. langgungan Sebagoi .fatu·satsmya Hak Jaminan Alas 
Tanah,haL2 

Universitas lndonesla 
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Lembaga Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT adalah dimaksudkan 

sebagai pengganti dari Hlpotik sebagaimana diatur dalam Buku II K itab Undang~ 

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "'KUHPER") sepanjang mengenai tanah 

dan Credietvcrband yang diatur dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana u:!ah diubah 

dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 UUPA masin diberlalmkan 

semen!ru"l1 sampai dengan t<:rbentuknya Undang-Undang t<:ntang Hak Tanggungan 

tersebut. UUHT telah lama dltunggu oleh masyarakat karena ketentuan~ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan rnengenai Hipotik dan Credietverband berasal 

dari jam an kolonial Belanda dan didesarkan pade nuknm tanah yang berlaku sebelum 

adanya Hukum Tanah Nasional. Keu:ntuan t<:ntang Hipotik dan Credie/!lerband 

tersebut tidak: sesuai dengan asas-.asas hukum tanah nasional dan dalam kenyataannya 

tidak dapal menampung perkembangan yang t<:ljadi dalam bidang porkreditan dan hak 

jamlnan sebagai akibat dati kemajuan pernbangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbul 

perbedaan pandangan dan ponafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan 

hukum jaminan atas tanah. Misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial~ 

peJaksanaan eksekusi, dan lain sebagainya. 4 

Kemudailan yang disediakan oleh UUHT bagi para kraditor pemegang Hak 

Tanggangan apebila debitor wanprestasi berdasarkan Pasal20 ayat (I) huruf a UUHT 

eksekusi stas benda jamilJan Hak Tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cam 

yaitu: 

a.. parate executie (untuk selanjutnya disebut "Parate Eksekusi"); 

b. title executorial; dan 

c. penjualan dibawah tangan. 

Ketiga eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatas masing-masing memiliki 

perbedaan da1am prosedur pe1aksanaa.rmya. Untuk eksekusi yang menggunakan title 

executorial berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan pelaksanaan penjualan benda 

jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur pada Pasai 

224 HIR, yang pmsedUT pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Sedangkan 

eksekusi secara di bawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang antara lain adanya kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan 

.. Sutan Remy Sjahdeini. Hak Tanggungan. asas-osas, kelentuan--keJentuan pokdr dan 
masalah yang dihadapai oleh perlnmkan sua/11 kqjian mengenai un4ong-Jtmiang,( B:.tndung: A!umni~ 
1999), hal. 2-3. 
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(debitor) dengan pemegang Hak Tanggungan (kreditor).5 Menurot Sutan Remy 

Sjahdeini6 dalam rangka penjualan dibawah tangan. masalah yang perlu dipecahkan 

adalah mengenai keabsahan penjualan obyek Hak Tanggungan oleh bank, 

berdasarkan surat kuasa untuk menjual dibawah tangan dari pemberi Hak 

Tanggungan. Bagi para kreditor dan debitor untuk menjual secara dibawah tangan 

adalah merupakan perkembangan baru sebagai bentuk eksekusi dala:m UUHT untuk 

perlindungan hukum bagi para pihak. sebab pada saat berlakunya hipotik atas tanah 

belum diatur secara jelas. Adapun bentuk eksekusi yang lain adalah Parate Bksekusi. 

Menurut Pasal 6 UUHT apabila debitor cidera janji pamegang Hak 

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk rnenjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuas.aan sendiri melalui peJelangan umum scrta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil peejualan tersebut, yang artinya beroasar Pasal 6 UUHT tersebut pemegang 

Hak Tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemegang Hak Tanggangan 

dan juga tidak perlu meminta penetapee pengadilan setempat apabila akan melakukan 

eksekusi. Beroasar Pasal tersebut pemegang Hak Tanggangan dapat langaung 

meminta Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pele!angan atas objek Hak 

Tanggungan tersebut. 

Pelaksanaan Parnte Eksekusi yang te~adi dalaro kurun waktu sejak 

diberlakukannya UU No. 5 tahun 1960 sa:mpai dengan berlakunya UUHT tidak dapet 

dilaksanakan sebagaimana yang diharapk:an oleh Bank selaku kreditor yang terlihat 

dalaro Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut 

"MARl") No. 3210 K!Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang salah satu kaputusan 

MA dalam perkara tersebut yaitu j!ka pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh 

Kepala Kantor Lelang Negara Bandung atas perintah Tergugat asal I (Bank/ Kreditor) 

dan tidak atas perintah Ketua Pengadilau Negeri Bandung. rna.ka menurut MARl 

lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HfR. sehingga peleiangan 

tersebut tidak sab. 

Ternyata putusan MARl tersebut juga didukung oleb Buku II Pedoman 

Mahkama:h Agung Republik Indonesia yang mengharuskan adanya flat eksekusi dari 

s Herowa!l Poosoko, Parole Executie Obyek Hair. Tanggtmggan,(Yogayakarta: Laksban~ 
Pn:ssindo, 2008), haL 4·5 

4 Ibid. hal. 61 

Universitas Indonesia 
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Pengadilan Negeri.1 Sehingga menurut Yahya Harahap:s: Putusan MARl No. 3210 

K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 ter:sebut sering diperdebatkan berbagai 

pengkajian hukum, ka.rena putusan inl teJah mematikan asa..-. eigenmachtigr verk.oop 

yang diberikan Pasalll78 ayat (2) KUHPER. 

Dalam kaitannya dengan eksekusi atas Hak Tanggungan yang masih banyak 

kerancuan daJam praktiknya, penuHs tertarik untuk mene\iti putusan Pengadilan 

Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.GIPLW/1999/PN-LP tentang sita eksekusi atas harta 

bersama dimana isteri mengajukan perlawananlbantahan atas permohonan eksekusi 

oleh bank dengan aiasa:n tidak pernah memberikan persetujuan tertu1is kepada 

suaminya atas harta bersama yang dijaminkan kepada hank. Dengan adanya 

perlawanan yang diajukan isteri maka hal tersebut menjadi pennasaiahan dalam 

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang secara teori pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan seharusnya bersifat mudah. Walaupun tetah terdapat Sertipikat Hak 

Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutoriaJ yang sarna dengan putusan 

pengadilan yang bcrkekuatan lmkum tetap namun faktanya dalam praktik tidak terlalu 

mudah. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemakakan diatas maka penulis tertarik 

mengangkat judul "Pelaksa:naan Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Bersama 

(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 

08/Pdt.GIPLW/1999/PN-LP)" dalom penulisan tesis hukum ini. 

B. POKOK PERMASALAIIAN 

Berdasarkan hal-hal yang tetah diurai diatas. maka dapat diidentifikasi pokok 

pennasalahan sebogai berikut: 

I. Bagaimanakah penerapan lembaga Parate Eksekusi atas objek Hak: 

Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan? 

2. Bagaimanakah efektitas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas harta 

bersama pada perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 

08/Pdt.GIPLW/1999/PN-LP? 

1 Retnowulun Sutanlio, Op.Cit., bal28-29 

1 
M. Yahya Harahap, PerltJWanan Terhadap Eksekusi Grosse Aklo Serra Putusan Pengadilan 

Don ArMtrase Dan Stmular Hulmm Eksekusi, {Bandung:PT Citra Aditya Balmkti, 1993), hal. 305<~06 

Unlver&itas Indonesia 
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perihal penerapan lembaga Parate Eksekusi atas objek Hak 

Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

2. Mengetahui efektitas pelaksanaan eksekusi Hak 

bersama pada perka1a Pengadilan Negeri 

08/Pdt.G/PL W /1999/PN-LP. 

Tanggungan atas harta 

Lubuk Pakam No. 

Di dalam penelitian yang akan dilakakan ini, diharnpkan akan mendapatkan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai upaya menggali dan membenl<an penjelasan yang tepat mengenai 

Hak Tanggungan dan perrnasalahan Parate Ek.<rekusi atas Hak Tanggungan. 

2. Memberikan masakan bagi pemerintah. praktisi hukum, mahasiswa, dan 

masyarakat !uas !ainnya yang terkait dengan penegakan UUHT. 

D. LANDASAN TEORITIS 

Kajian dan analisis penelitian tesisw hukum ini didasarkan pada beberapa acuan 

teori, antara lain teori dari Roscoe Pound dan Lawrence M Friedman. Penyelesaian 

perselisih.an. daiam hal ini melalui eksekusi, sangat berkaitan erat dengan keadilan. 

Roscoe Pound melihat keadilan adalah hasil-hasi! konkrit yang bis.a diberikannya 

kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa 

pemuasan kebutuhan rnanusia sebanyak~banyaknya dengan pengorbanan yang 

sekecil~kecilnya.9 

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa bukum itu merupakan suatu sarana atau 

alat pembaharuan. Lebih jauh dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan 

masyarakat merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai 

alai pembaharuan masyarakat itu teiah berlaku (diterima), baik bagi negara yang 

sedang berkembang maupun negara yang sudah modem. 10 Ia pun berpendapat bahwa 

hukum adalah perintah dari suatu tindak:an untuk membuat suatu rnenjadi 1ebih baik 

9 Satjipt() Rahardjo, JlmuJluk:um, (Bandung: .PT. Citro_Aditya Bakti,J996),_hat 159 

10 Ibid 
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dan bennaksud untuk memenuhi tuntutan sebaik mungkin dengan menghindari 

sedapat mungkin percekcokan-percekcokan yang tidak bermanfaat. 11 

Mengacu pada pendapat Roscoe Pound, maka pengaturan tentang Parate 

Eksekusi atas Hak Tanggungan merupakan bentuk tindakan untuk membuat suatu 

menjadi lebih baik dengan bermaksud untuk memenuhi tuntutan para pihak sebaik 

mungkin dengan menghindari sedapat mungkin perselisihan. 

Sementara itu Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa suatu sistem hukum 

dapat beljala~ paling tidak ditentukan oleh tiga unsur, yaitu: substansi. struktur dan 

budaya hukum.12 Dari ketiga unsur tersebut, budaya hukum merupakan unsur yang 

sangat menentukan apakah suatu sistem hukum akan berjalan atau tidak, bagaimana 

pandangan masyarakat tentang peranan hukum dalam masyarakat tersebu~ dan 

apakah hukum rersebut sekedar perintah untuk menjaga kerertiban, atau hukum 

merupakan hak-hak dari individu~individu yang harus ditegakkan dalam masyarakat. 

Mengacu kepada pendapat para ahli ten;ebut, Parare Eksekusi sebagai 

instrumen untuk mencari penyetesaian konflik yang hanya dapat berfungsi dan 

bekerja dengan baik jika dari segi substansi, struktur dan budaya huknm, sejalan 

dengan kondisi yang hidup di Indonesia 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Untuk menghindari timbulnya sa1ah penafsiran maka diperlukan suatu 

kesamaaan pengertian dan pemahaman terhadap kata~kata dan istilah-istilah penting 

yang ak:an sering digunakan dalam penelitian ini. Adapun defmisi operasional atas 

beberapa istllah penting adalah sebagai berlkut: 

1. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

yang seia.njutnya disebut Hak Tanggungan, ada1ah bakjaminan yang dibehankan 

pada ha.k atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 

Tahun !960 tentang Pernturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

11 Hikmahanlo Juwana, ed., Di!cJal Teori 1/ula.tm, bal.l34. 

u Lawrence M. Friedman. Amerk;(ln Law, (New York-London: W.W. Norton Company, 
J984), 11. 218-23{1, Oalam C.itnt Citrowinda J>rlcpanca, Brtdaya flukrmr Jndonesia Mengfwdapi 
Globalisasi Perlirrdungan RQhasfa Dagang di Bidang Farmusi, (Jakarta:: Chandra Pratama.I999h haL 
11. 
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betikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan taoah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 1ain;13 

2, Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang 

tertentu;1
" 

3. Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang 

tertentu.l 5 

' 
4. Pejabat Pembuat Akla Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalab pejabat 

umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, 

akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak 

Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 16 

5. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalab akta PPAT yang berisi pemberian Hak 

Tanggungan kepada kraditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan 

piutangnya;n 

6. Kantor Pertanaban adalab unit kerja Badan Pertanaban Nasional di wilayab 

kabupaten, kotamadya, atau wilayab administratif lain yang setingka~ yang 

melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemelihaman daftar umum 

pendaftaran tanah. 18 

F. METODE PENELITIAN 

PeneHtian hukum dalam tesis: ini merupakan penelitian yang menggunakan 

metode deskriptif karena bertujuan mengga.mbarkan bagaimana efektitas peiaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan atas harta bersama. 

Sumber data yang dikumpulkan sebagai bahan pene\itian tesis ini adalah data 

seknnder atau data penduk:ung yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder 

1
' Indonesia, Um/QJ1g~Undang Temanga Halt Tanggu.nganAitJ.s Tanah &serta Benda-Benda 

Yang Berkttit(J}lDengan Tamth, UU No.4 Tabun 1996 LN No. 421'ahWl 1996, TLNNo. 3:311. 

1• Ibid 

u Ibid 

tt. Ibid 

17 Ibid 

111 /hid 
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yang dipergunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan 

sumber hukum tersier. Sumber hukum primer berupa peraturan perundangan yang 

terkait dengan Hak Tanggungan yaitu Undang~Undang No. 4 Tahun 19% tentang 

Hak Tanggungan Alas T anah Beserta Benda-Benda Yang Berl<aimn dengan Tanah. 

Sumber hukum sekunder berupa buku-buku, hasil~hasil penelitian ataupun basil karya 

dari kalangan umum yang terk.ait dengan Hak Tanggungan. Kemudian untuk swnber 

hokum tersier berupa kamus-k.amus. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menitik beratkan. 

penelitian terhadap efektitas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas harta 

bersama pada perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakaen No. 08/PdlG/PLW/1999/PN­

LP. 

G. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penelitian ini disusun dalam: balrbab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab Salu, da1am bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian,. kegunaan penelitian, metode penetitian, 

k:erangka teori, defmisi operasional, dan sistematika penelitian. 

Sab Dua, daiarn bab ini akan diuraikan mengenai Hak Tanggungan menurut 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang meneakup pengertian Hak Tanggungan, 

pihak-pihak dalam Hak Tanggungen, obyek Hak Tanggungan, dan prosedur 

pembebanan dan pencorebln Hak Tanggangan. 

Bab Tiga., dalam bah ini akan diuraikan mengenai pengertian Parate Eksekusl, 

pengaturan Parate Eksekus:i dalam UUHf, serta keracuan pengaturan tentang Parate 

Eksekusl dalam UUHT, Selain itu dalam bab ini akan diuraikan juga mengenai harta 

bersama, yang akan dijelaskan pengertian, penggolongan, serta pengaturannya dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Bab Empat,. dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang serta kasus 

pesisi dari perkara Pengedilan Negeri Lubuk Pakam No. 08/Pdt.GIPLW/1999/PN-LP 

dan juga penuHs akan melakukan analisis hukum atas perkara Pengadilan Negerl 

Lubuk l'akam No. 08/Pdt.G/PLW/1999/PN-LP. 

Bab Lima,. pada ba:b terakhir yaitu bah penutup penulis alum menyimpulkan 

hasH peneiitiannya yang merupakan ja.waban dari pennasalahan yang ada dan 

memberikan saran dalam kaitannya dengan eksekusi pada Hak Tanggungan. 

Universitas Indonesia 
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BABII 

ANALISIS YURIDIS HAK T ANGGUNGAN 

A. HAK TANGGUNGAN MENIJRUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 

TAHUN1996 

1. Pengertlan Hak Tangguogan 

UUHT memberikan defmisi Hak Tanggungan alliS tanah beserta benda-bende 

yang be!taitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan pade Pasal 1 

butir 1 UUHT, yaitu sebagai berikut 

"Hak Tanggungan adalah Hale Jominan yang dihebanlcan pada hak a/as tanoh 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Polwk-Pokok Agraria, berikut atau tidalc berilwt benilo­
benda lain yang meMipQkan satu-kesatuan dengan tanah itu, umuk pelunasan 
utang lerlenJu. yang memberikan kedudukm yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap ltreditor-kreditor lain. ·d? 

Ada beberapa unsur pokok darl Hak Tanggungan yang termuat di delam defmisi 

tersebut. Unsur-unsur pokok itu adalah sebagai berikut:llt 

(I) Hak Tanggungan adelah hakjaminan untuk pelunasan utang; 

(2) Objek Hak Tanggungau adalah bek atas tanah sesuai UUP A; 

(3) Hak Tanggungan depat dibebankan alas tanahnya (hak alas tanah) saja, 

tetapi dapat pula dibebankan berkut benda-benda lain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu; 

(4) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu; 

19 Indonesi<l, Undang-Utu.ltmg Tenlang Hok Tanggungan Aras Tanoh Bcserta Benda~Benda 
Yang Bcrkaitan Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 19% LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3317. Pasall 
budr t 

:~ Sjahdeini, Op.CU, hal. 11. 
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(5) Mernberikan kesusukan yang diutamakan kepada kredltor tertentu 

terhadap krediror~kreditor lain. 

Pengertian Hak Tanggungan tersebut sangat dipengaruhi oleh asas pemisaban 

horisontal, ini menyebabkan hak atas tanah dapat dipisahkan dengan hak atas benda~ 

benda. di atas tanah tersebut. Namun untuk menghindari kesaia:ban persepsi mengenai 

objek Hak Tanggungan maka harus dinyatakan secara tegas di dalam Aida Pemberian 

Hak Tanggungan bahwa objek Hak Tanggungan apakah me!iputi bangunan, tanaman, 

dan hasi! karya diatasnya. 

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan untuk pelunasan hutang 

(kredit) yang kuat dengan ciri-dri~1 

(J) Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor (Pasa! I butir I 

UUH1); 

(2) Se!a!u mengikuti objek yang dijaminkan, dalam tlmgan siapapun objek 

itu berada (Pasal 7 UUH1); 

(3) Memenuhi asas spesialitas dan asas pubiisitas, sehingga mengikat 

pibak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi pam pihak yang 

berkepentingan (Pasal II jo Pasal 13 UUHT); 

(4) Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya (Pasal 14 jo Pasa120 

UUH1). 

2. Objek Hak Tanggungan 

Agar dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak jaminan atas tana.h, 

benda yang bersangkutan hams memenuhi syarat yaitu:22 

1, dapat dinHai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang; 

2. Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan, karena apabila debitor 

ciderajanji benda yang dijadlkanjaminan akan dijual; 

21 Basuki, Op Cit. hal. 5. 

%i Boodi Harsona, Hukum Agraria Indonesia: &)wah Pembenluktm Um:Jang~Uruinng Polwt 
Agraria, lsi dam Peiakonaannya, Cel7, (Jakarta: Djambaten, 1997). haL 379. 
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3. Termasuk hak yang didaftar menurut pcraturan tentang pendaftaran 

tanah yang berlaku karena harus dipenubi syarat publisitas; 

4. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu undang-undang. 

Adapun yang tennasuk dalam obyek hak ranggungan adalah sebagai berikut: 

a. Hak atas tanah, diantaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai; 

b. Bangunan, tanaman, dan basil karya yang menjadi satu kesatuan dengan 

tanah. 

Kemudian mengenai adanya kebutuhan masyarakat saat ini agar Hak Pakai 

dimungkinkan rnenjadi agunan rnaka yang awalnya dalarn UUPA Hak Pakai tidak 

ditunjuk sebagai objek Hak Tnnggungun kemudian olah UUHT kebutuhan ternebut 

ditarnpung dengan menetapknn Hak Pakai juga sebagai objek Hak Tanggungan. Hal 

terbut terlihat pada Penjelasan Umum UUHT pada bagian I butir 5 yang 

mengemukakan sebagai berikut::u 

" ... Hak Pakai dalam Undang-Undong Pokok Agraria tidak ditunjuk sebugai 
objek Hak Tanggungan, karena pada waktu itu tidak termasuk hak-hak atas 
tanah yang wajlh didojlar dan korenannya tldak dapat me,.,nuhi syaral 
publisitas uniuk dapal dijadikan jaminan utang. Dcdam pcrkembangannya 
Hak Pakoi pun harus didaftarktm, yaitu Hak Pakaf yang diberikan alas tanah 
Negara. Sebagian dari Hak Pakai yang didaftar ilu menurut sifaJ dan 
kenyntaannya dapat diplnda!J tangankan, yaitu yang diberikon kepada 
persearangan dan badan-badan hukum perdata. Dalam Undang-undang No. 
16 Tahun 1985 tentang R:umah Swun, Hak Palwi yang dimaksudkan itu dapat 
dijadikanjaminan utang dengan dibebani fiducia . 
... Pernyataan bahwa Hak Pakai Jersebut dapat dijadilam objek Hak 
Tanggungan merupakan penyesuaian ketenJuan Undang-undang Pokok 
Agraria dengan perkemhangan Hak Polroi itu sendlri serla kebutuhan 
masyarakot. 
Selain mewujudkan unlfikasi Hukum Tanoh Nosional, yang tidak kurang 
penlingnya adalah bahwa tlengan ditunjukknya Hak Pakai lersebut sebagai 
objek Hak Tanggungan, bagia para pemegang haknya. yang sehaglan 
terbesar terdiri atas golongan ekonami lemah yang tidak berk£mampuan 
untuk mempunyai tonah dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, , 
menjadi terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang 

:!l Sjahdeini, Op. Cit, hal, 59-60. 
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diperlukannya, dengan menggunakan lanah yang dipunyainya sebagai 
jaminan. ,,24 

3. Subjek Hukum Hak Taoggungan 

Pasal 8 U UHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang mernpunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dengan 

demikian karena objek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Sejalan dengan ketentuan pasal 8 UUHT itu yang 

dapat menjodi pemberi Hak Tanggungan adalah orang per>eorangan atau badan 

hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

dan Hak Pakai." 

Bagi mereka yang ukan menerima Hak Tanggungan haruslah memperhatikan 

ketentuan pasal 8 ayat (2) UUHT yang menentukan bahwa kawenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan sebegaimana dimaksud 

pada Pasal 8 ayat (I) UUHT harus oda poda Pemberi Hak Tanggungan pada saat 

pendaftaran Hak Tanggangan dilakukan. 

Menurut Pasal 9 UUHT pemegang Hak Tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak: yang berpiutang. 

Dengan demikian yang dapat menjodi pemegang Hak Tanggungaa odalah siapapun 

juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang.. yaitu 

baik orang persoorangan Warga Negara Indonesia maupun asing.2~ 

B. SIFAT-SIFAT HAK TANGGUNGAN 

Berikut adalah sifat-sifat Hak Tanggungan yang membedakan Hak 

Tanggungan dari jenis dan bentuk jaminanjaminan utang yang lain, yaitu:21 

l4 Indonesia, Op" Cit, Penjelasun Bagian l Bulir S. 

20 Sjahdeini, Op. Cit, hal. 75. 

16 Ibid. hal 79. 
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a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagl-bagi (Ondeelbaar) kecuali jika 

d!perjanjikan Roya PartiaL Jika ada dua atau tiga bidang tanah yang 

dibebani Hak Tanggungan rnaka semuanya merupakan satu kesatuan tanpa 

kecuali sebagai obyek Hak Tanggungan sampai utangnya dibayar lunas, 

Kecuali jika diperjanjiakan Roya Partial oleh debitor dan kreditor, bahwa 

pelunasan utang yang dijamin Hak Tanggungan dapat dilakakan dengan 

cam angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing~ma<:ing hak atas 

tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dati 

beban Hak Tanggungan tersebut. Sehingga kemudian Hak Tanggungan 

tersebut hanya membebani sisa. obyek Hak: Tanggungan untu.k menjamin 

sisa utang yang belwn dilunasi. 

b. Satu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan 

ditentukan menurut tanggal pendaftarumya di kan!Or pertanahan,. 

Peringkat Hak Tanggungan yang didaftarkan pada tanggal yang sama 

ditentukan menurut tanggal pembuatan Aleta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bersangkutan. 

c. Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai bak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri me1alui pelelangan wnum sena mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasH penjualan ternebut. 

d. Hak Tanggungan te1ap mengikuti obyaknya dalam tangan siapapun obyak 

tersebut berada. Dikenal sebagai sifat istimewa dad Hak Tanggungan 

(debulu hipotik dalam Pasal 1163 ayat (I) KUHPerdata) yaitu hubungan 

krcditor dengun obyek Hak Tanggungan sebagai akibat bahwa Hak 

Tanggungan bersifat accesoir terhadap perjaqjian kreditnya sebagai 

peljanjian pokoknya. Disinilah letak kekuatan Hak Tanggungan di 

samping kedudukan sebagai kreditor pteferen atau kreditor yang 

kedudukannya diutamakan. 

11 Sjahdeini, Op.Cil, hat. 2I-3S, 
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C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA HAK T ANGGUNGAN 

Hak Tanggungan memiliki prinsip~prinsip hukum jaminan, diantaranya sebagai 

berikut:28 

a. Prinsip Absolut 

Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia secara garis 

besar mempunyai sejumlah asas yang antara lain mempunyai sifut hak kebendaa:n 

sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPER. Dimaksud dengan hak kebendaan 

(Zakelijkrecht), ialah hak mutlak a!JIS sesuatu benda di mana hak itu memberikan 

kekuasaan langsung a!JIS sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga.1.? Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan) hak kebendaan ini 

adalah absolul Artinya hak ini dapat dipertahankan terbadap setiap orang. 

Pemegang hak itu berbak menuntut setiap orang yang menganggu haknya. Dilihat 

secara pasif, setiap orang wajib menghormati hak itu. Berheda dengan hak 

perorangan yang adalah relatif, artinya hak itu hanya dapat dipertahankan terbadap 

debitor tertentu, dan hanya dapat dipertahankan melakukan tuntutan terhadap 

debitor tertentu saja seca.ra pasif dapat dikatak:an seseorang tertentu wajib 

melaknkan prestasi terbadap pemilik hak."' 

Pada kenyataannya bahwa suatu hak kebendaan yang mempunyai hubungan 

atas suatu benda, tidal< menentukan pembadaan antaru hak prihadi dengan hak 

kebendaan. Seperti balnya dalam hubungannya untuk pemba!JISan dari hak-hak 

kebendaan yang merupakan hak yang bersifat absolut yang bukan kebendaan. Hak 

mengarang, hak ciptu, dan lain-lain yang sama, adalah mutlak, akan tetapi 

bukanlah hak-bak kebendaan, oleh karena yang menjadi sasarannya bukanlah 

bend~ akan tetapi suatu basil kesusa.tra.an, ilmu pengetahuan atau seni dan suatu 

penemuan cara kerja barn atau produk baru31 • Oleh ka.renanya semua hak~hak 

u Herowati Poescko,Op.Cir., bat &3~ 110. 

19 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, HuJ:um Bemfa,(Yogyukartn: Liberty, 1981), hal. 24. 

30 Ibid, hal. 17. 

)I R. Suetojo Prnwirohamidjojo, Marthftiena Pcllan, Bab-Bab 1en1ang Hukum Bendo, 
(Surubaya: Bimt ilm1,1, 19&4), haL 12. 
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kebendaan adalah absolut, tetapi dalil ini tidak dapat dibalik; tidak semua hak~hak 

absolut adalah hak kebendaan. 32 

Berkaitan dengan UUHT, tergolong sebagai hak kebendaan yang mempunyai 

sifat absolut atau bukan, maka perlu mengeulhui apa yang dimaksudkan dengan 

Hak Tanggungan. Pada Pasal l ayat(l) UUHT, yang menyebutkan: 

.. Hak Tanggungan atas tanah heserta benda-benda yang ber/wlJan dengan 
twwh, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalab hak jaminan yang 
dibebankon pada hak atas umah sebogaimana dimaksud dalam UU No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Polwk-Paknk Agraria, berikul atau 
tidak berikvt benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
itu, untuk pelunasan ultmg tertentu,. yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada /creditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. " 

Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak 

jaminan alas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 

diutamakan kepeda knaditor tertentu terhadap knaditnr-kreditor lain. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka l tersebut, terdapat unsur~unsur esens:ial, yang merupakan 

sifat dan ciri-ciri dari Hak Tanggungan) yaitu: 

- lembaga hakjaminan untuk pelunasan utang lertentu; 

- pembebanannya pada hak alas tanah; 

• berikul atau tidal< berilrut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah, 

- memberikan kedudukan yang preferen kepada knaditomya. 

Bahwa dari pasal tersebut ternyata tidak secara tegas menyebutkan adanya. hak 

kebendaan. Hal ini dapat dipahami karena UUPA dijiwai oleh hukum adat yang 

tidal< menganal pembedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Namun, 

oleh Budi Harsono33 dikatakan bahwa meskipun UUPA tidak mengenal sifat 

11 ibid 

n Boedi Harsono, Urrdang-Undang Pokok Awarla Ji/id I Bogian !1. (Jn.karta: Oiambatan. 
1971}, hal, 57. ' 
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kebendaan tetapi sifat kebendaan itu dapat diberikan kepada hak-hak atas tanah 

yang terdapat di dalam UUPA. 

Oleh Ntariam Darus Badrulzaman:;:.;: ditambahkan babwa UUPA mengenal hak 

kebendaan bukan hanya pemiUk mempunyai wewenang untuk mengalihkan atau 

mengasingkan tetapi bak·bak tersebut tunduk juga pada pendaftaran. Lembaga 

pendaftaran inilab yang menjadi ukuran bagi labimya bak kebendaan. Pendaftrnn 

tanah dalam UUPA menunjukan sifat kebendaan itu merupakan bawaan dari 

UUPA dan bukan sifut yang diberikan.Peadapat Madam Danis Badrulzaman 

tersebut mendasarkan pada Pasal 528 KUHPer yang menyatakan babwa atas suatu 

kebendaan, seseorang dapat mempunyai kadudukan berkuasa bak milik, bak 

waris, bak pakai basil, hak pengaliban tanab, bak gadai tanah, bak gadai atau 

hipotik. Untuk itulab Hak Tanggungan dapat dikatakan mempunyai sifat bak 

kebendaan, karena ciri-ciri atau sifat hak: kebendaan pada Hak Tanggungan 

memang sengaja diberikan pembentuk UUHT .'' 

Babwa dad pendapat abli hukum tersebut diatas dapat dipahami meskipun 

UUPA tidal< mengenal sifat kebendaan, tetapi sifut kebendaannya dapat diberikan 

pada bak-hak atas tanah. Meskipun tanpa menyebutkan sifat-sifut kebendaan, 

tetapi pemilik hak-hak atas tanah tersebut diberi wewenang untuk rnengalihkan; 

menjaminkan dan bahkan mendaflarkan terhadap bak-hak atas tanah te!llebu~ 

sehingga hak-hak atas tanah tersebut bersifut bak kebendaan. Oleh karenanye 

UUHT merupakan bak kebendaan, maka mempunyai sifut yang absolut 

b. Prinsip Droit de Suite 

Hak kebendaa.n itu mempunyai droit de suite (hak yang mengikuti). 

Artinya: hak itu terus mengikuti bendanya dimanapunjuga (dalam tangan siapapun 

juga) barang itu berada. Hak itu terns saja mengikuti orang yang mempunyainya . .3.1 

Droit de suite merupakan salah satu prinsip dart hak kebendaan yang memang pada 

daaamya dikenal oleh KUHPER. dan sebalikaya tidak dikenal oleh Hukam Adat. 

n Mnriam Darus Badrul~n. ''Bebcropa PelltlllS81ahttn Hukum Hak Jaminan", Hukum 
Bisnis, (Vol.ll Tahun2000), hal.19. 

J~ Heroweti Poesoko,Op.Cir.,hal. 88 

36 Sri Soedewi MesjchOen SofWan, ()p.Cit, haL 25. 
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Bahwa sistem Hukum Adat tidak mengenal hak kebendaan antara lain dapat dilihat 

dari karya Mahadi~7 yang mcnyatakan bahwa hak kebendaan seperti yang 

dimaksud KUHPER itu ridak ada dalam sistem Hukum AdaL Lalu ciri Hak 

Tanggungan sebagai suatu hak jamimm yang mempunyai prefercnsi dan berasas 

droit de suit, berakar dari mana, selayaknya pantas dipertanyakan. Atau sifilt yang 

ditetapkan demikian itu semata diJandaskan pada soal kewenangan yang dimiliki 

oleh pembentuk undang~undang.:n 

Namun prinsip droit de suite nampak jelas terdapat dalam Pasal 7 UUHT, 

yang menyatakan: sifat Hak Tanggungan itu tetap rnengikuti obyeknya dalam 

Iangan siapa pun obyek tersebut berada (droit de suile). Sifat ini merupakan salah 

satu jaminan khusus bagi kepentingan pemega.ng Hak Tanggunga.n. Walaupun 

obyek Hak Tanggungan itu sudab berpindah Iangan dan menjadi milik pihak lain, 

kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitor 

cidera janji dalam berprestasi. Oleh sehab itu, walaupun obyek Hak Tanggungan 

itu sudah berpindah tangan dan menjadi hak milik orang lain, namun Hak 

Tanggungan itu selaln mengikuti di dalam tangan siapapun obyek Hak 

Tanggungan berpindah, yang berarti prinsip droit de suite tersebut terdapat dalam 

UUHT. 

c. Prinsip Droit de Preference 

Pada prinsipnya hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan 

didahulukan bagi !creditor pemegang Hak Jarninan terhadap kreditor lainnya. 

Untuk menganalisis prinsip droit de preference selain mendasarkan pada Buku II 

KUPER yang mengatur tentang jarninan juga mendasarkan pada UUHT. Tentang 

kedudukan yang diutamakan dalam KUHPER dapat dilihat pada Pasal 1133 ayat 

(I) KUHPER yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antlra orang­

orang berpiuta.ng terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. 

Namun ternyata sistem hukum kita mengenal pemberian perlindungan yang 

istimewa bagi kreditor atau para kreditor. Perlindungan istimewa ita tertera di 

17 Mahadl, Hukum Bemla dol am Siste Hukum Per data Nasltmal, (Jakarta: Binacipta, 1983}, 
haL 2&. 

3 ~ M. Isnacni, Op.Cit, hal. 79-80. 
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dalam Pas.al 1133 KUHPER, yaknl hak untuk dldahulukan diantara para kredltor 

yang timbul dari: Hak istimewa. Gadai dan Hipotik. Selanjutnya menurut Pasal 

1134 KUHPER Hak lstimewa ialah suatu bak yang oleh undang-undang diberikan 

kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada 

kreditor lainnya. semata-mata berdasa.rkan sifat piutang kreditor tersebut. 

Perlindungan istimewa bersebut dapat diberikan apabila kreditor pemegang hak 

jaminan atas benda tertentu milik debitor~ dalam perkembangan hukum Indonesia 

selain Gadai dan Hipotik. Hak istimewa tersebut berlaku bagi Hak Tnnggungan 

dan Fidusia. Jaminan tersebut merupakan jaminan kebendaan. Kedudukan hak 

jaminan terhadap Hak !stimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPER lebih 

tinggi daripada Hak Istimewa. Kecuati hal-hal dimana oleh undang-undang 

ditentukan sebaliknya. Hak lstimewa yang lebih tinggi daripada hak jaminan, 

termasuk biaya perka.ra yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman 

untuk melelang baik untuk benda bargerak maupWJ benda rak bergerak. Biaya 

tersebut dibayar dari basil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada 

para kreditur lainnya, termasak kepada para kreditor pemegang bakjaminan. 

Dalam UUHT tentang kedudakan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain, semula ditentukan pada Pasal I ayat (I) UUHT 

yang antara lain menyebulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan peda hak atas taneb yang memberikan kadudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Penjabaran lebih lanjut 

tentang kedudakan diutamakan tidak dijumpai dalam Penjelasan Pasel I UUHT, 

meiainkan dijumpai daiam Penjelasan Umum Angka 4 aUnea 2 UUHT, yatJg 

menyatakan: 

"fiak 1 anggungan adalah ha!C )amman atas Umah untuJC petunasan fD'a11J\ 
tertentu. yang memberikan kedudukan diutamakan kepada krediJor tertentu 
lerhadap k:redtlor4aedttor lain. iJalam ani, bahwa jika deb/tor cider a jaJ?ii, 
kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan 
umum lanah yang dljadlkan jaminan mtumrut ketenluan peraturan perundang­
tmdangan yang bersangkutan. dengan hak mendahulu daripada kreditor­
kredUor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebul sudah barang lentu lidak 
mengurangi preforensi piutangpiutang Negara menurul ketentuan-ketentuan 
hukum yang berlaku. " 
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Bahwa yang dimaksudkan dengan memberikan kcdudukan diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain, adalah bahwa jlka dehltor cidera 

janji, kreditor pcmegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui peleiangan 

umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang~ 

undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dimaksudkan ada!ah bahwa 

!creditor pernegang Hak Tanggungan didahulukan da!am mengambil pelunasan atas 

hasil penjualan eksekusi obyek Hak Tanggungan. 

d. Prinsip Spesia1itas 

Asas ini menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan 

atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Asas ini dalam hipotik diatur o!eh 

ketentuan Pasalll74 KUHPER, Dianutnya asas spesia!itas oleh Hak Tanggungan 

dapat dlsimpulkan dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal II ayat (I) huruf e UUHT. 

Karena Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hokum terhadap obyek Hak 

Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (I) UUHl) dan kewenangan ten;ehut 

ltarus ada pada saat pendaftaran Hak Tanggungun dilakukan (Pasal 8 ayat (2) 

UUHT), ketentuan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila obyek Hak 

Tanggungan telah ada dan telah rertentu puia tanah itu tanah yang mana 

Selanjutnya pula karena Pasalll ayat (l) huruf e menentukan bahwa dl dalam akta 

pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan uraian yang je1as mengenai obyek 

Hak Tanggungan, tidaklah mungkin untuk memberikan uraian yang jelas 

sebagaimana yang dimaksud itu apabila obyek Hak Tanggungan belum ada dan 

belum diketahui ciri..cirinya. Kata~kata '"uraian yang jetas mengenai obyek Hak: 

Tanggungan" dalam Pasal II ayat (I) huruf e menujukkan, bahwa obyek Hak 

Tanggungan harus secara spes.ifik dapat diturUukkan dalam Akta Pernberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. 

Selanjutnya UUHT menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. Dengan tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal 

yang disebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. maka mengakibatkan akta 

yang bersangkutan bala! demi hokum. Dalam UUHT pada Pasa! II ayat (I) 
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disebutkan hal~hal yang wajib dicantumk.an dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan itu: 

(I) nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan. Apabila Hak 

Tanggungannya dibebankan pula pada benda-benrla yang merupakan satu 

k.esatuan dengan tanah miUk orang perseorangan atau badan hukum lain 

daripada pemegang ltak atas tanah, pemberi Hak Tanggungan adalah 

pemegang hak atas tanah bersama-sama pemitik benda tersebut. 

(2) Domisili pihak-piltak pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, dan apabila 

di antara mereka ada yang berdomisili di luar indonesia, baginya harus pula 

dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisiU 

pilihan itu tidak dicantumkan, kaotor Pejaba! Pembuat Akta Tanah tempat 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili 

yang dipilih; 

(3) Penunjukkan secara jelas utang a tau utang-utang yang dijamin pelunasannya 

dengan hak Tanggungan dan meliputi juga nama dan identitas debitor yang 

bersangkutan; 

( 4) Nilai tanggnngan ; dan 

(5) Uraian yang jelos mengenai obyek Hak Tanggungan, yakoi meliputi rincian 

mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang 

belum tl:rdaftar sekurang-lrurangnya memua! uraian mengenai kepemilikan, 

letak, batas-batas dan luas tanahnya. 

e. Prinsip Publisitas 

Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atau asas keterbukaan. Hal 

ini ditentukao dalam Posal 13 UUHT. Menurut Pasal 13 UUHT itu, pemberian Hak 

Tanggun.gan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran pemberian 

Hak Tanggungan merupakan syaret mutlak untuk lahimya Hak Tanggungan 

tersebut dan mengikatnya Hak Tanggnngan terbadap pihak ketiga (Penjelasan 

Posa113 ayat (I) UUHT). 

Akan menjadi tidak adil bagl pihak ketiga untuk terkait dengan pembebanan 

suatu Hak Tanggungan atas suatu obyek Hak Tanggungan apabila pibak ketiga 

tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan Hak Tanggungan itu. 
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Hanya dengan cara pencatatan atas pendaftaran yang terbuka bagi umum yang 

memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan Hak 

Tanggungan atas suatu hak atas tanah. Untuk mencapai tujuan kepastian huk.um, 

maka dalam UUPA berlaku prinsip pendaftaran semua hak-hak atas tanah. Untuk 

itu di kantor pert:a.naban setempat disediakan buku tanah yang mencatat tanah~ 

tanah yang didaftar. Karena pekeljaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat 

besar, maka petaksanaannya dilakukan dengan cara bertahap. Selanjutnya 

dilakukan tala usaha pendaftaran tanah, sehingga perkembangan dari tanah-tanah 

yang sudah didat\ar akan dipantau terns dalarn buku tanah yang bersangkutan. 

Setiap perubahan yang penting mengenai tMah yang bersangkutan akan dicotat 

dalam buku tanah, maka dengan melihat buku tanah, diharapkan orang dapat tabu 

riwayat tanah yang bersangkutan. Selanjutnya perlu dikemukakan, bahwa 

pendaftaran tanah menurut UUPA menganut asas pubiisitas dan spesialitas. l!1 

Pendaftaran sehagaimana yang dimaksud dalarn Pasal 13 UUIIT 

menegaskan pemberian Hak Tanggangan wajib didafiarkan pada Kantor 

Pentanahan. Oleh karena itu didafiarkannya pemberian Hak Tanggangan pada 

Kantor Pertanahan merupakan syarat mut1ak untuk adanya Hak Tanggungan yang 

rnemberi kedudukan yang diutamakan bagi kradi!<lr tadi, rnaka dhentukan pula 

bahwa Akta Pemberian Hak Tanggangan pemegang Hak Tanggangan dan 

sekaligus mengikatnya Hak Tanggangan tersebut terhadap pihak ketiga. Untuk 

memperoleh kepa.stian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor tadi, 

rnaka ditentukan pula bahwa Akta Pemberian Hak Tanggangan yang bersangkutan 

berserta warkah yang lain yang diperlukan bagi pendaftarannya wajib dlkirimkan 

oleh pejahat Pembuat Akta Tanah kepada Kantor Pentanahan selambat-lamhatnya 7 

(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungannya. 

Dalam hal adalebih dari satu Hak Tanggungan yang didafiarkan pada hari 

yang sama, maka tingkat Hak Tanggungan ditentukan oleh tanggal pemberian Hak 

Tanggungan, yang mempunyal tanggal lebih muda didahulukan pendaftarannya 

daripada yang lebih tua tanggalnya (Pasal 5 ayat (3) UUHT). Dengan demilkian 

pemberian tingkat-tingkatan Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan saat 

pendaftaranny~ merupakan konsuekuensinya logis daripada sifat Hak Tanggung::m 

39 J. Salrio. Hukum Jamimm. Hak Jaminan. Hok Tanggungan,Buku 1, {Bandung: Citra Aditya 
BakU,, 2002). hal. 43. 
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Kebendaan, yang mengatakan bahwa kebendaan yang lahir lcblh dahulu 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lahir kemudian
40

• oleh 

sebab itu fungsi pendaftaran Hak Tanggunaan sebagai berikut: 

I. untuk membuktikan saat Jahimya dan mengikatnuya Hak Tanggungan 

terhadap para pihak. 

2. untuk menciptakan alat bukti adanya hak bagi yang berhaklberwenang, bahwa 

tanah tersebut telah dibebankan dengan halt Tanggungan. 

3. Hak Tanggungan yang lahir lebih dahulu merupaltan kedudukan yang lebih 

tinggi daripada yang lahir kemudian. 

4. untuk rnenciptakan kepastian hukum bagi kreditor bahwa manakaJa debitor 

cidera janji, maka kreditor mendapatkan bak preferen sehingga mendahului 

dari kreditor-kreditor yang lain. 

5. untuk menciptakan per1indungan hukum bagi kreditor terrhadap gangguan 

pihalt ketiga; dan 

6. apabi!a Akta Pembebanan Halt Tanggungan itu didaftarkan dalam register 

umum, maka janji yang terrdapal dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

mempunyai daya berlaku kebendaan dan juga berkekuatan terbadap seorang 

pemeganglpemilik baru. 

Melihat fungsi pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di alas 

melambangkan babwa kreditor pamegang Halt Tanggungan mendapatkan 

perlindungan serta kepastian hokum bahwa tanah yang dijaminkan oleh pamberi 

jaminan kepada pemegang jaminan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pibak 

dan pihalt ketiga, serta merupakan alat bukti bagi pemegung hak babwa tanah yang 

telah dibebankan dengan Halt Tangungan mempunyai kedudukan lebih tinggi 

daripada yang lahir kemudian. Sehingga pemegang Hak Tanggungan dijamin dan 

teljamin o!eh Hukum. Mengingat UUHT merupakan peraturan yang mengatur 

tentang jaminan kebendaan khususnya jaminan atas ~ yang di dalamnya 

terkandung prinsip-prinsip hukum jaminan, yang adalah: prinsip absolut/mut!ak, 

prinsip droit de suit, prinsip droit de preference, prinsip priorita.s, dan prinsip 

publisitas, maka secara yuridis UUHT dapat memberikan kepastian hukum bagi 

!creditor pemegang llak Tanggungan. 

40 J. Sutrio, Op.Cil, h<!1204. 
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C. PROSEDCR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN 

Proses pembebanan Hak Tanggungan terdiri atas dua taha~ yaitu tahap 

pemberian Hak Tanggungan dan Tahap pendaftaran Hak Tanggungan, Namun dalam 

penelitian ini selain akan membahas mengenai tahap pemberian Hak Tanggungan dan 

tahap pendaftaran Hak Tanggungan akan dibahas juga mcngenai prosedur pencoretan 

Hale Tanggungan. 

Pasal 17 UUHT menentukan bahwa bantuk <ian isi Akta Pembarian Hal< 

Tanggungan, bantuk, dan isi buku tanab Hale Tanggungan dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan tata eara pembarian dan pendaftaran Hale Tanggugan ditetapkan dan 

diselengganakan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimakaud <lalam 

Pasal 19 UUPA. Oleh karena itu untuk lebihjelasnya maka dalam penelitian ini akan 

dibabas satu persatu mulai dari tahap pemberian Hak Tanggungan, tahap pendaftaran 

Hale Tanggungan, hinggu !ahap penooretlln Hale Tanggungan. 

1. Tabap Pemberian Hak Tanggungan 

Untuk sabaya pembebanan Hale Tanggungan harus dipenuhi tiga syara~ yaitu:'; 

a. Pemberian Hale Tanggungan harus dibuktikan dengan akta otentik, yang 

sekarang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Pemberian Hale 

Tanggungan olab PPAT (sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 

(2)UUHT); 

b. Syarat spesialitas, artinya harus diseburkan jumlah pinjamannya secara 

pesti (pinjaman pokok ditambab bunganya) dan disebutkan pula 

penunjukan tanah sebagai jaminan butang (keterangan yurldis dan fisik 

tanah yang bersangkutan secara rinci)( sebagaimana diatur daJam Pasal ll 

ayat (I) UUHT); 

•• Arie S. Hutagalung. Serba Aneka Masalah Tonah Dalam Kegjolan Efronomi (Suotu 
Kumpu/an Karangan). Cet.l, (Jakma: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas lndonesia, 1999), 
haL 220. 
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c. Syarat publisitas, artinya setlap pemberian Hak Tanggungan barns 

didaftarkan di Kantor Pcrtanahan agar pihak~pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui. (sebagairnana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUHT). 

Tahap pemberian Hak Tanggungan didahutui denga.n janji akan memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredit yang diperjlllljikan. Janji tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang. Perjanjian 

tersebut dengan sendirinya harus tertu1is, dapat berupa akta dibawah tangan namun 

bisa juga berbentuk otentik§ terga.ntung pada ketentuan hukum yang mengatur materi 

peJjanjian yang befSa!lgkutan. 

Kemwlian menurut Pasal 10 ayat (2) UUHT setelah peJjanjian pokok diwlakan, 

pemberian Hak: Tanggungan dUakukan dengan pembuatan Akta Pembelian Hak 

Tanggungan yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Menurut pasal 10 ayat (3) UU!IT, tala cara pemberian Hal< Tanggungan atas 

objek Hak Tanggungan berupa hal< atas tanah yaog berasal dari konverni hal< lama 

yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkao tetapi pendaftamnnya belum 

dilakukao, maka pemberian Hak Tanggungan ternebut dilakukao bernamaao dengan 

pennohonan pewlaftaran hak atas tanah yaog befSa!lgkutan. Dari penjelasan PasallO 

ayat (3) UUHT yang dimaksud dengao hal< lama adalah hak kepemilikao atas tanah 

yang menurut hukum adat telah ada tetapi proses administrasi dalam konversinya 

be1um selesai dilaksanakan. 

Adapun berdasar UUliT hal-hal yang wajib dicantumkao dalam Akta Pemberian 

Hal< Tanggungao adalah sebagai berikut:" 

I. Nama dan dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 

2. Domisili pihak-pihak pemegang dan pemberi Hak Tanggungan dan apabila 

diantara mereka ada yang berdomisili di luar lndonesia, baginya harus pula 

dicantumkan suatu dornisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili 

pilihan itu tidak dicantumkan~ kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tempat 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili 

yang dipilih; 

42 Indonesia. Op.Cit. Ps. II ayat ( 1). 
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3. Penunjukan S<X:arajelas utang atau ul.ang-utang yang dijamin pelunasannya 

dengan Hak Tanggungan dan meliputi juga nama dan identitas debitor yang 

bersangkutan; 

4. Nilai tanggungan; 

5. Uraian yangjelas mengenai obyck Hak Tanggungan. yakni meliputi rincian 

mengenai sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang 

belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, 

letak, batas-batas, dan luas tanahnya. 

Ketentuan Pasal II ayat (I) lJUHT terse but memberikan asas spesialitas kepada 

Hak Tanggungon, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin. 

Penjelasan Pasal II ayat {I) lJUHT mengemukakan bawa ketentuan ini menetapkan 

isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Al<ta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak 

dieantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta 

Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan bam! demi 

huktan. 

Dalam rangka pembelaman Hak Tanggungan dimuat janji-janji yang sifatnya 

fakultatif dan akan mengikat pihak ketiga setelah Hak Tanggungan lahir. Jika 

dipeljanjikan, akan dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Janji-janji yang 

dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:" 

a. Janj i mernbatasi kewenangan pemberi Hale Tanggungan untuk menyewakan 

obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukau a tau mengubah jangka waktu 

sewa danlatau menerima uang sewa di muka., kecuali dengan persetujuan 

tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

b. janji yang membata.si kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk 

mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan 

persetujuan tertulis leblh dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasari<an penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak. obyek Hak 

Tanggungan apabila debitor sungguh~sungguh cidera janji; 

d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

loD1t1lk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan) jika hal itu diperlukan untuk 

.u !bid, Pasal 11 ayat (2) 
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pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya arau 

dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak 

dipenuhi atau dilanggamya ketentuan undangMundang; 

e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual alas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor 

eiderajanji; 

f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek 

Hak Tanggangan tidal< akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 

g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidal< akan melepaskan haknya alas 

obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang Hak Tanggungan; 

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleb seluruh atau 

sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk 

peluntiSiln piutanguya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya 

oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan 

umum; 

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari uang asuransi yang dJterima pemberi Hak Tanggungan untuk 

pelunasan piutangaya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; 

j. janji bahwa pemberi Hak Tanggangan akan mengosongkan obyek Hak 

Tanggungan pada waktu aksakusi Hak Tanggungan; 

k. janji yang dimaksud dalam Pasal14 ayat (4). 

l. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 

Dengan diberikannya Hak Tanggungan dihadapan PPAT baru dipenuhi syarat 

spesiaUtas dalam pembebanan Hak Tanggungan, oleh sebab itu Hak Tanggungan 

yang bersangkutan belum lahlr dan kreditor belum memperoleh kedudukan istimewa. 

Untuk Iabirnya Hak Tanggungan tersebut masih harus dipenuhi syarat pubHsitas, yaitu 

pendafu!rannya o!eh Kepala Kantor Pertanahan yang diatur dalam Pasal 13 UUHT 
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dan Peraturan Mcnteri Negara Agraria!Kepala BPN Nomor 5 tahun 1996 serta Surat 

Menteri Negara Agrarial Kepala BPN tanggal26 Juni 19% Nomor 630.1-1826." 

Pemberian Ha.k Tanggungan menurut Pasal 13 ayat (I) UUHT wajib didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 13 ayat [2) dan ayat (3) UUHT dijelaskan cara 

pendafi.aran Hak Tanggungan. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut:45 

I. Setelah penandatangan APHT yang dibuat oleh PPAT dilakukao oleh para 

pihak, PP AT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang 

diperlukan oleh Kantor Pertanahan. Pengiriman tersebut wajib dilakukan 

oelh PPAT yang bersangkutan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari ke~a 

setelah penandatanganan APHT tersebut; 

2. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleb Kantor Pertanahan dengan 

membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencalatnya dalam buku 

tanah hak alas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin 

catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan; 

3. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adelah tanggal hari ketujuh setelah 

penerimaan secara tengk:ap :surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya 

dan jika. hari ketujuh itu jatuh pada bari libur, buku tanah yang bersangkutan 

diberi tangga! hari ketia berlkutnya. 

Dari hal tersebut dikelahui lahimya Hak Tanggungan yaitu pada saat dibuaika.n 

buku Hak Tanggungan dan mencantumkan tanggal pambuatannya pada Buku Tanah 

Hak Tanggungan dalam tujuh hari ke~a, salinan APHT yang dijilid menjadi satu 

dekumen yang disebut Sertipik:at Hak Tanggangan. Sertipikat Hak Tanggungan 

mempunyai kekuatan eksekutodal yang sama dengan putusan pengadUan yang telah 

mernpunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik 

sepanjang mengenai hak atas tanah. Oleh sebab itu Sertipikat Hak Tanggungan 

memuat irah~irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .. sebagai 

tite[ eksekutoriaJ.46 

"" Boedi Harronl.'r, Op. Cit, hal. 404. 

"
5 Sjahdeinl, Op.Cit, hal. 144-145. 

46 Lihat Indonesia, Op.Cil, pasal l4 dan penjelnsan. 
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D. PERALIHAN HAK TA!'!GGUNGAN 

Sebagaimana diatur pada Pasal 16 UUHT, Hak Tanggungan beralih apabila. 

plutang yang dijarnin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga. Peralihan 

piutang itu dapat leljadi karena cessie,.subrogasl~ pewarisan~ atau sebab-sebab lain. 

Dengan kata Jain Hak Tanggungan ikut beratih karena hukurn kepada kreditor yang 

baru apabila piutang yang dijain dengan Hak Tanggungan itu beralih l<epada kreditor 

yang baru. Yang dimaksud dengan cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan 

piutang oleb kreditor-kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. 

Sedangkan subrogasi adalah penggantian l<eeditor oleh pihak ketiga yang melunasi 

utang debitor.47 

Menurut penjelasan Paso! 16 ayat (1) UUHT, yang dimaksud dengan "sebab­

sehab lain" pada Pasoll6 ayat (I) itu adalah hal-hal lain selain cessie, subrogasi, dan 

warisan. Dalan penjelasan tersebut diberikan beberapa contoh, yaitu misalnya dalam 

hal teJjadi pengambilalihan perusahaan atau penggabungan perusahaan sehingga 

menyebabkan beralihnya pitang dari perusahaan semula kepada perusahaan lain. 

Sesuai dengan asas publisilas dari Hak Tanggungan, beralihnya Hak 

Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang barn kepeda kantor pertanahan 

sebagaimana diatur pada paso! 16 eyat (2) UUHT. Berlaihnya Hak Tanggungan 

tersebut mulai berlaku bagi pihak ketiga pada tanggal pencatatannnya. 

Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

dengan mencatatnya pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hka 

Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat-sertipil<et Hak 

Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Tanggul pencatatan 

pada buku tanah sebagaimana dimaksud daiatas adalah tanggai hari ketujuh setelah 

diterimannya secara lengkap surat~surat yang diperlukan bagi pendaftaran bera!ihnya 

Hak Tanggungan. Jika hari ketujuhjatuh pada hari libur, catatan itu diberi tanggal hari 

keJja berikutnya. 

41 Sjahdein1, Op.Cil. hal.l28 
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E. PENGHAPUSAN DAN PENCORET AN IIAK TANGGUNGAN 

Sebab-sebab yang menghapuskan Hak Tanggungan dia.tur pada Pasal 18 ayat 

(I) UUHT. Menurut pasal tersebut Hak Tanggungan hapus karena hal~hal sebagai 

berikut: 

(a) bapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 

(b) dilepaskannyaHak Tangggungan oleh pernegang Hak Tanggungan; 

(c) pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 

Pengadilan Negeri; 

(d) bapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

Dari ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa Hak Tanggungan dapat sengaja 

dihapuskan dan dapat pula hapus karena hukum. Hak Tanggungan dapat dihapuskan 

karena dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan atau karena 

dilakukan pembersiban Hak Tanggungan bardasarkan penetapan peringkat oleh ketua 

Pengadilan Negeri. Sedangkan Hak Tanggungan dnpat hapus karena hukam karena 

hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tangg:Liflgan dan karena bapusnya bak atas 

tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

Karena Hak Tanggungan merupakan jaminan utang yang pembebana:mmya 

adalah untuk kepentingan kreditor (pemegang hak tanggungan, maka logis apabila 

Hak Tanggungan dapat dihapuskan oleh kreditur sendiri. Sedangkan pemberi Hak 

Tanggungan tidak mungkin dnpat membebaskan Hak Tanggungan itu. 

Sesuai dengan sifat Hak Tanggungan yang acccessoir, adanya Hak 

Tanggungan berganatung kepada adanya piutang yang dijamin pelunasannya denga 

Hak Tanggungan itu. Oleh ka.rena itu apabita piutang itu hapus karena pelunasan atau 

karena sebab-sebab lainnya, dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan 

menjadi hapus juga. 

Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan 

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan 

ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUHT. Pembeli objek Hak Tanggungan, baik dnlam suatu 

pelelangan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun dalam jual beli 

sukarela, dapat meminta kepadn pemegang Hak Tanggungan agar benda yang 

dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang melebihi harga 

pembelian. 
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Sebagaimana telah dikernukakan diatas bahwa Hak Tanggungan dapat dengan 

sengaja dihapuskan. baik atas kehendak daripemegang Hak Tanggungan sendiri 

maupun karena pembersihan berdasarakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 

Hapusnya Hak Tanggungan kan:na dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan 

pemberian pemyataan tertulis mengenai silepaskarmya Hak Tanggungan tersebut oleh 

pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. Ha1 ini sebgaimana 

diatur pada Pasal 18 ayat (2) UUHT. Namun tidak ada penjelasan lebih lnnjut 

mengenai proses apa yang harus di1akukan setela pemberi Hak Tanggung.an menerlma 

pemytaan tertulis tersebut. 

Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan 

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri rerjadi dengan 

diajukannya permohonan oleh pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan 

tersebut agar hak atas tanab yang dibelinya itu dibersibkan dari beban Hak 

Tanggungan tersebut. 

Mengingat Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan, yaitu hak yang dapat 

dituntut oleh pemegangnya dart pihak ketiga yang menguasai atau memiliki objek 

Hak Tanggungan ltu. oleh sebab itu apabiJa objek Hak Tanggungan itu kemudian 

dialibkan oleh pemberi Hak Tangggungan semula maka hapusnya Hak Tanggungan 

itu harus pula ditiadakan dari pencatatannya di buku tanah hak alliS tanah yang 

menjadi objek Hak Tanggungan itu, Apabila tidak maka pihak ketiga tidak akan 

pemah tahu bahwa Hak Tanggungan itu tetah bapus sehinggu tidak lagi mengikat bagi 

pihak ketiga.4s 

Terkait hal tersebut diatl!S maka menurut Pasal 22 ayat (!) UUHT, serelah Hak 

Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasall& UUHT. Kantor Pertanahan 

mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan 

sertipikatnya. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada Pasal22 ayat (1} 

UUHT itu, aleh Pasal 22 ayat (4) UUHT ditentukan harus diajukan oleh pihak yang 

berkepentingan dengan melampirkan sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi 

catatan oleh krediror bahwa Hak Tanggungan hapus karena piutang yang dijarnin 

pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas. 

Kemudian pada Pasal 22 ayat (4) selanjutnya juga mengatur bahwa apabila 

karena suatu hat sertipikat Hak Tanggungan itu tidak: mungkin diberi catatan oleh 

41 Sjahdeini, Op.O't. hnl. 148. 
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kr~ditor sebagaimana dimaksud diatas, maka catatan pada Sertipikat Hak Tanggungan 

itu dapat diganti dengan pemyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan 

telah dihapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu 

telah lunas. Apabila hapusnya Hak Tanggungan itu karena kreditor melepaskan Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, pihak yang berkepentingan harus mengusahakan 

pemyataan tertulis dari kreditor mengenai hapusnya Hak Tanggungan itu karena 

kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan:4" 

Namun apabila kreditor tidak bersedia memberikan pemyataan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal22 ayat (4) UUHT maka berdasar Pasal22 ayat (S) UUHT maka 

pihak yang berkepentingan dapat meminta turot campumya pengodilan dengan earn 

mengajuka.n permohonan perint.ah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadila.n 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang ber:oangkutan 

didaftar. Sedangkan apabi!a pennohonan perintah pencoretan timbul dari sengkata 

yang sedang diperiksa Qleh Pengodilan Negeri lain maka berdasar poda Pasal 22 ayat 

(6) UUHT pennohonan tersebut harus diajukan kepada Kepala Kaotor Pertanehan 

dengan melamplrkan salinan penetapan atau putusan Pengadi1an Negeri yang 

bersangkatan sebagaimana diatur padn Pasal22 ayat (7) UUHT." 

Sete!eh hal-hal tersebut diatas maka berikatnya berdasar Pasal 22 ayat (8) 

UUHT ialalt permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang diajukan oleh pihak yang 

berkependngan, Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aterhitung sejak 

diterimanya permohonan tersebut harus meiakukan pencoretan catatan Hak 

Tanggangan tersebut menurut talacara yabg ditentukan dalam peraturan perundang­

undangan.51 

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak alas tanah maka 

menurut Pasal 2 ayat (2) UUHT dapat dipetjanjikan dalam akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan hahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakakan 

dengan earn angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing~masing hak atas tanah 

yang rnerupakan bagian dari objek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan dati Hak 

~9 Lihat Indonesia, Op.Cit, pa"ml22 ayat {4) 

~0 Lihal: /hid, pasal 22 aynt (5}. (6), dan (7) 

51 LihBt: lbld, pasa1 22 ayat (8} 
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Tanggungan terscbut sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa 

objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.51 

Dalam hal pelunasan hutang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUHT, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (9) 

UUHT hapusnya Hak Tanggungan pada bagian objek Hak Tanggungan yang 

bersangkutan dicatat oleh Kantor Pertanahan pada buku tanah dan sertipikat Hak 

Tanggungan serta pad buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang telah bebas dari 

Hak Tanggungan yang semula rnembebaninya.'D" 

Namun Paso! 22 ayat (9) UUHT tidak menentukan betas waktu pelaksonaan 

penctatan tersebut diatas oleh Kantor Pertanahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 

22 ayat (8) UUHT. Hal ini memberikan ketidak pastiao kepada pemobon mengenai 

kapan pelaksanaan pencatatan itu akan terlaksana."' 

F. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang 

Hak Tanggungan pada debitor. Apabila dobitor cidera janji, tanah (ltak alas tanah) 

yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu beJbak dijual oleh pemegang Hak 

Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak 

Tanggunga.n tida.k dapat menyatakan keberatan alas penjua1an tersebut..;; 

Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair). UUHT 

mengharuskan agar penjua1an itu dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata 

cara yang ditentukan dalam perundang~undangan yang berlaku. Hal ini datur pada 

Pasal20 ayat (I) UUHT. 

Bahwa Pasal 6 UUHT memberikan kewenangan kepada pemegang bak 

Tanggungan pertarna untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengrunbil pelunasan piutangnya dari basil penjualan 

tersebut; apabila debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan pertama tidak periu 

meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan dan tidak ~ 

~2 Lihat: /hid, pasat 22 ayat (2) 

n Uhnt: Ibid, pastd22 ayat (9) 

~4 Sjahdeini. Op.Cit, hal haL 151 

5~ !bid, hal. 164 
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meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi 

tersebut. Cukuplah apabita pemegang Hak Tanggungan pertama itu mengajukan 

permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk pelaksanaan 

pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut Karena 

kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupaka.n kewenangan yang 

diberikan o)eh undang-undang (kewenangan tersebut dipunyai demi hukum). Kepala 

Kantor Lelang Negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut 

SeJain diatur mengenai eksekusi Hak tanggungan melaJui pele1angan wnum~ 

UUHT juga mengatur perihal penjualan di bawah tangan atas objek Hak Tanggungan. 

Dengan adanya kesepaka!Jm antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan 

cam itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. 

Karena penjualan dibawah tangan dari obyek Hak Tanggungan hanya dapat 

dilaksanakan hila ada kesepakatan antara pamberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

bank tidak mungkin melakukan penjualan dibawah Iangan terbadap obyek Hak 

Tanggungan atau agunan kredit itu apabila debitor tidak menyetujuinya Apabila 

kredit sudah rnenjadi macet, sering bank menghadapi kesulitan untuk dapat 

memperoleh persetujuan dari nasabah debitor. 

Dalam keadaan·keadaan tertentu justru menurut pertimbangan bank lebih baik 

agunan itu dijual dibawah tangan daripada dijual di pelelangan umum. Bank sendiri 

berkepentingan agar basil penjualan agunan tersebut cukup jumlahnya untuk 

membayar selurub jumlah kredit yang terulang. Kesulitan untuk memperolerb 

persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah debltor yang tidak 

lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh bank, atau Ielah tidak diketahui lagi 

dimana keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit diberika:n tidak mengalami 

kesulitan yang demikian, bank pada waktu kredit diberikan mensyamtkan agar di 

dala.rn pedanjian kredit diperjanjikan bahwa bank diberi kewenangan untuk dapat 

menjual sendiri agunan tersebut secara dibawah tangan atau meminta kepada debitor 

untuk memberikan surat kuasa khusus yang memberikan kekuasaan kepada bank 

untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara dibawah tangan. 

Masih ada masalah yang perlu dipecahkan mengenai keabsahan penjuatan 

obyek Hak Tanggungan oleh bank, berdasarkan sumt kuasa untuk menjual dibawah 

tangan dari pemberi Hak Tanggungan. Pennasalahan tersebut timbul ap.abila temyata 

penjualan itu teQadi dengan harga yang jauh dibawah harga wajar, pemberi Hak 
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Tanggungan dan debitor itu sendiri (dalam hal debitor bukan pemilik Ha.k 

Tanggungan} sepatutnya dapat mengajukan gugatan terhadap bank. Gugatan itu 

sendiri bukan diajukan terhadap pelaksanaan penjualannya, tetapi terhadap harga 

penjualan yang dinilai tidak wajar. Dasar yang dapat diajukan oleh penggugat adalah 

bahwa bank relah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan 

kepatutan atau bertentangan dengan keadilan atau bertentangan dengan asas itikad 

baik. Namun sewajarnya sesuai dengan nsas kepatutan dan itikad baik, bank tidak 

menentukan sendiri harga juat atas barang-barang sgunan dalam rangka penyelesaian 

k:redit macet nasabah debitur. Karena pada umumnya penaksiran harga dilakukan oleb 

suatu perusahaan penilai (approi$a/ compt111)1) yang independen dan mempunyai 

reputasi beik. 

Merujuk pada Pasal 20 ayat (3) UUHT, pelaksanaan penjlllllan di bawah 

tangan sebagaimana dimaksud di alas banya dapat dilakukan setelah lewat waktu I 

(satu) bulan sejak diberitahukan seoara tertulis oleh pemberi dan/atau pernegang hak 

Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan di urnumkan sedikit· 

dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan danlatau 

media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Ketentuan 

ini menurut penjelasan pasal 20 ayat (3) UUHT tersebut dimaksudkan untuk 

melindungi pibak- pihak yang berkepentingan, rnisnlnya pemegang Hak Tanggungan 

kudua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi Hak Taaggungan. 

Apabila pemberi Hak Tanggungan atau debitor (dalam hal debitor bukan 

pemilik objek Hak Tanggungan) ingin menghindari panjualan umum (pelelangan) atas 

objek Hak Tanggungan itu, hal itu hanya dapal di lakukan apabila pemberi bak 

tanggungan atau debitor melakukan pelunasan utang yang di jamin dengan Hak 

Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusl yan telah dikeluarkan. Pelunasan itu 

rnasih tetap dapat di lakukan sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, 
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BAB Ill 

ANALISIS YURIDIS PARA TE EKSEKUSI DAN HART A BERSAMA 

A. PARATE EKSKUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 

19% 

1. Pengertian Parate Eksekusi 

Sebetulnya istilah Parate Execulie (Parate Eksek:usi) secara implisit tidak 

pemah tertuong dalam peratumn perundang~undangan. Istilah Parate Eksekusi 

sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. secara etimologis berasal 

darai kata .. paraaf' artinya siap ditangan.5\ sehingga Parate Eksek.usi dikatakan 

sebagai sarana eksekusi yang siep di tangan. Menurut kamus hukum, Parate Eksekusi 

mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa meialui proses {pengadilan atau 

hokim)". 

Arti parate eksekusi yang diberikan oleh doktri~ ukewenangan untuk menjual 

atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan art4 bahwa - kaJau debitur 

wanprestasi - kreditur dapat melaksanakan eksek:usi obyek jaminan, tanpa harus 

minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main daiam Hukum 

Acara - untuk itu ada aturan mainnya sendiri- tidak perlu ada sita lebih dahutu, tidak 

perlu rnelibatkan juru sita dan karenanya prosedumya lebih mudah dan biaya lcbih 

murah. ss 

Sedangkan menurut pendapat Pitlo, Parate Eksekusi adalah: 

"een verioop buiten het terrein van rechtsvordering bliff en wordl geen 
belaggeiegd, er komt geen deurwaarder te pas, bet gehee/ wordt qfgewikkeld 
aelsverkocht men zijn eigen gogoed in het open baar. (suatu pe,Yualan yang 
beratla di iuar wilayah hukum acara dan lidak perlu ada penyitaan. lidak 

:~<> J Satrio. Hukum Jt.llf1imm,. Hak Jamfnan Kebendaan. Hak Tanggungan Bu/w 2, (Bandungt 
Citra Aditya. 1998). 001276, (selanjutnya disebut "J, Satrio r') 

5
' Kamus Hukum Edisi lengkap, Balwsa Belrmda-Indom:sia.-lnggris, (Semarang: A11cka, 

1977), hal. 655. scbnguimana dikulip dari Herowati Poesoko, Para1e Executie Obyck Hak 
Tanggungan, Cct.. 2. (Y ogyakarta:: Laksbang Pressindo, .WOB). bal. 241, 

n J. Salr:io I, Op.Cil, hql. 61 
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melibarkan jttnt :';ita, kesemuanya dilaksanakan sepeni orang yang menJuCll' 
barangnya sendiri di depan umum. .. ). •• S'< 

Adapun Subekti berpendapat, Paratc Eksekusi adaiah menjalankan sendiri atau 

mengambll sendiri apa yang menjadi haknya, dalarn arti tanpa perantaraan hakim, 

yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan uotuk selanjutnya menjual sendiri barang 

tersebut. 60 Parate Eksekusi adalah eksekusi yang dlaksanakan sendiri oleh pemegang 

hak jaminan (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan ainu campur lllngan dari 

Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara 

saja. 61 A tau dengan perkataan lain, Parate Eksekusi dilaksanakan tanpa meminta fiat 

ek:sekusi atau ijin dari PengadiJan Negeri. 

Dalam UUHT isrilah Parate Eksekusi secara implisit diatur dalam UUHT, 

khususnya pada Penjelasan Umum angka 9 UUHTsebagai berikut: 

'"Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah 11111dah dan pasli dalam 
pelaksanaan ekseku.rinya,., jika debitor cidera janji. Walaupun secora umum 
ketentuon tentang eksekusi telah diatur dalam Hulrnm Acara Perdata yang 
berla/cu, dipandang perlu umuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang 
eksekusi Hak Tanggungan dalam undcmg~untiang int yailu yang mengtllur 
lemhaga Parole Executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglement 
Indonesia yang deperboharui (He/ Herziene lnlMds Reglement) dan Pasal 
258 Reglement Acara Rukum Untuk Daerah Luar jawa dan Madura 
{Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten java en 
Madura) ... " 

Dari ponjelasan umum tersebut di atas maka dapat disimpulkan meskipun pada 

dasamya eksekusi secara umum telah diar:ur oleb Hukum Acara Perdata,. namun untuk 

membuktikan salah satu ciri Hak Tanggungan terletak pada pelaksanaan eksekusinya 

yang mudah dan pasti maka ketentuan tentang lembaga Parate Eksekusi dimasukkan 

dalam UUHT. 

~P Pit!~ Ret ZA.kenrechr Naat Het Nederland$ Burgerlijk Wetboek.. (Haartem: "(ieenk WiUink 
& Zoon, 1949) hal498, sebagaimanadik:uli:pdari Herowati P~o. Op.Cit, hal. 242. 

40 Subel«i. Pelafcsonaon Perikatan. Eksekusi Riil Dun Uang Paksa Dalam: Penemuan f/ulwm 
Dan Pemecalum M(lSa/ah Huk:um, Proyek Pcngembangan Teknis Yustisial, MARI,(Jakarta: 1990). hal. 
69-

61 Tartib, ''Caman Tentang Panltc Execulie", Majalah Varia Perodilan, {Th, XI, No. 124, 
Januari 1996), hal. 149--150. 
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2. Pengaturao Parate Eksekusi Dalam. UUHT 

Adapun pengaturan mengenai Parate Eksekusi dalam UUHT diatur dalam Pasal 20 

ayat ( 1) juncro Pasal 6 UUHT yang menyebutkan sebagai berikut: 

Vide Pasal20 ayat (ll UUHT 

"(1) Apahila debitor cideraj(Inji, maka berdasarkon: 

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk me,Yual obyek Hak 
T<mggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasa/6, atau 

b. lite/ eksekutorial yang terdapat dalam sertiftkat Hak Tonggangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hok 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut lata caro 
yang dilentukon dalom peraturan perundang-undongan untuk 
pelunasan piulang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 
mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya." 

Vide Pasal § UUHT 

" Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggangan perlama 
mempunyai hak unJuk menjual obyek Hak Tanggungan alas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunosan piutangnya 
dari hasil pe,Yualan tersebut. " 

Dari pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan unsur-unsumya sebagai berikut: 

I) Debitorcidemjanji (wanprestasi); 

2) Kreditor Pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak; 

3) Hak untuk menjual obyak Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri; 

4) Syarat penjualan melaiui pelelangan umum; 

5) Hak kreditor mengambil pelunasan piutanguya dati basil penjualan; 

6) Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya &ebatas hak tagih. 

Dari unsur~unsur yang tersebut diatas maka menunjukkan ada 2 ( dua) hal 

penting manakala debitor wanprestasi, yaitu peraliban hak dan pelaksanaan hak bagi 

kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama. Dalam P..,.l 6 UUHT, hak kreditor 

dalam hal debitor cidera janji, untuk menjual obyek Hak Tanggungan mela1ui lelang. 
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sudah diberikan oleh undang-undang sendiri kepada kreditor pernegang Hak 

Tanggungan yang pertama<>2. 

Oieh karenanya dapat di-pahami tujuan Pembentuk UUHT untuk membentuk 

lembaga Parate Eksekusi. selain memberikan sarana bagi kreditor pemegang Hak 

Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembaH pelunasan piutangnya dengm cara 

mudah dan murah, dengan maksud untuk: menerobos fonnalitas hukum acara, disatu 

sisi tujuan pembentukan Parate Eksekusi secara undang-undang (ex lege), dengan 

maksud untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tang,gtmgan pertama 

dan pihak-pihak yang mendapaakan hak dari padanya." 

Kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan 

penjuatan obyek Hak Tanggungan hanya meialui pele!angan umum, tanpa harus 

meminta fiat Ketua Pengadilan NegerL Kemudahan tersebut terutama menunjukan 

efisiensi waktu dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah 

rnempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut mengingat kalau prosedur 

eksekusi melalui fonnantas hukum a.cara, proses yang dilalui memer1ukan waktu yang 

lama dan rumit prosedumya. Parate Eksekusi lebih mumh dibandingkun dengan 

pelaksanaan eksekusi menggunakan titei eksekutorla~ karena tidak menanggung biaya 

untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Sebab dikhawatirkan kreditor akan engggan memberikan kredit dengan jaminan 

hipotik (Hak Tanggungan), terutama kalaujumlah mgihannya tidak besar"'. 

Akan dirasakan tidak: adil jika eksekusi Hak Tanggungan harus meJalui 

pengadilan terutama tentang jumlah yang hendak ditagih dengan semua upaya, biaya 

dan terutama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kred!tnya yang 

macet. Maka dengan adanya Pasal 6 UUHT kreditor akan terlindungi dari perbuatan 

debitor yang tak pantas, tidak loyak atau bahkan tidak mempunyai itikad baik. Pasal 6 

UUHT tersebut dipersiapkan oleh pembentuk undang~undang sebagai tiang 

penyanggah umma bagi kreditor (bank) dalam memperoleh percepatan pelunasan 

piutangnya, agar piutang yang telah kembali pada kreditor kemudian keuangan 

tersebut dapat digunakan perputaran roda perekonomian, maka tidak diragukan bahwa 

'"' J. SatriQ. llukum Jaminan, Hak Jamirwn Kebentiaon. Hok Ta1f81!1mgan Buku /. lBandu~ 
Citra Adit}'a, 2002). hal. bal219~220. (sclanjl.!lnya dlsebut "J,Satrio It") 

ro Hcrowt~ti Pocsoko, Op.Cit, haL 247. 

w Jbid. hal. 248. 
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pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya Parate Eksekus:i manakala debitor 

wanprestasi, yang diperguoakan sebagai samna yang sangat baik demi penyesuaian 

terhadap kebutuhan ekonorni.65 

3. Kerancuan Pengaturan Tentang Parate Eksekusi Dalam UUHT 

a, Kerancuan Pasal 6 UUHT Dengan Penjelasannya 

Berdasar UUHT pembentuk undang~undang memberikan kemudahan 

kepada kreditor agar kreditor dapat mendapatkan kembali uangnya dengan jalan 

yang iebih mudah dan mu~ yakni dengan rnemberikan bak untuk menjual atas 

kekuasaan sendiri atas obyek jaminan guna mengambil peiunasan pinjaman 

sebagaimana diatur pada Pasal6 UUHTsebagai berikut: 

"Apobila Debitor cidera Jt»Yi, pemegang Hak Tanggungan pertamo 
mempunyai hale umuk me,Yua/ obyek Hak Tanggungan alas kekuasaan sendiri 
melalui pelelangan umum serta mengambil pe/unosan piutangnya dari basil 
penjualan tersebut." 

Pemabaman pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak: menjual atas 

kekuasaan sendiri tidak lagi mernerlakan kuasa atasnya sebab pemberian parate 

eksekusi oleh undang-undang bertujuan untuk memperkuat poslsi darl kreditor 

pemegang Huk Tanggungan dan pibak-pibak yang mendapatkan hak dari padanya. 

Apabila semata-mata membaca Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman 

secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada 

pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang 

dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Hal tersebut menunjukkan penyatuan 

suatu kewenangan yang pada awalnya lahir dari sebuat kesepakatan (ianji) menjadi 

sebuah nonna yang mengik:at, karena diberikan oleh undang~undang, itu merupaka.n 

suatu perkembangan yang mengarah pada suatu k:emajuan dibandingkan ketentuan 

dalam Pasal 1178 ayat (2) B. W. saat beriakunya hipotik." 

&
1 Herov.'l'lli PQeSQko, Op.Cir, haL 247. 

66 Ibid, hal. 249. 
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Namun apabila membaca Penjeiasan Pas.al 6 UUHT kemudian dihubungkan 

dengan Pasal 6 UUHT akan menimbulkan ketancuan, sebab dalam Penjelasan Pasal6 

UUHT disebutkan sebagai berikut: 

.. Hak untuk menjua/ obyek Hak Tanggungan alas kekuasaan serufiri 
merupakan salah satu perwujudan dan lredudukan diutamakan yang dipUITyui 
o/eh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan Pertama 
dalam hal terdapaJ lebih dari 1 (satu) Pemegang Hak Tanggungan. Hak 
tersebut didasarkan padajanji yang diberikan oleh pemberi Hale Tanggungan 
hahwa apabila dehitor ciderajanji, pemegang Hak Tonggungan berhak unJuk 
menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukcm 
persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil 
pe/unasan piutangnya dari hasil pe,Yualan itu lebih dahulu duri lcredilor~ 
kredilor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjatli hak pemheri Hak 
Tanggungan.~ 

Berdasar Penjelasan Pasal6 UUHT memberikan 2 (dua) pemahaman, yaitu: 

I. Hak kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

didasarkan pada janji apabila debitor ciderajanji, dan 

2. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan 

salah satu perwujudan dari kedudukan diummukan yang dipunyai oleh Pemegang 

Hak Tanll&Ungan. 

Terhadap hak untuk meJ1iual atas kekuasaan sendiri, menurut Penjelasan Pasal 

6 UUHT didasarkan padajanji. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan Pasal6 UUHT 

yang memberikan hak berdasar undang-undang. Adanya perbedaan makna terbedap 

lahimya hak kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuas.aan sendiri 

menunjukkan pembentuk UUHT mempunyai sikap yang tidak konsisten, yang 

menyebabkan kebingungan dan kekecewaan bagi kreditor pada khususnya, sehingga 

Penjelasan Pasal 6 UUHT tersebut justru kembali memenlahkan harapen perbankan.67 

Sebenamya hukum hanya memberikan harapan perbankan. tetapi justru 

menunjukkan riskan biJa da.lam satu undang~undang (UUHT) mengatur satu obyek 

yang sama yakni parate eksekusi. tetapi memberikan makna yang berbeda satu sama 

lain. Perbedaan makna tersebut tercermin da1am Pasal 6 UUHT, bahwa hak rnenjual 

atas kekuasaan sendiri diberikan oieh undang-undang, tetapi penafsiran dari 

pembentuk UUHT sebagaimana dalam PenjeJasan Pasa1 6, temyata hak menjual atas 

.,,. Sutan Remy Sjahdeinl , "'Beberapa Permasalah Hukum. Hak Jaminan", Mf#aloh Hukum 
Nasional,( No.2 Tahun 2000), hal 19.-20 
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kekuasaan sendif'i, tidak dimaksudkan secara didapat berdasar undang-undang tetapi 

atas dasar diperjanjikan terlebih dahulu. Pengaturnn ini menjadi berlebihan dan akan 

menimbulkan silang pendapat yang tiada henti-hentinya, bahwa dapat dikatakan 

teijadi inkonsisten dalam pengaturannya. Hal tersebut harus segera di atasi agar 

mencerminkan kepastian bagi para pihak khususnya hak kreditor.68 

Menurut Satjipto Rahardjo hukum yang ingjn menciptakan kepastian bukum 

dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat terlebih dahulu hams 

menciptakan suatu kepasUan pula di da1am tubuhnya sendiri. Tuntutan terakhir ini 

mendatangkan beban fonnal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang 

penuh konsistensi69. Hal tersebut senada dengan M. Isnaeni. mengungkapkan 

perangkat hukum yang sangat mernperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan 

kepastian hukum seperti yang dicilllharapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau 

dalam diri aturan petundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti 

citranya scndiri sudah tidak pemah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan 

lllhirnya kepastian hukum dari rahim aturan seporti itu. Padahal kepastian hokum 

sebagai salah satu sendi utama dari aturan perundangan disamping aspek keadilan. 

merniliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan 

pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam berbagai 

transaksinya.70 

Pada dasamya susunan tats. aturan yang penuh konsistensi, tidak lepa. .. dari 

hubungannya dengan sistematika peraturan-peraturan hukum yang lain, sebab hukum 

merupakan suatu sistem artinya sarana yang merupakan suatu kesatuan yang utuh 

yang terdiri dari bagian-bagian atau unsut~unsur yang saling terkalt satu sama lain~ 

atau dengan perkataan lain sistem hulrum adalab suatu kesatuan yang terdiri dari 

unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks 

unsufw-unsur yuridis. seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum 71
• 

Iii< Hcrowati PQCSOko, Op_Cit, hal. 25 t. 

w Sllljipto Rahardjo sebagaimana dikutip dari M. Tsnaen\, "Hak Tanggungan sebagai Lcmbaga 
Jaminan Dalam Kernngka Tala Hukum Indonesia", JurMI Hukwn Ehmomi,(Edisi V, Agustus 1996), 
hal. 34 

16 
M. lsnaeni, "Hak Tanggungan scbagai Lembaga Jamimm Dalam Kerangka Tara Hukum 

indonesia", Jurnal Hulwm Ekonomi,(Edisi V, Agustus 1996), hal. 34. 
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Scrpijak pada butlr ke~l49 juncto butir ke-159 Lampiran Undang~Undang No, 10 

Tahun 2004 tenumg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai 

berikut: 

-I 49. Penjelasan berfongsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan 
perundang-umiangan alas norma tertemu dalam batang lubuk Oleh 
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih la'rJut 
dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, 
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam botang 
rubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya lretidakjelasan norma. 

159. Dalam menytiSUn penjelascm Pasal demi Paso/ harus diperhalikan agar 
rumusannya: 
a.tidak bertentangan tfengan mater/ polwk yang diatur dalam batang 

tubuh; .. 

Maka dikaitkan dengan Pcnjelasan Pasal 6 UUHT, maka Penjelasan dari Pasal 

6 UUHT tidak dapat dijadikan sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang 

tubuh yang adalah Pasal 6 UUHT. Penjelasan suatu norma tidak holeh bertentangan 

dengan isi {substansi) nonnanya, dan Penjelasan dari norma tersebut tidak mengikat, 

karena Penjelasan suatu norma buk.anlah suatu nonna. Sehubungan Penjelasan Pasal 6 

UUHT bukannya nonna manakala teljadi sengketa, maka kadudukan Penjelasan Pasal 

6 UUHT tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat. Sehingga dengan 

mendasatkan alasan tersebu~ jelas hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama 

untuk. menjual obyek Hak Tamggungan adalah atas dasar undang~undang. bukan atas 

dasar dipeljanjikan. 

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 UUHT, Pembentuk UUHT juga telah 

mencampurndukan parate eksekusi dengan kedudukan kreditor preferen sebagaimana 

dianyat.akan Penjelasan Pasal6 UUHT sebagai : 

"Hale untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
merupakon salah satu perwujudan dari Jredudukan diutamak.an yang dipunyai 
oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertmna 
dalam hal terdapal /ebih dari satu pemegang Hak Tanggungan ... " 

Pemahaman terhadap penjelasan dari Pasal 6 UUHT. temyata pembentuk 

undang-undang mencampuraduk:kan antara hak untuk menjual obyek Hak 

11 Sudlkno Mertokusumo. Mengenal Hukum. SuatuPff1l/J(Uitar.CeL 3, (Yogyaka.rt.a! Liberty, 
I991},haL 100, 
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Tanggungan ata'> kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dengan penvujudan kedudukan 

diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan {kreditor preferen). 

Menurut J. Satrio. kewenangan parate eksekusi bukan merupakan perwujudan 

dari kedudukan krediror sebagai kreditor yang diutamakan/preferen, yang benar 

adalah merupakan perwujudan dari salah satu segi dar! kedudukan kreditor yang 

rnempeljanjikan bak jaminan khusus, atau yang oleh undang~undang diberikan 

kewenangan khusus, yaitu memberikan kemudahart kepada kreditor dalam mengambil 

pelunasan72
• 

Adanya kerancuan dalam penjelasan Pasal 6 UUHT sedikit banynk 

membingungkan para pemegang jaminan, khususnya bagi kreditor pemegang Hnk 

Tanggungan pertama, karena meskipun pada dasarnya lahimya parate eksekusi dapat 

diperjanjikan dan akan mengikat pada para pihak, namun sebagai norma harus jelas 

dan tegas agar tidak menimbulkan pemahaman ganda yang berakibat memberikan arti 

yang kabur, sehinggn menimbulkan peluang penalSban berbeda·beda." 

b. Kerancuan Prosedur Pelaksanaan Parate Eksekusi 

Berdasarkan Pasal 6 UUHT pemegang Hnk Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjuai obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pe1eJangan umwn serta mengambil peJunasan piutangnya dari basil penjuaJan 

tersebut Namun peda praktiknya Kantor Lelang Negara (KP2LN) selaku pelnksana 

penjualan Jelang objek Hak Tanggungan sebagian diantaranya pernah memiliki 

perbedaan pendapet dalam pelnksanaan penjualan lelang objek Hnk Tanggungnn atas 

dasar Pasa16 UUHT. 

Seperti pada Kantor Pelayanan Piutang dan Le!ang Negara (KP2LN) Jnkarta II 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan parate eksek:usi harus didahului fiat Ketua 

Pengadilan Negeri dengan alasan mengacu pada Pnnjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) 

UUHT." Dimana pada Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dijelaskan tujuan 

71 J, Satrio TV, op cit,lli\L 235- 236. 

11 Hemwati Poesoko, Op"Cil, hat 257. 

-" Ha$il wawancara Herowati ~ko dengan Bapak N. Ekolaksito, S.J-1.., Kcpala Pclay.enan 
Lelang, Kepala Pclayanan Piutang nan Lelang Negarn Jakarta n, sebagaimat~u dikutip clari Hcrowuti 
Pocsoko. Op.Cil, hat 303-304. 
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dari pencantuman irah·irah kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada Sertipikat Hak Tanggungan, yaitu sebagai 

berikut:: 

"Irah-lrah yang dicantuml«m pada Sertipikat Hak Tanggungan dan dalam 
ketentunan path ayaJ in1~ dimaksudkan unluk menegaskan adanya kekuatan 
eksekutorial pada Sertipilrot Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor 
cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang 
berlrekuatan hukum tetap, melalui tala cara dan dengan menggunakan 
lembaga parole executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata." 

Berdosarkan penjelasan pasal tersebul diatas maka memberikan pemallaman 

bahwa ekselrusi Hak Tanggungan dilalrukan melalui lata cant dan dengan 

menggunakan lembaga perate eksekusi sesuai dengan pengaturan pada Hukum Acara 

Perdata. Hallni sejalan dengan Penjelasan Umum angka 9 UUHTsebagai barilrut: 

"Salah saiU ciri Hak Tanggungan yang lamt adalah madah dan past/ dalam 
pelabanaan eksekusinya., jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum 
ketentuan tenJang eksekusi telah diaJur dalam Hukam Acara Perdata yang 
berlaku, dipandang pe1'lu untuk memasukkan secara lchusus ketentuan temang 
eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini, yailu yang mengatur 
lembaga Parate Execut/e sebogaimana dimalr.sud do/am Pasa/224 Reg/ement 
Indonesia yang tieperbaharui (Ifet Heniene llliands Reglement) dan Pasa/ 
258 Reg/ement Acara Hukam Untuk Doerah Luar jowa dan Madura 
(Reglemenl tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten java en 
Madara) ... " 

Pemabaman dari Pcnjelasan Umum Angka 9 tersebut khususnya terhadap 

lembagu Parate Ekselrusi, menunjukkan kebendak pembentuk undang-undang melalui 

penafiliran otentik untuk mengatur Iembaga perate eksekusi, maksudnya pengaturan 

lembaga parate eksekusi masuk dalom nmah Hukum Acara Perdata." Terkait dengan 

hal ter.;ebu~ adapun pengaturan pamte ekselrusi pada Hulrum Acara Perdata diatur 

pada Pasal 224 HIR yang menyatakan sebagai berilrut: 

" Sural As/i pada suort hipallk dan sural hutang. yang diperlamt di hadapan 
notaris di lndonesia dan yang Jrepalanya memakai perkntaan "atas Nanw 
Undang-Undang" berkekuaJan sam a dengan puJ.usan hahin, jika sural yang 
demikian ilu !idak ditepati dengan }alan dmna1: maka perihal menjalankanrrya 

11 Herowali .Poeso!ro. Op.Cil, hal. 269. 
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dilangsungktm dengan pe:rintah dr:m pimpinon ketua pengadilan negeri yang 
dalam daerah hukumnya orang yang berhurang itu diam atau tinggal atau 
memilih tempat tinggalnya dengcm cora yang dinyatakan pada pasal·pasal 
diatas dalam bagian ini, akan letapi dengan pcngertian balrwa paksaan badan 
ilu hanya dapol dilakulran jika sudah diizibkan dengan kepulusan hakim. Jika 
hal mery'alankan keputusan itu horus dijalankan soma sekali atau sebahagi'an di 
Iuar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan 
mef!ia/ankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayal kedua dan 
)'t:mg berikulnya yang dituruti." 

Dapat disimpuibn bahwa Pasal 224 HlR pada intinya mengatur mengenai prosedur 

ek.sekusi suatu jaminan yang harus melalui ijin dan atas perintab Kelua Pengadilan 

Negeri. 

Jika ditafsirkan Penjelasan Umum Angka 9 UUHT junclo Penjelasan Pasal 14 

ayat (2) dan (3) UUHT mab. pemegang Hak Tanggungan pertama dapat menjual 

lelang objek Hak Tanggungan atas kelruasaan sendiri (perate eksekosi) berdasar Pasal 

224 HlR adalah tidak tepa~ Hal in! sejalan dengan pendapet Sudikno Mertoknsumo 

yang menyatakan kinmya kurang iepet jikn ekseknsi Pasal 224 HlR disebut sebagai 

Parate Ekselrusi." Seharusnya pelaksananaan perote ekselrusi tidak mendasarkan peda 

Pasal 224 HIR, melainl<an prosedur pelaksanaan perote eksekusl dilakakan tanpa 

perlu rneminta flat dari Ketua Pengadilan Negeri. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari J. Satrio yang menyatakan bahwa 

prosedur ekselrusl sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT yaitu 

!creditor pertama pemegang Hak Tanggungan cukup mengl\iukan pennohonan untuk 

pelaksanaan pelelangan kepeda kantor lelang negara. Hak !creditor untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kelruasaan sendiri didepan umum sudah diberikan oleh 

undang-undaag sendiri kepada !creditor pemegang Hak Tanggangan pertama. 

Kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi Hak Tanggungan tapi sudah dengan 

sendirinya ada padanya atas dasar undang-undang sendiri memberikan kepadanya. 77 

Pada asasnye setiap permintaan penjualan lelang yang melalui perantaraan 

Kantor Lelang tidak boleh ditolak oleh juruipejabat lelang, seplllljang pennintaan 

76 Sudikno Mertok:usumo, Ekrekusi Obyck Hak Tanggvngan Permasolfllt(m firm Hombotan. 
Makalah Penatatan Dosen Hukum Perduta, FH UGM Yogyaka.rw, 16-23 Jl.lli 1996, bal. 8. sebagaimana 
dikutip dari Herowati Pocsoko, Op.Cit, hal. 270, 

77 1. Sa trio, 1/Jtkwn Perikatan, Perfkalan Yang Lahir Dari PerjtJ,Yian, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti. 2001). hal. 220. 
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masih meliputi daerah hukum Kantor Letang yang bersangkutan.73 Dafam 

hubungannya dengnn pelaksanaan parate eksekusi atas Hak Tanggungan berdasar 

Pasal 6 UUHT maka sebenamya pejabat lelang tidak dapat menolak permohonan 

lelang atas Hak Tanggungan dengand asar memertukan fiat eksekusi pengadilan 

terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan Surat Bdaran Badan Urusan Piutang Dan 

L.elang Negara No. SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelakanaan Pasal 6 UUHT yang 

berbunyi sebagai berikut: 

" ... Penjualan tersebul bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan 
pelokwnaan perjanjian oleh pihak-pihal;, Oleh korena itu tidak perlu ragu­
ragu lagi me/ayani permimaan Ie/ang dari pihak perbankan atas Objek Hak 
Tanggungan berdasarkan Pasai 6 Undang-Undang Hak Tanggungan." 

Selain itu pada Angka 3 Sural Edaran No. SE-21/PN/1998 menyatakan babwa 

"Lelang Objek Hek Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggangan adalah tergolong pada Lelang Sukarela". Hal ini juga dipertegas dalam 

Sural edaran No. SE-23/PN/2000 Butir Ia huruf e yang menyatalcan sebagai herikut: 

• Pelaksanaan Ldang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksu4 do!am Pasal 
6 Undang-Undang Hak Tanggungan lidak diperlukan persetujuan debitor 
untuk pelalrsanaan lelangnya." 

Mengingal lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT 

tergolong lelang sukarela yang tidak memerlukan persetujuan debitor, oleh karenanya 

kreditor mempunyai kewenangan sepenuheya dalam petalcsanaan eksekusi lelangnya, 

dimana kreditor dapat menunjuk ataupun minta bantuan BaJai Lelang untuk 

melaksanakan lelang objek Hak Tanggungan tersebut.19 

73 M. Yahya Harahap. RuQng Linglwp Pe171HLWlalum Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: PT 
Gramedia, 1989), hal. 113. 

70 Susilowali, "Pelaksanaan l..eiiU'Ig Ohyek Hak T.anggungan Oleh Balai Lelang Berdasarkan 
Pamte Eksekusi Dari Pemegang Hak Tanggungan", Jumal Yti$fika, (Vol . 6 No.6, Desember 2003), 
haL 294-2%. 
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B. ANALISIS YURIDIS TENTANG HART A BERSAMA 

1. Pengertian Barta Benama 

Menurut Ka.mus Besar Bahasa Indonesia harta dapat berarti barang~barnng 

(uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berani kekayaan berwujud 

dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berani barta yang dipergunakan 

(dimanfaatkan) bersama-sama.00 

Harta bersarna merupakan salah satu rnacam darl sekian banyak barta yang 

dimiliki seseorang. Dalam kebidupan sehari~harl. harta mempunyai arti penting bagi 

sesoorang karena denga.n memi1ikf harta maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup secam wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalarn masyarakat. Arti 

penting ter.;ebut tidak hanya dari segi kagunaannya (aspek ekonomi) rnelainkan juga 

dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secam ekonorni orang sudah biasa bergelut 

dengan barta yang dimilikinya, tetapi seoara hukum orang mungkin belum banyak 

rnemaharni aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat 

suami istri selama masa perkawinan. :u 

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargoan Indonesia harta 

bersarna dillrtikan sebagai berikut: 

«Hurta bersama adalah karla kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di 
/ua:r hadiah atau warisan. Maksudnya ada/ah horta yang didapat atas usaha 
mereka atau sendiri..sendlri selama ma:ya perkawinan/'82 

Pengertian dari Sayuti Thalib tersebut diatas sejalan dengan Bab VU tentang Harta 

Benda dalarn Perkawinan pasal 35 Undang-undang nomor l tahun !974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut "UU PERKA WINAN'') yang dinyatakan sebagai 

berikut: 

(I) Harta benda yang diperoleh selama peri<awinan menjadi barta benda bersama. 

ffl Pusat Pembinaan dan penge:mbangun Bahasa Departemen Pendidikan don Kebudayuan. 
Kamw Besar Bahasa indonesia. Cet.ke VU, (Jakarta: Bale.i Pu:stnka., 1995), hal. 342. 

!I HA Damanhurl HR. Segi....segi Hutum Perjan}ian Perkawianon Harta lkf'SOmQ, CeL 1, 
(Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 2.7. 

11:1: Sayuti Thalib, Hulwm Keke/uargoarr Jntionl!sia, Cet. V, {Jakarta: UI, Pres, 1986h hal. 89. 
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(2) Harta bawaan dari masing~masing suami dan istri dan hana benda yang 

diperoleh masing~masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah 

penguasaan mnsing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain. 

Adapun Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H.dalam bulrunya Hukum Harta 

Kekayaan menyatakan bahwa konsep harta bernama yang rnerupakan harta kekayaan 

dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, waiaupun kedua segi tinjauan 

itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi 

menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebalikaya tinjauan dari segi hukum 

menikitberntkan pada aturan hukum yang mengatur." Sedangkan menurut Drs. H. 

Abdul Manan,S.H., S.!P.,M.Hum. harta bersama adalah harta yang diperoleh selama 

ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.84 

Memperhatikan hebernpa pendapat para ahli di atas maka dapat disimputkan 

hahwa harta bersama adalah harla yang didapat/diperoleh selama perkawimm. Namun 

yang menjadi masalah adalah apakah semua harta yang didapatfdiperoleh selama 

perkawinan dinamakan sebagai harta bersama. 

Berdasarl<an pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta 

tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada peljanjian mengenai status harta 

tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, keeuaU harta yang didapat 

itu dlperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing~masing suami~istri yang 

dimiliki sebelum dilangsangkan perkawinan. 

2. Poggolongan Barta Bersama 

Jika dianalisa asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalarn 

empat sumber yaitu: 

l. Harta hibah dan ha:rta warisan yang diperoJeh sa.'Jah seorang dari suami atau 

istri. 

2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah. 

10 Abdul Kadi:r Muhammad., Huhmt Jlarta Kekayaan, (Bandung. PT. Citra Adltya. 1994), 
hal. 9. 

84 Abd1.1l Me.nan, "Beberapa Masalah tentang Harta Bersama'". Mimbar Hultum. (no. 33. taln.m 
vm. 1997,) hal 59. 
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3. Harta yang diperoleh pacta saar perkawinan atau karena perkawinan. 

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah 

seorang dari suami islri dan selain dari harta warisan. 

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat 

digolongkan dalarn dua goJongan ynitu barta bersama yang dimiliki dan dikuasai 

bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleb masing~masing 

dari suami dan istri.3s 

Keempat swnber haria yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan, 

dimana konsep barta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukwn 

yang keduanya ada hubungan satu sarna Jain. Tinjauan ekonomi menitik:beratkan pada 

nilai kegunaan sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang 

mengatur. 

Barta bersama yang dimiliki sUlU!li istri dari segi hukum diatur dalam Undang­

undang perkawinan nomor l lahun 1974 sebagai berikut; 

Pasal 35 UU PERKA WINAN 

"(1} Harta benda yang diperoleh se/ama perlrawinan menjadi haria benda 

bersama. 

(2) Harta bawaan d(Iri masing-masing .st«mJi dan istri dun barto benda 

yang diperoleh masing~masing sebagai hadiah otau warisan adalah 

dibawah penguasaan maring~mosing si penerima para pihak tidal: 

menentukan lain., 

Pasal 36 UU PERKA WINAN 

"'(1) Mengenoi harta bersama suomi istri dapat bertindak otas persetujuan 

lredua belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak 

sepermhnya unhlk melakukan perbuatan huhm mengenai haria 

bendanya, ., 

~5 Dr. Ismail Muhammad Syah., "Pencabarian Bersama Jstri Di Aceh Ditinjau Dati Sudut 
Undang-Undang Perkawirnm Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum lslern .. , (Disertasl dalam Ilmu Hukum, 
Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984), hal. 143. 
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Adapun dalam Kompllasi Hukum Is!am mengenai harta bersama diatur dalarn 

Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan 

pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersarna 

dalam perkawinan itu tidak: menutup kemungkinan adanya harta milik masing-rnasing 

suami atau istrL Sedangkan jenis--jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: 

(I) Harta bersruna sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat barupa banda 

berwujud atau tidak barwujud. 

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 

bangarak, dan surat-surat berharga. 

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 

(4) Harta bersama dapat dijadikan sehagai barang jaminan oleh salah satu pihak 

atas persetujuan pihak lainnya. 

Memperhatikan pasal-pasal tersehut di atas maka yang dianggap sebagai harta 

bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mernpunyai nilai ekonomi dan 

nilai hukum. yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mcngatur. 

Harta bersama dapat barupa benda berwujud yang melipud, benda bergarak dan tidak 

bergerak serta hat1a bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama 

dapat berupa banda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. 

Dalam literatur hnkem, "benda adalah tetiemahan dari istilah bahasa Belanda 

Zaak, barang adalah tetiemahan dari goog dan hak ada!ah !eQemahandari recht. 

Menurut pasal 499 KUHPER, Pengertian Benda meliputi barang dan hak. Bamng 

adalah banda berwujud sedangkan bak adalah benda 1ak berwujud. Peda benda 

meleket suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. 

Hak alas benda milik terse but hak milik yang disingkat dengan milik saja" .86 

3. Pengaturan Barta Bersa.ma dalam Peraturan Perundang-undangan 

Harta bersama diatur dalam UU PERKA WINAN pada Bab VII Horta Benda 

dalam Perl<awinan pada pasal 35, 36 dan 37. Sedangkan dalam Kompilasi Hokum 

Islam, masalah harta bersama yang berkaitm dengan petianjian perkawinan diatur 

dalam Bab VII tentang petianjian perkawinan dalam pasal35 sampai dengan pasal52, 

tt< Abdul Kadir Muhammad,. Op,Cit, haL 10. 
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sedang tentang harta bersamanya itu sendiri diatur dalam Bab XII tentang kekayaan 

dalam petkawinan dalam pasal 85 sarnpai pasal 97. Sepanjang tidak. diatur di dalam 

UU PERKA WIN AN dan Kompilasi Hukum Islam terutama menyangkut tentang 

perjanjian maka berlaku KUH Perdata. 

Pada Pasal66 UU PERKA WINAN dinyatakan sebagai berikut: 

"' Unluk perkawiru:m dan segala seSZJ(JtU yang berhubungan dengan 
perkawlnan berdasarkan Undong-undang In!, ntaka dengan berlakanya 
Undong-undang inl lretentuan-lretentuan yang diatur do/am Kltab Undong­
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonomi Perkawinan 
Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christine Indonesiers S. /993 No. 
74), Peraturan Perkawinan Campuran (Rege/ing op degemengdo Huwe/ijk 
S. /889 No. 158) don peraruran-peraturan lain yang mengatur lentang 
perkawlnan sejauh Ielah diatur do/am Undong-undang inl, dinyatakan tidak 
berlaku.n 

Bahwa dalom KUHPER dinyatakan, rnulai saat perkawinan dilangsungkan 

secarn hukum berlakulah kesaruan bulat antara barta kekayaan suarni istri. Persatuan 

itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu 

persetujuan antara suomi istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari 

ketentuan ltu. suami istri itu hams menempuh jaJan dengan peljanjian kawin yang 

diatur dalarn pasall39-l54 KUHPER. 

Perjanjian sebagaimana tersebut diatas harus di1aksanak1111 sebeJum 

perkawinan dilangsungkan dan dibuat dabun bentuk akta otentik di muka nntaris. 

Akta otentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan 

Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan rnasing-masing suami istri. 

Jika tidak ada peljanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, muka 

tetindi pembauran semua harta suami dan istri dan harta suami dan istri dianggap 

harta bersarna. Ber<lasarkan Pasal 29 ayat (I) UU PERKA WINAN maka peljanjian 

yang dibuat pada wakta atau sebelurn perkawinan dilangsungkan disahkan olen 

Pegawai Pencatat Perkawinan. 

Dabun Pasal 128-129 KUHPER dinyatakan bahwa apabila putus tali 

perkawinan antara suami istri) maka harta bersama itu dibagl dua antara sua.mi istri 

tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya 

diperoleh. PeJjanjian perkawlnan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berla.ku dalam 

kehidupan bermasyarak:at. 
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Menurut Pasal 35-37 UU PERKA WIN AN harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadl harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami istri 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau istri dapat bertindak untuk 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan 

kedua bclah pihak. Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk meJakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena 

perceraian. maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. 

Kemudian menurut pasal 36 ayat (2) UU PERKA WIN AN j•ncto pasal 94 ayat 

(2) Kornpilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak sepenuhnye untuk melakukan 

perbuatan hukurn terhadap barta prihadi masing-masing, Mereka hehas menentu!o>n 

harta tersebut tanpa campur tangan suami atau istri untuk menjuid, mengbibahkan 

atau mengagunkan. Tidak diperlukan hantuan hukum dari suami untuk melaku!o>n 

tindakan hukum terhadap harta prihedi masing-masing suami istri. Ketentuan ini dapat 

dilihat dalam pasal 86 Knmpilasi Hukum Islam dimana ditegaskan hehwa tidak ada 

percampuran ant».ra harta pribadi suami istri karena petkawinan. Baik harta istri 

rnaupun harta suami tetap mutlak menjadi hak istri dan hak suruni dikuasai penuh oleh 

masing-masing suami dan istri. 

Drs, Abdul Marum, S.H., S.IP., M.Hum. hependapat pembakwm istileh harta 

hersama sehegai tenninus hukum yang be!Wawasan nasional hem dilaksanakan pada 

tahun 1974 dengan ber!akunya Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Sehelum pemhakuan itu, terdapat herhagai macam istilah yang 

dipengaruhi oleh hukum adat seperti barang gowaan di 1awa Tengah, barang usahn di 

Betawi, barang sulur di Banten, haria tuha atau haria pusaka di Aceh, perimbit di 

Ngaju Dayak." 

Nilai-nilai hukum hem yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) UU 

PERKA WINAN kemudian dipertegas !agi dalam Kompilasi Hukum Islam Bah XIJ 

dimana dikemukukan bahwa harta hersama adalah harta yang diperoleh selarna ikatan 

perkawinan berlangsung tanpa mempersoallo>n terdaftar atas nama siapa. Horta 

hersama dapat berupa henda herwujud dan tidak herwujud. Yang berwujud dapat 

11 Abdul Manan, Op.Cil, bal. 59 
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meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak. dan surat-surat berharga sedangkan 

yang tidak benvujud dapat berupa hak dan kewajiban.33 

Pasal 35 ayat (2) UU PERKA WINAN membahas mengenai harta pribadi dari 

masing·masing suami dan istri. Berdasarkan pasal tersebut harta yang menjadi milik 

pribadi suami istri adalah: 

1. Harta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan; 

2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada 

perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan. 

Berdasarl<an pasal tersebut itu juga dinyatakan bahwa sepenjang suami istri tidak 

menentukan lain dalam peJjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilakaanakan maka 

penguasaan harta bemda dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri. Di luar 

kedua jenis harta diatas maka semua harta langsung menjedi harta ber.;ama dalarn 

perkawinan. 

Bahwa atas hal tersebut maka diketahui bahwa semua harta kekayaan yang 

diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta berSama, haik 

harta tersebut diperoieh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 

Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung 

edalah menjedi harta bersama, tidak menjadi masalah soal apakah istrl atau suami 

yang membeli, tidak menjadl masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat 

pembelian itu, dan juga tidak menjadi masa1ah atas nama siapa hartn itu didafta:rkan}19 

4. Pembagian Bagian Atas Ham Bersama 

Pada Pasal 37 UU PERKA WINAN dinyatakan bahwa apahila perkawinan 

putus karena perceraiill\. harta bersama diatur menurut bukumnya masing-masing. 

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya 

masing-masing" ialah hukam agama, bukum adat, dan hukum-hukum lainnya. 

Pembagian yang dimabud tersebut ialah apabila dalam perkawinan antara suami istri 

tidak djadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka 

pembagiannya adalah mengacu kepada peljanjian yang dibuat antara suamai dan istri. 

u HA Damanburi HR., Op.Cil, hat 3?. 

u lbJd 
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Namun timbul pertanyaan kapankah waktu harta bersama harus ditentukan 

pembagiannya. Berrlasar Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 juncto 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ("UU PERADILAN 

AGAMA") disebutkan sebagai berikut: 

"Permohonan sool penguasaan anak, nqfkah anak, nqfkah islrl, dan haria 
bersama suami istrl dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 
talak ataupun .sesudah ikrar talak diucapkan." 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 huruf c UU PERADILAN AGAMA 

disebutkan sebagai berikut~ 

""Selama berlangsungnya gugolan pereeraian. atas permolwnan penggugaJ. 
Pengodilan dapat : 

c, menenJuktm hal~hal yang perlu unluk menjamin terpelihartmya barang­
barang yang menjadi hak bersama suomi /slri arau barang-barang yang 
menjadi hak istrL" 

Kemudian berdasarkan Pasal 86 ayat (I) UU PERADILAN AGAMA 

disebutkan sebagai berikut: 

"Gugatan saal penguasaan anak, nqfkah anal<, nqfkah istri, dan haria 
bersama suomi lstri dapat diajukun berS(lma-sama dengan gugatan cerai 
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekzwum hukum tetap, " 

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

haria bersama dlbagi atau ditenlllkan pembagiannya jika telah terjadi percernian, 

dimana berdasar pasal-pasal tersebut pengajuannya dapat diajukan bersama-sama 

pada saat mengajukan permohonan cerai talak: maupun pada saat mengajukan gugatan 

cerai. 

Mengenai besaranya bagian masing-masing suami dan istri dari barta bersama 

yang diperoleh se!ama berurnah tangga diatur dalam Pasal 97 Kompi!asi Hukum 

Islam sebagai berikut: 

" Janda atau duda cera/ hidup masing~masing herhak seperdua dari haria 
hersama sepanjtmg tidak ditentukan lain dalam peYja'!j/rm perkawinan." 
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Jadi masing masing dari suami maupun istri berhak setengah atas harta bersama yang 

diperolehnya selma berumah tangga. Namun lain hal nya pengaturan mengenai bagian 

atas harta bersama apabiia salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia 

ataupun hilang, Jika salah seorang dari suami atau istri telah meninggal atau hilang 

maka pembagian atas barto bersama sebagaimana diatur pada Pasal 96 Kompilasi 

Hukum Islam sebagai berikut 

" (1) Apabila cera/ mali, maka separoh harta bersama merifadi hak pasangan 
yang hidup lebih lama, 

(2) Pembagian harta bersoma bagi seorang sutltTii aJau istri yang islri aiau 
suaminya hilang horus ditanggunhkan sampai odonaya kepostitm 
maiinya yang hakiki secara huhnn alas dasor putusan Pengadilan 
Agama.•• 
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ANALISIS KASUS PUl'USAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM 

N0.08/PD1'.G/PLW/I999/PN-LP 

A. KASUS POSISI 

Ny. Merry Roslila ("PEMBANT AH'~ mengajukan banlaban pada Pengadilan 

Negeri Lubuk Pal<arn yang terdaftar dengan No. 08/Pdt.G/Plw/1999/PN-LP yang pada 

intinya PEMBANTAH mengajukan keberatan atas ekselrusi atas sebidang tanah Hak 

Guna Bungunan No.421Pujimulyo seluas JG.078 m2 berikut bangunan yang didirikan 

diatasnya yang terletak di jalan Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang 

(''l"ANAH'~ yang merasa dimiliki oleh PEMBANTAH sebagai bonia bersama 

miliknya yang dimobonkan oleb PT Tatlee Buana Bank ("TERBANT AH f'). Ada pun 

kasus posisinya secra lebih rinci akan dijelaskan penulis dibawah ini. 

PEMBANT AH bersama suaminya, Surya Tanary ("TERBANT AH U'~ selama 

perkawinan memiliki harta barsama yang salah satunya ialah T ANAH. Namun 

PEMBANTAH mendalilknn dalam perkam ini bahwa tanpe persetujuan darinya 

TERBANTAH 11 telah menjaminkan TANAH yang merupakan barla bersama 

PEMBANTAH dengan TERBANTAH 11 pada TERBANTAH I sebagai jaminan 

t\osilitas kredit pinjaman TERBANTAH 11 kepada TERBANTAH I untuk keperluan 

bisnisnya. 

Kemudian olen TERBANTAH I, TANAH terwimt dibebankan Hak 

Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan No.IS61/l995 yang kemudian 

dibebankan lagi dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 55/l7/SunggaVI996 

tertanggal 4 Oktober 1996 dihadapan PPAT Uton Utomo. SH yang dilanjutkan 

dengan diterbilknn Sertipikat Hak Tanggungan peringkat kndua No. 294111996 

rertanggal 30 Oktnber 1996. 

Selanjutnya peda filktanya TERBANTAH 11 melakukan wanpreslaSi kepada 

TERBANTAH l dengan tidak mampu rnelulliiSi hutangaya berdasar perjanjian 

fasilitas kredit antara TERBANTAH ll dengan TERBANTAH I. Oleh knrenanya 

TERBANTAH I mengajukan permohonan ekseknsi alaS TANAH pada Pengadilan 

Negeri Lubuk Pal<arn yang ditindak lanjuti olen Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 

dengan dikeluarkannya penetapan eknekusi No.3l/PDT-EKSIHIP/l998/PN-LP junclo 
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Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 23 Desember 1998 atas scbidang tanah Hak 

Guna Banguoan No.421Pujimulyo seluas 10.078 m2 berikut bangunan yang didirikan 

diatasnya yang terletak di jalnn Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang yang tak 

lain adalab TANAH yang merupakan haria bersama PEMBANTAH dengan 

TERBANTAH U. 

Namun PEMBANTAH mendalilkan dalam perlwa ini babwa dirinya tidak 

pemah memberikan persetujuan untuk menjarninkan harta bersama miliknya yaitu 

T ANAH walaupun telab ditawarkan sural pe!Sutujuan oleh TERBANT AH I maupun 

TERBANT AH II untuk menjaminkan T ANAH tel1l<but. 

Kemudian terungk:ap fakta yang didalilkan oleh TERBANT AH ll dimana pada 

saat TERBANTAH U menerima fasilitas kredit pinjaman uang dari TERBANTAH I 

bahwa hubungan TERBANT AH II dengan istrinya yaitu PEMBANT AH sudab tidak 

hannonis dimana aniBni TERBANTAH II dengan PEMBANTAH sudah pisab meja 

dan tempat tidur, dan bahkan PEMBANT AH sudah meninggalkan tempat kadiaman 

be!Sama antara PEMBANT AH dengan TERBANT AH II pada Jalan Cirebon No. 42 

Medan dan PEMBANT AH telah menelap di Jakarta. 

Selanjulnya TERBANTAH II mengakui dalam jawabannya pada perkara ini 

bahwa TERBANTAH II telah berusaba membujuk PEMBANTAH memberikan 

persetujuan agar TANAH dapat diajadikanjaminan kepada TERBANTAH I naman 

selalu ditelak oleh PEMBANTAH. 

Berdasadkan salinan putusan perkara ini bahwa setelah Majelis Hakim 

menimbang berdasadkan surat-surat bakti yang diajukan olrb PEMBANTAH maupun 

TERBANTAH I, maka menurut pendapat Majeiis Hakim yang memeriksa perkara ini 

yang menjadi titik sengkela dalam perlwa ini adalah: 

L Apakah ada hubungan hukum atau keterkaitan antara PEMBANTAH dengan 

TERBANTAH II terhadap obyak perkara [f ANAH), 

2. Apakah ada atau tidak parsetujuan dari PEMBANTAH selaku isteri kepada 

TERBANT AH II untuk mengagunkan obyek Hak Tanggangan terse but 

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan Putusan lUltuk 

menoiak bantaban PEMBANTAH seeara seluruimya yang didasarkan atas 

partimbangan sebagai berikut: 

L Menimbang, bahwa TERBATAH II Ielah mendapat pinjaman kredit dari 

TERBANT AH I dengan menjaminkan haria bersama; 

2, Menimbang, bahwa PEMBANTAH telah memberikan persetujuan perihal 
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menjaminkan harta bersarna tersebut dengan melihat bukti-bukti surat yang 

diajukan oleh TERBANTAH !; 

3. Menimbang. bahwa TERBANTAH I dan PEMBANTAH ada dalam hubungan 

ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Akta Perkawinan yang diajukan oJeh 

PEMBANTAH sendiri; 

4. Menimbang. bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau 

suami dalam bal barta bersama yang disita, sudah barang rentu tidak dapat 

dibenarkan oleh !<arena harta barnama selalu merupakan jaminan untuk 

pembayamn hutang isteri atl!u suami yang terjadi dalam perkawinan, yang 

memang ditanggang bernama (Pedoman Pclaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan Buku II Mobkamah Agung Rl. Aprill994 hahnnan !54); 

S. Menimbang, bahwa harta bersama suami isteri dapat menjadi agunan terhadap 

hutang suami dengan seizin dan scpengetl!huan isteri (Putusan Mahmakah 

Agung Rl No. 1851 K/Pdl/1996, tanggal 23 Pebruari 1998 jo. Pasal 36 ayat I 

UUNo.l Tahun 1974 jo. Pasal121 Kitab Undang·nndang Hukum Perdala); 

6. Menimbang. bahwa berrlasarl<an pertiminmgan·pertimhnngan terscbut di ahta, 

maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat 

bahwa PEMBANTAH tidak dapat membuktikan dalil inmtl!hannya, oteh !<arena 

itu bantl!han PEMBANTAH harus dinyatl!kan ditolak, dan PEMBANTAH 

dinyatl!kan sehagai Pembantl!h yang tidak benar. 

B. ANALISIS HUKUM 

TERBANTAH I selaku pemegang Hak Tanggungan atas TANAH pada 

dasarnya mempunyai hak untuk hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan, yaitu 

TANAH, atas kekua.saan sendiri melalui peleJangan umum tanpa lanpa harus minta 

fiat dari Ketua Pengadilan Negari setempat sebagai pelaksanaan dari pamte eksckusi 

sebagaimana diatur pada Pasal6 UUHT sebagai berikut: 

"Apabila Debilar cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ata.s kekuasacm 
sendiri me/alui pelelangan umum serta mengambil peluntTSan piutangnya 
dari hasil pe,Yualan /ersebuJ, " 
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Jika didasarkan atas Pasal 6 UUHT maka pihak TERBANT AH I memiliki hak 

untuk melakukan penjualan sendiri langsung atas obyek Hak Tanggungan, yaitu 

TANAH, tanpa memerlukan fiat pengadilan (melakukan parate eksekusi) yang 

didapatnya atas dasar undang~undang. Namun jika ditUik lebih lanjut penjelasan dari 

Pasal 6 UUHT tersbut menimbulkan kontradiksi, karena dalam Penjelasan Pasal 6 

UUHT dlsebutkan bahwa hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri didapat didasarkan pada "janji" yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan 

bahwa apabUa debitor cidera janji. 

Adanya perhedaan makna terhadap lahlmya hak kreditor untuk menjual obyek 

Hak Tanggungan atas kekuasaan akan menyebahkan kabingungan bagi para praktisi 

hukum dan juga khususnya begi kreditor. M. lsnaeni menyatakan hahwa perangkat 

hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepa.stian 

hukum seperti yang diharapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri 

aturan perundang..undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti eitranya sendiri 

sudah tidak pemah past~ makn sulit sekali untok mengharapkan labimya kepastian 

hukum dari rahim aturnn seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagal salah satu sendi 

utama dari aturan perundangan disamping aapek keadilan, memiliki knitan erat 

dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan peJaku ekonomi yang 

seringkali menggunakanjasa huknm dalam pelbagai transaksinya.00 

Namun kerancuan tersebut diatas menurut penulis dapat teJjawab jika melihat pada 

butir k ... !49 juncto butir ke-159 Lampiran Undang-Undang No, 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan dinyatokan sebagai berikut 

~ 149.Penjelasan ber/ungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan 
penmdang-undongan alas narma tertentu da/am batang tubuh. 0/eh 
karena itu. pef!ielasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut 
dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, 
pe'!./elasan sebagai sarana untuk memperje/as norma dalam batang 
tuhuh tidak boleh mengakibatktm terjadinya ketidakjelasan norma. 

159. Dalam menyusun penjelasan Paso/ deml Paso/ haros diperhatikan ngar 
rumusannya: 
b.tidak bertentangan dengan 1'/Ulteri pokok yang diatur dalam batang 

tubuh;" 

sv M. bnaeni, Op.Cil. hal. 34, 

Universitas Indonesia 

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH UI, 2009



60 

Maka dikaitkan dengan kontradiks.i Pasa.l 6 UUHT dengan penjelasannya, 

maka Penjelasan dari Pasal 6 UUHT tidak dapat dijadikan sandaran bagi materi pokok 

yang diatur dalam batang tubuh yang adalah Pasal 6 UUHT. Penjelasan suatu norma 

tidak boleh bertentangan dengan isi (substansi) normanya. dan Penjelasan darl nonna 

rersebut tidak mengikat,. k.arena Penjelasan suatu norma bukanlah suatu norma. 

Sebubungan Penjelasan Pasal 6 UUHT bukllnnya norma manakala terjadi sengketa, 

maka kedudukan Penjelasan Pasal 6 UUHT tersebut tidak mempunyai kekuatan 

berlaku mengikat. Sehingga dengan mendasarkan alasan tersebut. jelas hak kreditor 

pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan adalab 

atas dasar undang-undang, bukan alaS dasar diperjanjikan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa TERBANT AH I jelas memiliki bak untuk 

melaksanakan penjualan langanng atas obyek sengketa yaitu TANAH melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut 

dimana baknya tersebut didapatnya berdasatkan undang-undang sebagaimana diatur 

pada Pasal 6 UUHT. 

Namun pada praktiknya sebagian diantara Kantor l.elang Negara (KP2LN) 

selaku pelaksana penjualan lelang objek Hak Tanggungan pemah memiliki perbedaan 

pendapat dalam pelakseanan penjualan lelang objek Hak Tanggungan alas dasar Pasal 

6 UUHT. Seperti pada Kan!<>r Pelayanan Piutang dan l.elang Negara (KP2LN) 

Jakarta II pemah menyatakan bahwa pelaksanaan parate eksekusi horus didahului fiat 

Ketua Pengadilan Negeri dengan a1asan mengacu pada Penjelasan Pasal 14 ayat (2) 

dan {3) UUHT.91 Dimana pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT dijelaskan tujuan dari 

pencantuman irab-irah kala "DEMI KEAOILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA" pada Serlipikat Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut:: 

"lrah-irah yang dicantum/imi pada Sertipikal Hak Tanggungan dan dalam 
ketenlunan pada ayat ini, dimakrudkon untuk menegaskan adanya kekuatan 
eksekulorlal pada Senipilcat Hak Tanggungan, sehingga apabi/a deb/tor 
cidem jariji, siap un.tuk dieksekusi seperli ha/nya putusan pengadilan yang 
herkekuatan hukum tetap, melalt~.i tata cara dan dengan menggunakan 
lemhaga parate exeCWie sesutn" dengan peratutan Hukum Acara Perdata," 

91 Hasil wawancara Herownti PoesGkn dengan BapakN, Ek:olaksito, S.H., Kepala Pelayamm 
Lelang. Kepala Pdayanan Plutang Dan lelang Negara Jakarta li, sebegaimana dilrutip dati Herowati 
Poesoko, Op.CII, hal. 303-304. 
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Berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas mnka memberikan pemahaman bahwa 

eksekusi Hak Tanggungan dilakukan mela\ui tata cara dan dengan menggunakan 

tembaga parate e-ksekusi sesuai dengan pengaturan pada Hukum Acara Perda.ta, yaitu 

dalam hal ini pengaturannya pada Hukum Acara Perdata diatur pada Pasal 224 HJR 

Pasa1224 HlR pada intinya mengatur mengenai prosedur eksekusi suatu jaminan yang 

barus melalul ijin dan atas perintah Ketua PengadiJan Negeri 

Akan tetapi mengenai hal tersebut J. Satrio herpendapat bahwa prosedur 

eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT yaitu kreditor pertama 

pemegang Hak Tanggongan cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan 

pelelangan kepada kant<>r lelang negara. Hak kreditor untuk menjual obyek Hak 

Tanggangan atas kekuasoan sendlri didepan umum sudah diberikan oleh undeng· 

undang sendiri kepada kreditor pemegang Hak Tanggangan pertama. Kewenangan itu 

tidak diperoleh dari pemberi Hak Tanggangan tapi sudah dengan sendirinya ada 

padanya atas desar undang-undang sendiri memberikan kepadanya." 

Pada asasnya setiap permlntaan penjualan lelang yang melalui perantaraan 

Kentor Lelang tidak boleh ditolak oleh jurulpejabat lelang, sepanjang permintaan 

masih melipud daerah hukum Kentor Lelang yang bersangkutan.93 Dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan parate eksekusi atas Hak Tanggangan berdasar 

Pl!sal 6 UUHT maks sebenamya p<;jahat lelang tidak dapat menolak permohonan 

lelang atas Hak Tanggangan dengan dasar memerlakan fiat eksekusi peogadilan 

terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan Sural lldaran Badan Urusan Piutang Dan 

Lelang Negara No. SE"21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelakanaan Pasal6 UUHT yang 

berbunyi sebagai berikut: 

" ... Penjua/an tersebut bukan secara paksa. tetapi meropa.kan tindakon 
pelaksanaan perjanjicm oleh pihak-pihak Oleh karena iiU tidak perlu ragu­
ragu lagi melayanl pennlnlaan /e/ang dari pihak perbanlran atas Ohjek Hak 
Tanggungan herdasar/ran Paso/ 6 Umiang-Undang Hok Tanggungan. » 

Berdasar uraian tersebut diatas ma.ka dapat disimpulkan bahwa sebenamya pihak. 

TERBANTAH I selaku kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi peojualllll 

TANAH melalui peleiangan umum tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Ketua 

91 J. Satrio, Hukum Perilwkm. Peri/cal an Yang Lahir Dari Per)lllfiian. {Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 200 1), bal. 210. 

93 M. Yahya lfara.hap, Ruang Lingkup PermasQ/ahan Eksehtsl Bidong Perdafp, (Jukwto: PT 
Gmmedia. 1989), hal. 113. 
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Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlebih dahulu, dikarenakan pihak debitor ya.itu 

TERBANTAH II telah melakukan ciderajanji (wanprestasi) atas fasilitas kredit yang 

diterirnanya dari TERBANTAH I dengan tidak meluna.si hutangnya kepada 

TERBANTAHL 

Seianjutnya penulis hendak menganalisis apakah obyek sengketa daJam 

perkarn No. 08/Pdt.G/Piw/1999/PN-LP yaitu sebidang tanab Hak Guna Bangunan 

No.42/Pujimulyo seluas !O.Q78 m2 berikut bangunan yang didirikan diatasnya yang 

terletak di jalan Sukabumi Lama, Kabupaten Deli Serdang merupakan harta bersama 

antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II. 

Pengaruran tentang Harta Bersama dalam KUHPER diatur peda Buka Ke Satu 

Bab Ke Enam, dimsna pada Pasal 119 KUHPER disebutkan bahwa mulai saat 

perkawinan dilangsungkan, derni hukum berlakulab persatuan bulat antara barta 

kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjion kawin tidak 

diadakan ketentuan lain. 

Selanjutnya dalam KUHPER ditegaskan pada Pasal 124 sebagai berikut: 

"Suomi sendiri harus mengurus hana kelcayaan persatuan. 

!a diperbolehkan menjuaf. memindahlcmgankan, dan membebaninya lanpa 
campur tangan .si isrri, kecuaii dJaam halterctmtun dalam ayat ke tiga paso/ 
140." 

Kernudian Pasal 126 KUHPER mengatur mengenai alasan-alasan persatuan harta 

antara suami istri tersehut menjadi bubar, yaitu karen a alasan sebagai berikut: 

a, Karena kematian suami atau isterl; 

b. Karena dilangsungl<annya perkawinan baru oleh isteri atas izin hakim, setelah 

adanya keadaan tak hadir suami; 

c, Ka.rena perceraian; 

d, Karena perpisahan tentang meja atau tempat tidur; 

e. Karena perpisaban harta benda. 

Jadi dapat disimpulkan babwa jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata maka pihak TERBANTAH II selaku suami dari PEMBANTAH mempunyai 

hak untuk membebani TANAH, yang merupakan harta bersama anlar TERBANT AH 

n dengan PEMBANT AH. dengan Hak Tanggungan tanpa memerlukan persetujuan 

dati PEMBANTAH selama da!am perjanjian perkawinan tidak diatur sebaliknya. 
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Namun dengan berlakunya UU No.I tahun 1974 tentang Perkawinan maka 

ketentuan~ketentuan di dalam Kitab Undang~Undang Hukum Perdata mengenai harta 

perkawinan diatas menjadi tidak beriaku Jagi. Hal ini sejalan dengan Pasal 66 UU 

PERKA WrNAN yang menyatakan sebagai berikut 

" Umuk perkawincm dan segala sesua/U yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarlcan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya 
Undang-undang ini lretentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang­
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonami Perlwwinan 
Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonanrie Christine Indoneslers S. 1993 No. 
74), Peraturan Perlwwinan Campuron (:&geling op degemengde Huwe/ijk 
S. 1889 No. 158) den peraturan-pera1Uran lain yang mengatur tentong 
per"-inan sejauh Ielah diatur daiam Urulang-undeng ini, di"J''lakun tldek 
ber/aku,~'~ 

Dalam UU PERKA WINAN pengertian dari harta bersoma dapat ditemdean 

pada Pasal 35 ayat (I) UU PERKA WINAN yang berbunyi sebagei berikut 

"Horta benda yang diperoleh selama perkawintm menjadi haria benda 

bersama. " 

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) UU PERKA WINAN diatur lebih lanjut 

dengan apa yang dimaksud dengan harta pribadi masing-masing suami ataupun istri 

yaitu sebagai berikut: 

"Harta bawaan dcrri masing-masing suami dan istri dan haria benda yang 

diperoleh masing-maslng sebagai hadiah aJau warisan adalah dibawah 

penguasaan masing-masing si penllrima para pihak tidak menentukan lain.~~ 

Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal ter.;ebut diatas maka dapat 

diketahui harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah: 

l. Horta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan; 

2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada 

perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan. 

Berdasarkan pasal tersebut itu juga diketahui bahwa sepanjang suami istri tidak 

menentukan Jain dalam perjanjian perkawin8Jl sebelum akad nibh dtlaksanakan maka 

penguasaan harta berada dibawah penguasaan masing..masing suami dan istrL Di luar 
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kedua jenis harta diataoS maka semua. harta langsu11g menjadi harta bers.ama dalam 

perkawinan. 

Bahwa dalam dalil TERBANTAH ll pada perkam ini, TERBANTAH II 

mengakui baltwa pada saat TERBANT AH U menerima fasilitas kredit pinjaman uang 

dari TERBANTAH I bahwa hubungan TERBANTAH II dengan istrinya yaitu 

PEMBANT AH sudah tidak hannonis dimana antam TERBANT AH II dengan 

PEMBANTAH sudah pisah meja dan tempat tidur, dan bahkan PEMBANTAH sudah 

meninggalkan tern pat kediaman bersama antara PEMBANT AH dengan 

TERBANTAH ll pada Jalan Cirebnn No. 42 Medan dan PEMBANTAH telah 

menetap di Jakarta. 

Berdasarlum analisis dari penulis, panulis melibat dengan adanya Akta 

Perkawinan No. 43611979 antam TERBANTAH II dengan PEMBANTAH yang 

dkeluarkan oleb Pegawai Catalan Sipil di Medan tertanggal 26 Juli 1979 maka se!ama 

belum eda pet<eraian antara TERBANTAH 11 dengan PEMBANTAH maka diantara 

keduanya masih dalam hubungan perkawinan yang sah. 

Maka dapat disimpulkan berdasar umian diatas bahwa sebidang tanah Hak 

Guna Banganan No.421Pujimulyo seluas 10,078 m2 berikot banganan yang didirikan 

diatasnya yang terletak di jalan Sakabwni Lama, Kabupaten Deli Serdang merupakan 

harta bersama antam PEMBANTAH dengan TERBANTAH [[ karena tanah tersebut 

merupakan harta yang didapat oleh TERBANTAH II bersama PEMBANTAH selama 

dalam masa ikotan perlcawinan diantara keduanya. Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat HA Demanhuri HR dalam bukonya Segi-Segi Hokum Perjaqj ian 

Perkowinan Harta Bersama yang menyatakan bahwa harta yang dibeli selama ikatan 

perkawinan ber!angsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi masalah soa! 

apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami 

mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa 

barta itu didaftarkan.94 

Selanjutnya penulis mencoba menganalisis apaka.h proses pembebanan Hak 

Tanggungan atas TANAH yang rnerupakan Harta Bersama Ielah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 36 UU PERKA WIN AN 

dinyatakan sebagai berikut: 

94 HA Damanhwi HR. Op.Cil, hal. 37 
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''(1) Mengenai Jrarta bersama suomi islri dapat hertindak alas persetujuan 

kedua belah pihal< 

(2) Mengenai harta hawaan masing~masing suomi dan istri mempunyai hak 

sepenuhnya untuk me/akukan perbuatan hukum mengenai harta 

bendanya. " 

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.42/Pujimulyo seluas 10.073 m2 

berilrut bangunan yang didirikan diatasnya yang terletak di jalan Sukabumi Lama, 

Kabupaten Deli Serdang yang menjadi obyek sengketa telah diketabui adnlah Harta 

Bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II, oleh sebab itu maka 

TERBANTAH II sebelum menjaminkan TANAH tersebut kepada TERBANTAH I 

wajib meminta pmetujuan terlebih dahulu kepada PEMBANT AH selalru istri 

sebegaiman diatur pada Pasal36 ayat (I) UU PERKA WINAN. 

Bahwa PEMBANT AH mendalilkan dnlam jawabannya dnlam perkllra ini 

bahwa dirinya tidak pemah memberikan persetujuan agar TANAH yang merupakan 

harta ber.;ama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II dapat dijadikan 

jaminan dari fusititas kredit yang diterima oleh TERBANTAH II dari TERBANTAH 

I. Dalil PEMBANTAH pun diperlruat dengan pemyataan dari TERBANTAH II 

selalru suami dari PEMBANT AH yang menyatakan dalam persidangan bahwa 

TERBANTAH II telah berkllli-keli meminta kepada PEMBANTAH agar 

menandatangani persetujuan istri yang telah dipersiapkan oleh TERBANTAH I, 

namun bal ini selalu saja ditolak oleh PEMBANT AH. 

Namun bal tersebut diatas dibantab dengan tegas oleh TERBANTAH I. 

TERBANTAH I mendalilkan bahwa pibak PEMBANTAH telah memberikan 

pen;etujuannya agar T ANAH dijadikan jaminan atas fusilitas keedit yang diterima 

oleh TERBANTAH II dari TERBANTAH I. Hal ini terhukti dengan adanya Spowe 

Approval tertanggal 29 September 1995 yang telah diberi materal dan juga teljemahan 

dari surat persetujuan istri (spouse approval) dengan tanggal yang sama. Hal ini 

rnembuktikan bahwa pihak PEMBANT AH telah menyatakan pernetujuannya agar 

TANAH dapat dijadikan jaminan atas fusilitas jaminan atas fasilitas kredit yang 

diterima oleh TERBANT AH II dari TERBANTAH I. 

Dengan adanya persetujuan dari PEMBANTAH selalru istri dari 

TERBANTAH II untuk menjadikan TANAH yang merupakan Harta Sersama 

kaduanya untuk dijadikan jaminan atas fasilitas keedit yang diterima oleh 
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TERBANTAH ll dari TERBANTAH I maka terpatahkan semua dalil-dalil dari 

PEMBANTAH dalam kasus ini. Hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi pada 

putusan Mahkamah Agung No. 1851/K/Pdt/1996 tertanggul 23 Februari 1998 yang 

pada intinya menyatakan bahwa harta berswna antara suami dan Jstri dapat menjadi 

agunanljaminan terbadap hutang su.ami dengan seizin dan sepengatahwm istri. Selain 

dari itu pada Pasal 26 ayat (1) UU PERKAWfNAN pun telah menyatakan bahwa 

mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 

pihak. Selain dari hal-hal ternebut, adanya persetujuan dari sang istri (PEMBANT All) 

juga dapat dibuktikan kamna hal ini tercatat juga dalam Sural Kuasa Memasang 

Hipotik No. 36 tangggal 5 Oktober 1995 dihadapan Notaris Yenty Sulaiman Sihotang. 

Melihat pada hal tetsebut maka menurut penulis da1am pembuatan sutat 

persetujuan suami atau isteri tersebut akan lebib baik jika dibuat dibadapan pejabat 

yang berwenang dan disaksikan oleh para saksi, sebingga kuat menurut hukum 

pernbuktian serta mengunmgi risiko dan harta bersarna suami isteri dapat dilelang, 

walaupun barang tersebut tereatat atas nama suami atau isteri saja. Hal ini sesuai 

dengan asas bahwa periawanan pada asasnya tidak rnenanggahkan eksekusi (lelang), 

sebagaimana tercantum dalam pasal 195 HIR. Don juga akan lebih baik jika dalam 

mengadakan peljanjlan kredit atau dalam pembua!lln APHT wajib dibadirkannya 

saksi-saksi dan juga pihak isteri atau suaml badir keduanya dihadapan PPAT, bal ini 

diperlukan untuk menjaga agar di kemudian hari tidak teljadi permasalahan di dalam 

rnelaksanakan eksekusi apabila pihak debitur tldak mampu melunasi hutangnya. 

Namun baik ada atapun tidak adanya persetujuan dari istri (dalam kasus ini 

adalah PEMBANTAH) atas harta bersama untuk yang dijadikan jarninan dan telah 

disita jika dilihat pada Halarnan 154 Pedornan Pelaksanaan Tugas Adrninislrosi 

Pengadilan Buku 11 Mehkameh Agung R1 menyatakan sebagui berikut: 

.. Perlawanan pihak la!Jiga yang diqjukan oleh istri atau suami, dolam hal 
harta bersamo yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarlwn oleh 
karena haria bersama selalu merupakan jaminan un/tJk pembayaran hutang 
istri atau suami yang lel]'adi dalam perkawioon yang memang horus 
ditanggung bersama." 
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A. KESIMPULAN 

Berdasarkan bal-bal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumn)'ll, maka 

dapat ditarik kesimpulan saba gal berikut: 

]. 

2. 

Penernpan Parnte Eksekusi atau kewenangan menjual objek Hak 

Tanggungan alas kekuasaan sendiri oleh pemegang objek Hak Tanggungbn 

didapat dari Pasal 6 UUHT. Berdasar Pasal 6 UUHT kewenangan tersebut 

diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan meskipun tidak 

terdapatjanji yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Hal ini 

a eontrario dangan Penjelasan Pasal 6 UUHT yang memberikan pemahaman 

bahwa hak kreditor untuk menjual obyak Hak Tanggungan alas kekuasaan 

sendiri didasarkan pada sebuahjanji. Namun butir ke-149 juncto butir ke-159 

Lampiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan telah menyatukan bahwa pada intinya 

penjelasan Pasal demi Pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertenlrulgan dengan materi pokok yang diatur dalam balrulg tubuh, sehingga 

dapat disimpulkan jelas hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama 

untuk menjual obyek Hak Tanggungan adelah atas dasar undang-undang, 

bukan atas dasar diperjanjikan sebagaimana diatur pada Pasal6 UUHT. 

Oleh sebab itu mengingut lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan 

Pasal 6 UUHT tergolong lelang sukarela yang tidak memedukan persetujnan 

debitor, oleh karenanya kreditor mempunyai kewenangan sepenuhnya dalarn 

pelaksanaan eksekusi lelangny~ dimana kreditor dapat menunjuk ataupun 

minta bantuan KP2LN untuk rnelaksanakan lelang objek Hak Tanggungun 

terse but. 

Pihak TBRBANT AH I sebenamya memiliki hak atas kekuasaan 

sendiri untuk me1akukan penjualan atas obyek Hak Tanggungan, yaitu 

TANAH, melalui pelelangun umum tanpa memerlukan fiat pengudilan dirnana 
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haknya tersebut dldapatnya berdasarkan undang-undang yang sebagaimana 

diatur pada Pasal 6 UUHT. 

Selanjutnya diketahui pula dikarenakan TANAH merupakan harta 

yang didapat oleh TERBANTAH ll bersama PEMBANT AH selarna dalam 

masa ikatan perkawinan diantara keduanya maka TANAH merupakan harta 

bersama antara PEMBANTAH dengan TERBANTAH II. Hal inijuga sejalan 

dengan pendapat HA Damanhuri HR dalarn bulrunya Segi-Segi Hukum 

Perjanjian Perkawinan Harte Bersama yang menyatakan bahwa harta yang 

dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung edalah menjadi harta bersama, 

tidak menjadi masalah soal apakah istrl atau suami yang membel~ tidak 

menjadi masalah apakuh istri a!au suami rnenge!ahui pada saat pembelian itu, 

dan juga tidak rnenjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan Oleh 

sebab itu sebagaimana diatur dalarn UU PERKA WlNAN maka 

TERBANT AH II sebelum menjaminkan T ANAH terse but kepada 

TERBANT AH I wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada 

PEMBANT AH selulru is1ri. Hal ini Ielah terbukti dalam pemidangan dengan 

adanya Spouse Approval tertanggal 29 September 1995 membuktikan bahwa 

PEMBANTAH Ielah menyatakan persetujuannya agar TANAH dapat 

dijadikan jaminan atas fasilitas jaminan atas fasilitas ktedit yang diterima oleh 

TERBANTAH ll dati TERBANTAH I. 

Maka berdasar analisis penulis Pengadilan Negeri Lubuk Pakarn telall 

tepat memutuskan menolak banlahan dari PEMBANTAH dan menyatakan 

bahwa PEMBANTAH edalah pembanlah yang tidak benar dan karenanya 

dihukum untuk membayar ongkos perkara. Putusan Pengadilan Negari Lubuk 

Pakarn ini edalah erektifitas dari adanya pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan, karena adanya Akta Pemberian Hak Tanggung1111 y1111g dibuat 

oleh PPAT maka dapat diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor 

Pertanahan dan sertipikat tersebut merupnkan bukti kuat atas adanya 

pemasangan Hak Tanggungan atas harta bersama TERBANT AH n dengan 

PEMBANT AH tersebut. 
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B. SARAN 

M. lsnaeni menyatakan bahwa jikaiau dalam diri aturan perundang~undangan 

itu tidak dialid arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, 

maka sulit sekali untuk mengharapkan lahimya kepastian hukum dari rahim aturan 

seperti itu. Padahal kepastian hulrum sebagai salah satu sendi utarna dari aturan 

perundangan disamping aspek keadil~ memiliki kaitan erat dengan soa~ efisiensi 

yang selalu dijadikan aCUilll oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali 

menggunakan jasa hakum dalam berbagai transaksinya." 

SehubWtgan dengan hal diatas berdasarkan penu!iSilll ilmiah tesis ini maka 

telah diketahui adanya pengaturan yang rancu pada antara Pasal 6 UU!IT dengan 

penjelasannya yang dapat menimbulla!n silang pendapat yang berkepenjangan. Hal ini 

sejalan dengan pendapet dari Herowati Poesoko yang menyatakan hahwa teljadi 

inkonsisten dalam pengaturannya Pasal 6 UUHT. Maka saran penulis ialah hal ini 

harus scgera diatasi, dimana salah satunya ialah dengan jalan dibwrt suatu peraturan 

pelakSillla yang mengatur deagan jelas mengenai prosedur pelakSilllaan dari Pasal 6 

UUHT perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak 

Tanggungan melalui pelelangan umum yang dapal berupa Sural lldaran Mahkamah 

Agung (SEMA) atau fatwa MA yang berisi anjur.m kepada Ketua Pengadilan Negeri 

hahwa tidak diperlekan adanya fiat eksekusi hagi pemohon lelang eksekusi Hak 

Tanggungan. Kemudian diperlakan adanya sosialisasi umum bagi KP2LN perihal 

eksistensi Sural Edaran No. SE-21/PN/1998 yang pada intinya menyatakan bahwa 

KP2LN tidak dapat menolak permohonan lelang atas objek Hak Tanggungau berdasar 

Pesal 6 UU!IT sehingga dapal mencerminkan kepastian hukum bagi para pihak 

khususnya hak kseditor. 

Saran penulis selanjutnya ialah daJam pembu.at.an surnt persetujuan suami atau 

istri tersebul akan lebih baik jika dibual dihadapan pejahat yaeg berwenang dan 

disaksikan oleh para saksi, sehingga kuat menurut hukum pembuktian serta 

mengurangi risiko dan harta bersama suami istri dapat dilelang. walaupun banmg 

tersebut tercatat atas nama suami atau istri saja. Hal ini sesuai dengan asas bahwa 

perlawanan pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi {lelang). sehagaimana 

95 M. Isnaeni, "'Hak Tanggungan sebagai Lcmba.ga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum 
indonesia"", Jurnal Hukum Ekmwmi,{Edisi V, Agustus 1996}, hal. 34, 

Universitas Indonesia 
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ten:antum dalam pasal 195 H!R. Dan juga akan lebih baik jika dalam mengadakan 

perjanjian kredit atau dalam pembuatan APIIT wajib dihadirkannya saksi-saksi dan 

juga pihak istri atau suami hadir keduanya dihadapan PPAT. hal ini diperlukan untuk 

menjaga agar di kemudian hari tidak. terjadi permasalahan didalam melaksanakan 

eksekusi apabila pihak: debitur tidak mampu metunasi hutangnya. 

Univarsitaa Indonesia 
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-PU'EUSAt•·· 

PEUGADILAH llr!GEHI LUBUK PAKM1 yong mcmeriksn dan­

tlEmgadi1i perk:ara-perkera pordnto pt!da tingka't pertama , 

telah m&njatuhkan putusnn sabegui bGrikut dalam perkora-

antaro : -----------------------------------------------

NYONYA MERRY 1l:03LITA, dulu·· borelomat di Ja-­

l.an Cirebon No. 40/42, RT. 17 ltW. 07-

Kolurohon Pasar Da:-u. Hedan, don seka-

~ ran~ bertcmpet tincBal di Jolorr Muara 

Karang Dlok P-8 s·elatan No .. 2, RT.006 

RW,012~ Kclurahan PJ.uit$ Kccar.~atun -

Pnnjorln!)ni'l, J"akort'o Uto:ror Dolam hol. 

ini mer:tberi lruoso kcpnd:;; : _;..._:... ___ _ 

1~ SJAH~IAL LITOTO, Gtl; -------------

2 .. EVf!., SY/IH::?:IALi: S::t;--------------:---

3 .. E n w A u , sH i ---~-----·---------­

~~ SAFRIZAL, SH;----------------~----

5 .. AlOfNAD ;anti. GII;---------------­

Advokat dan I>enj3'vcorn dari Kontor --­

Advokvt & l~ngocq-rn Don Ler.tbne;n Bunt).! 

an llul:.wn " SJJ\U:UAL LI'.relrO, S!I &. 1\.SSQ 

CIATES t berkant'or di Ja:lun K.eli Bess:r 

&rat ~To. 6, Joknrta llarat; Berdnaar­

kan Surot KW'lo:a 1\llusus tertnnc;~sl --­

;~H Donumacr 19~1; ::;ol:mjutn.yn diocbutr 

r) '" ·-~ n A I' T • II ·----------------~ ___;: , ,U 1\ ' H 1 
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----------..:.- ,L"--__,A,_.-.!!W-~A~...-J;U ~ -~----------------

1. Pl!. TATLEE DUANA lWlK (d/h/ DllS BUAtlA TATLEE­

BAHK), sleme't Jalan Gajo.h Hada No~ 11't.---­

Jakartu Pusutj Selsnjut~~a disebut oeba-­

goi ; --T E R n A ti-'P (\ H - I;----

2. SURYA TANAUY, bertemp<:'lt tinc;S"ol di Jelon Oi;:.£_ 

b~n No. 42/8} KelurahDh P~~nr Ba~u ~~dan; 

Selenjutnyn di~ebut sebag~i : -----------
------------ T E R D A 11.2 A H - II;;---

:;.. !"T'~ SUiftA liJIDALAS JA'"i.'!, almnat Jolan. Sulcabumi. 

Lema DeSa Pujimulyo, ~c~motnn Sun~cn1 -­

Knbupaten Doli So.rdaug,. Sumatera U-tara;--

Sel::mjutll$6 disebut sebez;ai ~ 

> ---------- T E H D A H T A H - III;-----

F.£IiGhDILA.H :fEGElli TE«.SEBUT;- ---------------

Setelah memOaco bcTka3 perkara;----------~ 

Setel,n mendonr.;ar k;odu;J. b~lah pihnk yane; ---

berperkoreJ---------·-------~---------------------------

--------------
1,1;lt:1*2Ai10 DUPUY.trf A PEi! KM~A i --------------

Menimbanr;, boht-la :Pembontnh dene~n surnt b:mtoht~u­

cya tert&nGga1 25 Jomtori 1999, Yfln(l; ditcrlm.n drm terdn,! 

tor Ui K-.!pt.:!i!ite!::rMm Pcnt7S.dilon l~o:-;c:t.•i Lubuit Pokem denr;nn 

Nomor : 08/Pdt.G/i'lw/·1999/PH-L.P. 1 t~Jloh men(jojukan bt'ln-­

t:C~hnn ttH:hudl)i) '!'llrhnnLnh-'i'(•J.'IliiiiLJ~h :·nho1::~i br:rikUt : r--
•. ~1HilHH ~11•'\ fli'HI • ~ •. ~ •• • • 
·~·-- -·-· ------------. 

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH UI, 2009



- 3 ·-

. 
Terbantah II 1 ~3ka telah didapat hartn bersama da1am ---

J.;erkawinan sntoro lein t!~">idang tnnah Sartif!kot Hok Gu­

no Banr;unan Uo .. 42/Pujimulyo s<'ilu<?s '10.0?8 m2 berik:ut -­

bongunan yons didirikon diatvanya oe·l;e!;!pat dikenal dan·­

terletak didalnn SuknbUQi Lamo, Kabupaten Deli Sordans;-

-bahwa tanpe persotuju&n te~tulis dari Pembon~~h -

lilaka .av.ami Pt:!ntbentab ;ynkni 'l'erbantoh li untulc ke'perluan­

usaha bisnicnya toleh meminjam uan~ kepada Terbantah I -

Pada bulan Oktob-e::::' 1995, ;yane; manu nntilrn lain. tel.ah di­

. ~ooia~dn harta bersaQS tersebut diatros, Yekni Serti!ikat 

Hsk Gu.."13 Bangunon Uo .. 42/Pujinulyo Soluoo 10 .. 0?8 M2 --­

berikc.t bangunon ynne; didiriltan diAtannya yan6 to't'letok­

di;Jalall Sukobutai Lnmat Kabupnten DG\li Serdan~;----------

-!w~\Ja ko::~udian olch 11crbantah II atas horto ber-­

i'Jama ter::oebut diatas t'cleh dib~ri kuasu: untuk lllet:laSol\6 -

tlipotik kepado Tel.'b;.mt;ch I yang dibuat dihedapon Notnris 

Ytu~ty Suloimon fiitlotom;, ZlL Ho • .:•6 tnnGr;sl 5 Cktober -

1995, yang roann discbutk~n seol~h-oloh ~e~banteh II ta-­

loh mendnp~~ persetujuon tQrtuli?. eari Pembantah pads --
.. . . ' 
ttlns:sal 29 Sel)t.orabe:r 1995 unt:uk m~lakuka:n tindakan huk:um 

te-r:sc but din tun ; -.....---------------- ------...::.... •. :-------.-----

-hehwo ke~udion olP.h ~crbantah I at3S barto bGrs~-, . 
lM terscbut diate!'.l tel:::;h dibuat Aktn Hipotik No .. 618/ --

4040/Illl?/SGL/1995 tangeol. 10 Nopembcr. 1995 yon~ dibuet -

oleh PPI\.T 1\dOl.£ G'itompul. SH dan k~:nudi!ln d:iterbitknn -­

Sertifikot Hi',lO'tik Pcrt:lmn No~ 1551/'1995 ton~e;ol. 5 :O.ose!_ 

bor '" 19"" 'if"'------------------·----·------·------------- ------

I 
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-bohwo !:elnn,ju'l;n:yo olch Tcr:buntob 1 nt:.,s horto 

b-ar1;al.!la tcraebut d.iotos dibuat l.nr;i J\kta Pember.ian H ek­

'l.la.n(){;lm~tm No. 5;-i/1'7/Sunlmal/1996 tong~el 4 Oktober 1996 
. . .. 

dihadayon PPAT Uton Utoruo, SH dan kemu~ian diterbitkan _ 

pula Sert;i!ikat flak 1.'an{5:gungan Perinl!;kat tedua No .. 2941/ 

1996 tertanggal 30 Oktober 1996;------------------------

::.~..:..;·:-... ·\, -bshwo J:crnudinu oloh karenn Terbtmtoh II tidak do­

.=:·~·:· · . .-· l ~kt melunasi p1~Jobc.yaren hutant;nYo kcpedo Terbantah I • -
. i 
.,:inoke o"t:AS pez-utOhonan eksekusi T-erbanteh I kep-oda Pene;a-

~lilan Negori Lttbult Pakam) mak;;;. kolua:.::..•l.sh penetopnn ekse­

kusi No. 31/PDT-EXS/HIF/1993/PN-LP. ur.tuk roolctakkon --­

si ta aks..::!'k\l.si .etas hart$ br:rannra tcrsebut dintns 1 don -­

berdasorkan Derita Acero Sito Eksektt$i No .. 31/i'DT-EKS/ -

HIP/19q8/PN-LP, te~tan~ol 23 nesemher 1998 maka oleh -­

Jurusita Pengadilan Ne~ar~ Lubuk Peksm Toreng PRn~~nb&an 

telsh diletokkon sits ek&okusi otaa herto bcrsoma terse­

but dintas, yakrii etos sebide~ tonah Hak Guna B~nrrunun­

:t!o. 42/Pujimulyo, berikut bangunan yang didiPik~n dillt&£!_ 

nys scluns 10,.078 rn2t te:t1.1r::d dnJ..EJm Surut VKur tone;csnJ.. -

12 Oktober 199'~ llo. 85/01/199'J., se-'.;empot diitenal dan te£ 

~etnk ;ii Jnlnn Suknhurui. Inr.m Knbup\lt~~ Deli- Serdnn(n----

borkJJJli-ko.l,.~ ccndat&nr;i PeJ.1bants!:1 tienro;an mcnyodorkan -­

Sure't Pers¢-.'tujuon untuk menjorni.nkar;· horto bersnrna terse-
' 

but, skon tetapi sur at t¢'raebut tetan. Pembontob tolek -

untuk rnenendatongo.ni~e, oleh kal"en~ Pambentah !'Hm(;at 

herkeberatan aokoli harte borsum' to~scbut d!jominksn 

ntnn ~injamon Tc~b~ntnh II kep~dn Te~bantnh Ii~~--------

-b~thtiF.I bQ:rdosarkcm .. ~. 
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-bah~tJ) bc:t"•J.oserknn hukum ha.rt:o kekayoan bcrserno -­

Qntaro Pembt:mt:oh da:-. Terbt:t:ltah II i;(?r:;ebu.t d.i..at-as adalob 

tidak dapst dijaminkan kepflda ~erbantah I t"anpa "i!donyo. _ 

pers~?tujuan tortulia dnri Pe:llb,antnb; --------------.... -

-b~hwa perbuatan ~orbanbnh I dnn Terb~ntnh II yancr 

menjami~:an harto bersama tersebut diatus tenpa peraetu­

juan tertulio dari Pembentab adoloh menynlahi hukum dan­

tidak dap~t ~ib~n~r~an ;----------~~-------------------

-Oahwa dcn.r;an demikinn Pgtt~bant~h ad.lllah sang;:l't be!: 

kepontingun seY.ali e~~r Pcng3dilnn NeG~ri m~nga:ngk~t dan 

mancobut kembali sit:o eksekusi yon~ telah diletakkan 

a~as harta bersama te~ebut diatas bcrdesarken n&rita -­

A.oera Sito :Ekackusi Uo. 31/PDT-EtJ3/lttP/1998/Pll-LP.) ter-

tanggn~ 23 Desembex.- 1990;------·-·--:--~------------------

-bohtto dom:;on d.omikion Pembnn··frah a~:~n~ot bcrkepen-­

tinsen uekeli a:;ar Pcnzadilt.m Ne{;;eri meeyat~kon betel --.. 
den tidok ·sa:h Al::ta A"uasa i-!cmo.conrr. Hipotik Uo~ 36 t"enr;c;al 

5 Oktober· 1995 yane; dibuat oleh Rotsris Yonty Sulaiman -
·' 

Sihotong, Sil., yakni l{Unsa He~;~ason(! H ipotik dari Terb6,!! 

tah II kepada ~erbsntah I otns harta herso&a tersebat -­

tonah 5G:r:ti£i.lcat IT llk Gunn 13-tmc;unan flo .. 42/PUljimulyo --­

seluas 10,.0?3 m2 borikut ban{)Unon yen(;;: didi:rikan dintas­

ns"O, sctompnt d.U;anal d!ln terlet~l::: di Jalol\ Sukabum1- --­

LarJO, Kn.bupnten Deli Serdnr.g;------...:.-··-----------------

-!Hlh\'io de;!likiun pult~ l?mn'Qnnt~4h canr;st be'!'l;:opon --­

tine;an !H":kflli l'lenr Pen:;<;adilon i'let~th"i Ncnyotokon hatnl --. . . 
don tidnk sflh scgolo bentuk porbuotn.n hukuro ~·tas harto -~1 
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bersnrn6 antnrv PembDntuh don Terbantnh II te~sebut (tsnnh 

Hak Guns B<:lnfSUtlOl\ Ito. 42/Pujimulyo ::eluao 10.07-n m2) 

yalmi Akta lll.potik !lo. 616/4040/HIP/SGI/1995 tonggal 10 _ 

Nopomber 1995 yang dibuat P~A~ Adol£ Sitompu1t SU. dan --

4'4·~."~": ··.. Sertitikot Ripotik Pe:x:toms No. 1561/1995 tenggal 5 Desol.'!l­

}'r-~~~-·: , ~\ber 1 dC~n AlctD .Pecbari.an Uak ~anecunr;en tfo .. 55/17/Sung~al/ 
' . ·i . ' 
i .: ·, ~-11996 tenfmal. 4 Oktober 1996 ,Yon{!; .:.!ibuat PPAT- Uton Utomo,-

~-::::-: t _: ! 
-. :::::.::: .. -· .-:·· :/ SI! .. , dan Sortifiknt llak Tanggun~;un .?er-ingket Kedua no., --
· .. :..:_ ,· -··' 

294-1/1~96 tonggol ~0 Oktober 199:5;-------------------

Hako bGrdasarkan kepada ha,.-hal yane; d:i.uraiktm di­

atas dimohonkan kepfldn Pen{1;9dilen Negeri Lubuk Pnka;n SBOl' 

me~utuSkan 9eba~ai berikut : ----------------------------

"i .. l1el1Gobul.kon bs.nt:aban Pel:lbDntch;------------~---------

2.. Henyat:okt.m Pombnntah ndalah Pembon·toh y:mg benoX'; ----

5.. Menyot:akan sabaga:i hokum bahtUl Sebidanc; t.:~nah Sertifi­

kot Rok Gunn i:lan~non No~ 42/Pujimulyo s.eluBs 10-.078 -

m2 betilrut baneunan yEtnG ~lidir-':.i~n d.iatnseya =?etemps.t­

dikenal. <ton terlei;J;~k di.jalvn Sc_ksbu1:ri. Lamo fulhupaten -

Deli Serdonu, nddl~h ~erupakan horto be~sama yang di 

dapat seloma pcrko'•'linun anto::-n Pemb.:ntah don Terbontah 

II;------------------------... ·--·-----------------------
4 .. ~. r.ten;yetn)tan botol m~nm:ut h~.tlcuEl DC:rbunt:.m Torbnn-Cah II­

t.nnpo, pCroctujuon turtnli:; dnri 1\.Hrtbnnttlh Yn>lr; tclnh -

rnonjo~~~nkon horto bornnma tc.rsebut diotea terhodnp --­

pinjonm.ra krcdit Te1'bnntoh II kc:pod<.\ '.t'cr'O-ontoh I;-----

5. Hauyotokon hntol dnn t;it!nl;:: sol1 l'uu<::trrpan Eksnkuni No .. : 

31/PD'l' ~EKS/Iri:P/"It.;l9fl/:Ptl-!,P r ynn1~ 

~:_n_e_o,_,._,_. ~· ..... _. -· ·-·-· ..:-:...~ 
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bersama sebidong tonah serti!'ika't Hnk Guna &ngunnn -

No .. 42/Pujimulyo $elu.us "':0.,078 m2 berilrut bonr;unan -­

yang didirikan dia~asnyo setempat dikensl dan terle-­

tak di jolan Suk~bu~i Lame ~bupaten Deli SGrdan~;---

6. Monyntokon batnl dnn tidok sob nt~~ : ---------------

& .. Akt-u .KUaaa J.~emasong llipotik !fo .. }6 ton~al 5 Okto­

ber 1995 yang dibuot oloh l'lotbris Yant:r Suleimnn 

Sihotong~ Sll, yakni Kuosa Mem~seng H ipotik dari -

Terbantoh Il kepad.<.t T e!.·bontnh I atas tanah Serti­

£itcat iiak Guna Don~an i-to .. 42/?ujie:.ulyo seluas -

10 .. 078 m2, beril~ut Oanr;unan ;:ron:.s: didirilcon diatas­

n.vo .sete:rnpat dikanal d::ui terlei.:ak di .Jalo:r.. Suka 

Dum.i Lama, Kobupeten Deli Serd3.ng;--··---------

b. Akt:e Hipotik,:tlo .. 613/4040/SG.L/1'995 tnngcral 10 No-, 

pGmOer 1995 yo~ dibuat olch ?PAT ~dolf 3~tompul,-

Sl! ·-----------------·---------·-------------------• ·, 

e. AJ.:t"t! Pcmberian Eek TanEe;unean 1:o. 55/1?/Sunggnl/-

1996 tanggal 4 Okto~er 19g6 yang dibuat oleh P~T-

Uton Utomo, SHj-------------.-,.------------------

d .. Serti.Ciknt Hipotilt .Port.amt.J No. 1561/1995 tnnrreal --

5 Deso~~cr 1995:-----------------------------------, 
e. Serlif'ikat Hak Tanr;gunr.;,an Perinr.;l:at keduo No. 2941/ 

1996 tange;:s~ ~0 Oktober 1995;--------------------

7 .. NemarintahkBn .)'urmdte I'cnr~vdilnn Nc~ri Lubuk l?akom­

untu~ roengan~kat don mencobut kemba~i sita ekaekusi )1' 
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ybng t;elnh dilHoJr.kn.n bcrd{lsorkan Dcxi"to Jicora Sitn_ _ 

Eksekusi No. 3'1/PDT-EroJ/iiTP/1998/PN-LP~ tertangeol 2;5 

Desc10ber "!998 ntna heri;a boxssnua tersebu't • .yakn.i seb;h 

da:cc tanah liak Guno Banrrunan Ho .. 'J.2/Pujimul;yo seluac-.. 
10.078 rn2 berikut ba~cn y&ng: .tldidksn dintasn,ya _ 

aote~P.~~ dikencl den terletsk di Ja1an Sukobumi Lama­

Kabupoten Deli Serdangi------------------------------
t1&nyetokan tidsk sob dan tidak berloku aksekusi sel~ 

~ut~a otas h~rta bersoma tersebut diatas berdasorkan 

Penetapan E:'k$ckusi N"o. 31/PD'l:-EID3/IIIP/199B/PN-LP;----

9. MCUBhuL~ Terbanteh I, II dan !IX untuk membayer ---­

bio:tB-bio;r:; perkoru ;.-----------·----------------

j;)$tUt ";---------------------------....-----

~cimbnng, buh::;a padn hari pt¥rl'Jidanc;nn yans- teloh 

ditentulton dalati J.?et:kar-a ini, untuk :Pembantnh telah ha­

dir mennboddp diporsiduncan lfuus;:~:cys, yo.itu t SJ'hHRIAL -

LITOTO, SH, dnn untuk Tarbc.ntah ! d~wakili oleh Ku&3Dn1D 

yoitu : DICkY DENIAi1J'N, Sli,. J J\dvokot do,n Peneacnro pada­

Kantor llukunl UUNG GtllTMIAlf, SH & nl::K.Hlt berdnoorkan Sur at 

1\U:tan Khusus tertonggol 18 PobruAr:i 1~99, _sodt~nakan Ter­

bor.t.~h II dan ju~n untuk Tol'b.<>ntoh III hodir SUllYA 'l:ANA-

ur Sendiri;---------------------------~-----------------
I•lEut.-t.mball.l;t bah\·tn Najelin H nkim "~:elab. barusahu -­

untult mendomoikol:l kcduu bcloh pibllk ukon tctopi tidok 

barhosil 1 lalu bontahan Pambontoh di.b<-h~alcan yong etas 

. -~.: ·~---·· ----- ~,,_-_ ..•. ·_~.~-...• ,,:._ __________ _ ;;;:;: :.;::_ ~:-.::l: ... -..... -: -
! 
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rteni;nb;;mc 1 bolrHa a tao bonttthon :Pcmbant.ah terse but 

Terbont.ah-Terbantah tel<:~h n:oem.::.jul::nn jn•:~n.bon.nyn yaP-[; isi-
., 

:n,yii berbut'l,Yi a:aba:sni borikut • ------------------------

Jawoban Terbantah I : ----------------------------------

1. Dohwa ~crbontah I menolak sclur~~ dalil-dolil bantah­

an Pornbantah 1 kocuali yoncr diokui sccora te~as-teGee­

den atau berkescsuaion denrrsn dsJ~il-da1il ,ioWO;ban --
' Torbantah I;---------------------------------~-------

2. :S.Oh\11'3 be::l3:r, d.an koreno de.mikian t:idak di:per:s:ensketa-

kan lagi ; ---------------------------

o. Toi"bantah II t;eloh mempo:roiuh, f·eai.lit:os kredit ---

dari Terbontah I;----------------------~----------

b .. bahl'ln perolehen fo.ailitns k.redit tcn•scbut oleb Te!: 

brmtnh II tlijamin. dcms:;on :1 (duo) bi.donc tonoh ber-

i.kut ban~nnnn.ro, yon~ nal$!1 st\:.:nnya ttdelnh ; 

~ebid8n~ tanah borikut bangwlon scbo&a~mona ter -­

urai poda SHGB No. 42/Puji }~lyo, setompat dikenal 

s¢bag:oi Jalan Suktlbt.Jmi Lama, Kabupaten Doli Ser-­

dang 1 SUCB mann tcrtulit; ntos ll.lmtl 'l'erban1;oh n i--

Acrunan tersebut: di.otas tel.ah .lipas>lng he:k tonacrung 

annya Wl'tUk kopentinr;nn Terbontoh I dernikian sebe 

c;a:itaanu tor~oto pado Gertitikot Hok T&n&r':ungen --. . 
llo. 1561/1995 dan 29~1/1996 ;--;.---------------

c. bebwo ~erbontah II Pada kenya~aen~e tidnk dapat -

loCn(!Cmbalibn .Cosil:ita~ lc:redi-t· ,Y»nc; dii:eri.monys -

d.eri 'J!erbantah I 1 dan lcol·.;:;nnn.,Yn {;Una pent;ambilnn -

pu!'lneo:on hut-nne; torGebut 1:c:r:bnntoh I toloh mcne;a­

jukan pcr1:;ohonon ok!lekusi halt tonc;~nG;en mclolui -

t!o.; 31 /Pelt a "Ek::-:/Hi!l/·199!1/N!-!.!?;t---------------
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jukon permohona:a eksch-usi bn~{ ·i;onc~nG;-an mclt'llui -

:PGnt:odilan Na~ri Lubuk Paknm, l.'ee;i!lt~:r porkare. -

No. ,.1/Pd.t .Eks/Hip/1998/Pti-LP; -· -------------

d .. bzhW3 berdesot•kan ~enetnpan Xetun Penrst1dilan Nee;ari 
. 

Lttbuk Poknm ter-ton(ro;al 22 Dese:::tDer 1998 jo • .Bari.to 

Acara Penyit:san Ekse!-."U.Gi te::.-~aHR';;ill 23 Desii!lmbe::- -

199€', tomah dan ben.;unon t~rsebut: tclah diletakl:;;:;n 

d.elam .eitoan okseltutoria.l, soboc:;tli snlflh sntu bogi 

en prose!li sua·t':l :prose5 ekoc::usi tek tnnge;unr;tm;--

;;; • Boh,,.a tidol-:. bcnar ; ------:...----~·---~------------

- Pal.J.bantah. tidak porn-9h mc.nyetujui/membe:.rikan persc-

' ' sac:.o,.; : -----------

yon~ :;:cr~Jpal..:tm horto btn·::::o!:'lf! t9!.'~:0bui;:; dintas, hol -

mDno olean tlibu;:l;ikn.n olch T<tl." 1~nui:'1:1 I 1nu:l.~l ncn.r~ -

po~bu!ttirm }:clo:a1Ci--~-------------~------·------------

metJbarilttm/tiU.ak meiJbcri!~tm paro:etu\jd;:m perihsl -­

perei!lj~Jmon u:me; be:riku·t pen~i .smi.1::>r~ tcrsobut diotaa, 

p 3da balrokntnyB Sesuni dc;.;J;nn ~:c-t:ontu~:rn ex lHl!'tnl --

113'1 Kl.IH .. .Perdats. bsik hnt,n;:. ~c:t·.~an.toh ll .kepada -

Ter-b.anttlh I rn::nlpttn tano.h don berwj.1n::m. :;nnr; ..:'li;iow.in-

knn o<tnlsh mcrupak::;.n tu,r~;a bcrs;;lr.ID Pcmtu:rntab dcnr;an 

Tc1:bunt oh ! I ;;(!-·--·-----·--·-~-----"~·-·-----··----- ------------
1 
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-O~eh karouc itulah bantnhnn :rung dioju}:an Pet~bcntnh­

aquo, 8daloh tidak beraln::wn hu!wrn don knrenacya ho­

rus dikeasmpin~kant hnl monn ne~uni ~ula d~n~an ;epa 

... ~ .... " 

-::~· ; :· .........._ 

yang dinyotakan tiab.Y .. .cu::mh Ag;unt; R! t yoi tu sebagai 

bo.rikut: ; 11Perlowanon pihnk ke·tiga ynng diajukDn 

oleb iutori atnu ounMi, dalom hal harte· 

. ' .. -_-: .:.-, .>. .'.' ... - . ·, \". \ 
. \ 

borsnmo yons disito, audoh boron~ 'ontu -

tidsk dopat d.ibonai·knn oleh korene h.ert-o­

baraa~o salalu m~~upnk3n jaminnn untuk -­

pembayaron hutong isteri otau suam~yang-

- i ; ,, 
• - I •f 
l. ·,. ;:. 1 ,., ... -- -~// 

tcrjndi dalom: pct'k.::~t·linan yan:;: oemane; ---­

haru!l ditnntmUn:; to.:::somn";-----------­

(Vidc : Pedoeon Pelakflnnottn Tue:ns _dan Adlld:nistrcsi -

Pengodil~n lluku II, ~bhkarn~h A~Jnc Rapublik Xndona-­

s:ia, tohun 1994, hol. 15'+) ;----~---·---.... -----,..------

4 .. DahHo bartitik tolok dari hal--hal torocbut" di.::rtoG po­

masonr:;&n :t·ot: 1'-nn{Sgunf>an te-:::hndnp tu:mh dan·banF,Unan-

7anc;: r.~.erupolcan h;;:rta bora;;roa Pcoba:-ttoh dcn_enn <.rer!:lnn­

~ah II torscbut te1ob di~okzonnknn sccorn aahih ka~e-

,ns tolo~ me!iienub.i. s;:rorat-syorat df!n ketc:uitt\on hulrom -

yenc ber1eku, in casu ketcnt"uan i'P No .. 10 tahun 1961 t 

jo .. Und~ngvUndrtnf5 No .. 4/1996 t<lnt:8nr;. Hol:: 'l'ot!cgun~on;-

~ . ~ 

Peanban~ei}. untuk Go1ein dnn sol.cbihny,g • koren$ seanda£ 

nya - quod non - beno:r adelnh 1r.t'al.cvant;-------

l3:o~dtHHl:Ct~an hnl-ho~ tc::-ur~d. dint:u.l. l!ltlkO don,~nn -

terlchih dnhulu !:lCnyotak;an. ba"nt1n Pc!lbtn").!;oh t~dttlnh pomhon 

tah yon~} tidnk htHI.'Jl', mPnJ'"ltni~:m hi):ll:nk>tt Pci;ihontoh di-­

to1olc ntnu sctid:.tk-titlok.nyn clinyut:;~1zsn tidol< dn!'ot -----

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH UI, 2009



-· "12 -

Jahtflban :lcrbont,1h II den III : -------------------------

-ba.hwa pada waktu Te:rbcnt:ah II me:r.injam uung kepo­

de ~erbD~ah I untuk keparluon bisnis Terbantah II, rooks 

bubungan !erbontoh II denr;:on l:'ar.1bantvh sudah tidolr harm~ 

nis logi, dimano ontora ~erUanta~ II dencrnn Pombanteh -­

sudah piash mejo don tempat tidur, dan mnlahon Pembonteh 

sudah maninggalkon ternpat kadieman bersomu di Jolan Ci~ 

bon tfc .. 42' Medtin den menotop di Jakarta;-----------

-bobwa Tcrbant~h li sangn~ memer1ukan unnc dolam -

.jumloh bossr untuk kepe:t'luen bisn:ts Tcrbnutoh II, dun 

Terbontah II te1nh ~arupaya mcrobujuk Pc~bnntnh nupayo 

harts bersoroa Sa:rti.i'ik<:tt li nk Gunn lli:ngu!tolt No .. 42/.Puji­

Mulyo ,sc,l\1.8$ 10.0?0 m2 dapt:~t! dijnminkr.n kcpoda Tarbanteh 

I, ckDl't tQtepi selolu t.wja ditololt ole.~1 Pe::~bentu'!1:;------

-habW& sosodah Terbentoh II dnpat pinjoman dari --

1:\erbnntah I, mokfl. ato3 :Joron deri To.rbontnh I moka Te:r-­

bsntsh II toloh momintn lccpadn Pcmbm:r!;oh supoya mcmbori­

kcln persetujuan etas dijnminltannya h:.oll:-ta ber.sat:~o Sortif,! 

kat Hak Guns Bangunan No. 42/Puji Hul.yo scluas 10.0?8 m2 

kepad& ~crb&nt~h I, aknn tntapi uelalu saje ditolak oleh 

Pembentoh• walllnpun '.l!orbontoh II 'tll1oh beracoho nakunt -

teneg8 S'll:poyn Pcmbantah m~nandatonGani Sur~t Pe:rsetujuun 

untuk meilj(lmink:an yonB tolnh divorsinpkr.m oleh ral':'bantoh 

!·------------------------------~-----~-----------------' . ' 

-bohwa J.rarb~ntah II to).nh bo.rk:lU.-koli rocmintn ko­

paria Pembontah supay3 menDndtrt:anl';&n:l p~rsetujunn isteri­

y~nr. tcloh diporciopkon olch ·1crbontch I, olton tetopi -­

sel.slu saja .ditolak oleh !'embnntu~l ;jJ.------------------
1 
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-b.ihNo aejak T-erbantal:t II mcminjam uang untn.k: usn­

ha bisnis Tarb3ntab II kepoda Terba!"'!:nh I, maka sejolt -­

saat itu Pembantah tetep saja ting(;al. di Jakarta dan ti­

dak mou. lcemboli ke Medon, don antarn Terbantah II dengon 

~emhantnh sudoh t~dak ~cun la~i;-----------------------

-behtta t·lalaupun d~mik:ion 'Xexbanteb. II nkan men,yele 
' -

~- .. si':dken ~ewajibannyn kep.oda Tei"bantoh ::t, osalkan Torbsn.--
\ 

' ·~h I t:llemberikon tcnggong wak~u otou o.cmperpt.mjO'"" per--. I ·~ 

,: j'anj:ian .kredit tersebut dio-tas ;-.:_ __________ ...._ _________ _ 

Menimbans. bahws atas jaw~bon ~erbontah-Tcrban~nh 

terseb~t diatns, P~mbantoh telah m~ma~ukan n~pliknyo tO£ 

tang:gal 28 April. 1999 dan ol.eh 'l'erbtlntnh-Tcrbontoh tol.oh 

pula roemoju!<:on Dupl.iknyn mazln.G-m.:',;>.i:~c; tc'!"ton~;;ol 19 Mci 

1999 dan tang~al 2 J~~i 1999, dimona isir~a podn poko~-­

nya ~9sing-masing pihak tet~p p~da dnlil bantahan dan --
- i" 

dnlil jnwoban:t!YD semu:la;---------'":--------------------~ 

MGnimbonth babwn un.tuk t:!Crt.Lmktiknn cl..elil bont&b!rl!­

nyn t Petnbantoh tcloh memajukon ~urat-:mvHt bui:-cinyo da-~­

l.om perkaro. ini, yang turdil."'i dnri : ----------------

1 ~ i'oto copy Sart:i.fiket llak CUI~u lk:.n~nan :runt;; dikeluor­

lr:an ol.ah Kepala F.onto!:' l'~rtnn:>hon Knbupotcn Deli Sor­

don{5:/ j;e:rtanr;~etl 12 Pabrut;rri 1994,. No .. 42/Puji t·:Ul.Yot 

' yang -~eloh dihori matcroi !J~cu!.-upnyn uk&n tetDpi oal! 
• 

nya tidok depat diparlihotXnn rli~~r5idan~nn, yang ae­

lnn,jutnya diberi tonde P':'1 i------~----------------~~--

2. Foto copy Spouuc 1\.pprovol yunz dibu6t oloh Hrs ~ Her-cy 

Uoslita,. tcrtanc;Bal 29 Se;•~CJ!tbe:;;: 1995, yang telah t\i-1; 

w~~w-•o•owo•w ------

' 
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beri meturai saculmpnyn 1 ak;;m tctapi nslinye. tidok -­

dapat diperlihatkan diper.o:.ddcmr,ont ynnt:;: sel.nn,jutr.ye -

diberi tenda P.2A;-----------------------------------

2B. Voto copy konfi~P surot Xersetujuon Isteri ynnr, belum­

ditemda ton(fnnl. oloh Hrs. Herry noslitcJ yanc; teloh -

d.iberi oo'l:orui oecukup?\Yo dnn dinc:maikon deue;nn os1!, 

nyo, untuk sclanjutnyo diberi tandn P.2D;-------~---

3 .. Foto cllpy konscp surnt Pcl•setujuon .::run:; hclum ditanda: 

tancani. olch NJ .. Merry ,RQslitn, yanG tel.ah diberi --­

meterai secuh-<lpn)"ll okun te'!;a?i aslinyo tidak dap;:tt di 
perli.hatkoil dipers.idenean, yonrz sel3njutnya diberi 

tsnda P .3 ;~--------·---·---------------------

o1oh Ketua PnnQndilan Nar;cn:i L~huk Poknm, tert.ane;B:al­

.22 Daseu:ioer 1998 1 l'To~ ,:;1/PDr-Ei(?JjiiTF/1998/PN-LP~ ,yong 

tolsh dil.lori m,?.tersi secuJrupnyo dun tolah d1aesuaikan 

donr;an selinon yang re:sC!i untnk ittL, untu1:: sclnnjut-­

ll,)·s diber:li tando P.lf.j---------------·----------------

;. Foto copy Bsrita Acal.·e S:ita .Eksokusi~ y(lnc di.buu't; -­

Jurusita Pone;:Jdilun Nct;eri L•:bult Pakam, 1.:e.t'tangge:t -

2'?J DeserahGr 1993, l'To. ;}1/PDJ:-EY..~/HIP/1998/FI-1-LP. yotl(l; 

telah dibori rnetervi 9€1cuk:upn,ya dan te.lt>h puln d:tse-­

sueikan_denGcn solinan yang resmi untuk itu, untuk-­

selonjutnya diberi ~anda P.5;-------~--------------

' 6. Foto copy Akto Kuoon l1emeat.mf; II ipotik yonc; dibuot -

oleh No-i:>srio. tonty Sulnimen Sibotnn~;, Sl~ .. tC!rtenggnl-

5 Olctt:'Onr 1995t No .. 36, y~:~;; t~lnh dincml:nikon dc.ne;on 

nalin.Y~ Q.nn ciiberi mcttf·rni r•00UI(U';m:y:t t untu'k rselenju,!?. 

nyn dll>cd. t:J~:•Iv 1 .G:,'];... .. ---···· ., .... _ ...... ---·--··----·--·--------
q 
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'l. Foto C0!>7/ Al:t:c Pcrk~win.nn ;:tn::~ dilccluarlm.n oleh l'oc;o­

i·rtd Cotatan Sipil di Hedan, tertanggol 26 Juli 1979 

N o .. 1~36/19?9, yone teleh dib<lri· m~tc:roi secukupnyo 

dn.u discautJ:ilcan dengan asli:rzya, untuk selanjutn;ya d.i­

beri.tanda P.?;---------------~~---------------------

8. Foto copy isi ~aria Peradilau 161 dori haleman 3? s 1 

/(:.~·,;.- .. · .. : ...... , d. halnrnsn 49, yono: t'3lah dibet•! moterai secukupn._va 

·, / ' \ untuk sc.lonj1;;tnyo diberi tundo P.8;---------------
i . \ 

• f l 
r /· ' l·!Emii!.ibang, baC~t~o untuk mecbuktiklln daliJ. jo\1aban-

';Janz terdir1 ds:ti : -~-------·--------------------

1. ri'oto Copy Ria:alab Ielonr. y;:mg lt.:eluorkan oleh Kantor -

:t.31ang Ncr:;ara f.iiedan, tcrtangeal 1lt. April 1999, now 36 

/1999-2000 1 :ynnt:; telnh dibcri I!ICtnrili. ser;uku:{:mya don­

teloh dia.Bsuaikon dent;:on aslinyn, uutul: eelanjutn;yu -

diberi. t.ondll T .. I-1;------·----------~------------

2 .. Foto copy Serti.fikat llolc Gu';"UJ R:;mr;ur1on yont:; dikoluer­

ken oloh Kepula Kantor Pe rtor.ahan Kgbupaten Deli 

Sordan~, to~tangzal 12 Peb:£'\to.;d 199t~, No .. 42/Puji 

1-lu.lyo, yvn.:; telah dibc:c-i. mctern~ sccukupnya don dia.a­

suaiksn den~an RSlinya, untuk eolanjutnyo diberi tan-

dn 'l'.J;.-2;---------~-------------------------------~-
3. Foto cOpy Spouse Approval, tertnngenl 29 September --

19951 yanB telch dibo:c-i roetc~ni secu~~pnya den tc1ab­

disceutlikan dent;t;tn ns!inyn, untU_k 11el.onjutnyu diberi-

or. I-:? '1·1----------------··--------------------. . . 
~oto copj ~········ 
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4. Foto copy tcrjen:ehan so.h suret P¢ J:setu;j\ton Iste:ri --

tartong~;al 2') S-;ptembe:r 1995, ;ya_n_g tclah diberi m~te­

rai secukupr.ya dan telah discsuaikan dent;~n 0 'slinya -

untuk selsnjutnyn diberi tends T .I-3o;------------

Manimbantt;, bohH'a ~Grbantel\ II dnn lii tidak ado -

~'JIDfjUkaa surat-surat bu'ktinyo d.alam per-knro ini ;-----
' 

P~nimbanB, bahwo kodUa belah pihak yan5 berp¢rkn-
. . ' 

/ 

ro tidalc odo mcmojulron snksi-sok:dnyo dalnm porkers ini; 

Henit:nbonc;, bohwa l?embs.ntnh dan '.fcrbnntah I telnh-

memojukan konklusinyn dolaM perkoru ini~ ~aitu tertane-­

gal. 14 Azustua 1999 don toncm!!l 1~ Agustua 1999, ynne: pa­

ds- pokok:nya masine;-mosin!l pihok totup ·podo dol.il bcntsh­

anr..yo den dalil jal-19-boneyo , sc-dnnc;kan TeJ.·bant"oh II dan­

UI tidvtc ad~ memajuknn lronklu'Si:nyo dalnm :perlwra ini j--

persidouznn telBh dicat.s't don b~;ri.ta v:errra 1 yan~ untuk -· 

sinBkatnya dianggnp teloh tcrmasuk dolem putusan inij---

Menireban~. bahwa pado nkhfrnya keduo belah pihek­

mohon putDspn dalom perkora ini;------------~-----------

----------------- TENTAJ;Q .. . ' 
' Nenimbnne;, bah\<tn maksud den ~u,juon bonto.huu .Pem-~ ... ~ 

bantah odalsh soba~aimsna tero~but dietas;--------------

Meniobang, boh~rJc pc.da polcoim:;u bantvhnn PembnnCo.h 

menda:!.ilkfln bahl.-tU suomi Pembantuh ( 'l!erbantah II Surya -­

Tanary; telah meroinjnra 1.m·n(5 dar). ll'erbantoh I ·( PJ:. Tntlee 

Buana Bank) dencron jZlrJinon sebidanr;- tsnah Sorti£ikatt--
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Hok Guno Dancu:1on No. 1~2/Puji Hulyo Daluas 10.,078 m2, 

berilrut bnni1Unnn yantJ: didil.•i.ktm diotus:n;ya d:Ucenol don 

. ta.rleta"X d.i Jalan $u.kaburni .:Lama Kobupaten Deli Serdnne;: -

yang morupa.ka!l har·ta barsama.. tanpa Ddnnya persetujuon 

Pembo~t&h sobagoi isteri;-------------------------------

tlleni:nbunrh 'bah~o-ra torbnntoh .! dalam jswabo.nnya mem 

benarkon Tnrbantoh II telah ~ende~atkan £asilitaa kredit 

dcnc;an jaminan aebidonf): tanoh berik!J.t banr;unan ncbac;oi -

mona terl.U"ai pa.d.n Serti.fikat llak Gun~ naneunan Uo .. 42/­

Puji Mul;yo 1 scteropot dikenal scbogoi Jalun Sukabur:d. Lomtt 

Kabupatan Deli Serdang, Serti~ikot Bak Guns Banr,unon ---

mana tertulis otos nama ~.:i'rbuntoh II;-----~----------

- boh":a ae;unon tersebui; diat«s talab dipasenf! hnk-

tsng~gonnyo untuk kcpcntinr,E~n TcrbZtT).tah I sebar;oimmtn-
'-· --

ternyata poda Scrti£ikot Hak Tanggun~~n No~ 1561/1995 ~ 
~ ~·-·- '""·- .-.----

dan 2941/1996;------------------------------------------

- bnhwa 1:erbailtab II tidak da:pat !!lene:e:mbolil:a'n --

uancr Icred:i.t :tan,:-:; ditcriraor.~nl dnri 'J.'ot"bt:.ntch I d~n untuk­

pencembalion pelunasan hutang toJ.·s~lmt., !i:c--.:-buntah I te-­

lsh. mengajukan permohonan e-lc::>okuni holt tanm.~-ungsn me1n~­

lui Penc.;adi.lan No-e:ar!. Lubuk Pokam. :cat:;b;tar parkarn No.; 

31/Pdt··Eka/IIiP/1998/PN-LPa dan teloh d:.Ll.nkuk<.~n SiC£1 F.k:J.£_ 

kusi pada ~il"nr;r;al 23 Desombe:r: 1998 ~-erhudap tannh dan -­

bon{!U.non p-an.t manjadi o.rsunon torseb\lt;---------------

- behwn Tor'bantch I mcnyo.t:okl.li't tidok benor Pernban­

tah tidek memberikon parsetujuon perihol peminjo:nun uang 

borikut ~~nj4minnnnya tcrscbut dintoG, oehing~o atas ---

c!osa:r itu 'oontohu>> Pembontoh horu:> dikcst'lr.'l!)inr;;kon•ta_ __ _ 

~!" • .lHihoH!~ 1 • .~. •·• ••·•• 

') 
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f1enimb-9ng, bohl1fn !'crbant:oh II dmlaru jeh'abnrucyn -­

padn polcobzyo mcnyatttken : -----~---------------------

bahU$l !l!e~bontah II be·uar telah mendapat pinjaman :Jc.r:e-­

dit d·ari !t!e:r-b-sntah !;---------------------------
bahwa Terbantah II teloh berusaho untuk mendapatkan --.. ~ ... -- .. ~ . 

• /· ·-~ w' _. ' • :~\.. pe:rsetu,juan darl l'cmbantah untuk; men.jaminkan hnrt.a her 

·:.:.{~.- \ ·; \ s£lma S~rtif'ikat Hak Guns &.n~nnn No .. 42/Pu;ji Hulyo _ 

• \ :. · ; Sil:luas ·-10 .. 0?8 m2 kepsdo Terbantoh I;------------------
: ' ' . ··" <):•·w·• 

. . . 
. 
• 

f"'".eniobsna:. bah·.1a oleh karona dolil bentohan Pem--

bnntoh d!bantah Terbantah I maupun ~erbantah II, moka -­

beban p~tlbukt:inn dibebr.r.kan kcpot.!n P>.1t!li:mntnh;-----------

Henimbang, bnhuo 'tmtuk menguatktm dolil bom-tehcn­

nyR, Pembantah teloh recngajukan buk~i zurat P-1 s/d~ P~O 

sedang:lton 'I'c:rbant<:~h I jus:> men~ojukcn bukti tcrtul.i:<J 

berupa surat, yeng diberi t3~do ~.I-1 s/d. T.I-3o;~----

ajukan oleh Pembantah .me.uyu:\ Tert)-<~ntah I, mnko menurut -

· pend3pnt ~lajclis yanc~ mc:njaOi ti til<: scnc;ket4 dalom. pel:'k.Jl 

rs ini adal~b : ----------------------------------------

, apokeh ada bubungor.. huku1a etou ketorkai tan antarn --­

Pambantah dcnc;an ~erbentah II tcrhsdep objek porkara i. 
1• 

apakeh edn atou tidok perset~juan dori Pembnntah ---­

(isteri) kepoda Terbf;lntah II untuk mongegunlcsn objek­

hak tonggungan tersebut;--------~--------------------

. f.lanimbone;. bOhwo 'bcrdnsnrk.1"f ::>urttt bukti yong <ii­

ajukvn Pembnntah ;yaitu bul;:ti P-.·t .. bcrupa KUtipa.n Aktn ,-­

Park.ow~non, bohwu Ounn:r cmtol';J 1-'f.:mb:mt;oh don 'rC:l.'b(ln.toh -

IX r.tdn dolom hulnm:;an ilc::;i;m1 -;?::Ol.'k.l•.dnt~n yonr; ;;~;~h;~.l.-----
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-berdosarlcan bukti l?. 1 dan 'i'. I-2) bohwa bcnar de-­

lam ilraton poz·krnlin(:!:-1 antora Pembantah dcn:3on 1'e:rbantah­

Il, ada memilik.i sel>idang tonoh berilcut bengunan diotns­

nyn seluaa 10.,0/B rn2, dene;au sert:ifikat Uok Guna Jkmgun­

an No., 4-2/.Puji l1ulyo, setempet dikennl ~ba1,5Gi Jolon Su­

kabumi Lama, Kabupaten J)l)li Serdang, yang dohulu beresal 

dari Bak Gu.:aa &ngunan }Io. 9/.Puji Mtlly"o sesuei dengan -­

k~terangan bu.kti T .. I-2 hnlamon 3, dinana., dijelaskon ---­

telah dilakukan pe:ncre;ontien Scrt;ifi!:nt tangzal 12 Pebru-

ari 1994;------------------------~~---------------------

-bardaGnrkon surot bukti Pcmi;mr;.!;oh be.1.·upn_ P .. 4 dhn­

P.5. sertb bukti yang diajukan ~erban~oh I ynitu Oukti -

T .. I-1 1 m.gkn benar Terbontab IX tcloh J';li2ndapetkar. pinja-­

man dar~ Terbantah I dan Xcrb~ntah !I tid~k dapst meluna . -
:.Ji a<Jr.tpoi pada. waktu yang <!iperjanjikon , m~ka untuk --­

pelunosann,ya ~erbsnto.h I memohon kcpada Kutuo l?engodilon 

Hee;eri Lubuk Pnkam untuk melolang objek ngumm (bukti --

F,A. dun P.5) untu!t polcnasun hut.::1nr:; tcrsobut;----------

. ' Nanirnbanc;, bahtts berdbsarkon su:rat bukti ysnt; di-

oju~an Pembontnh berupa P~2s dan P.2b dan P4} sarta au-­

rat; bukti .Yons ·aiajukon '!'orhan:i::oh r· be:ru_pa T .I-:; dan --­

?.I-3n1 b.:.lh':IO bcnnr tornyota Pl.':blbonteh tolah r.nomhcrikon­

pei:'c.ctuju:J!n tertuli3 kepoda .'I:orbnr:..tah l! ;,mtuk monu:aiDtn­

kon tunsh bcrikut bn~nan diot.n~:m:yB. sr-Uo~oi:nena diu:t'oi­

l:an (ia~a:a Uertif~ ... ku1; Uuk Gunn: llant;uncm No .. 4:'!/l>u~i t-1>.1lyo 

.'1c...lMt<;td ;jn>.Jh'um pclnnu:::nn hubJI'I[~ '1'1:rlnml;nh II l~ep.:t dn -­

'J:er'!:l~ntElih I, dan l!C:C:.;C!;Uju::m I;Or:1t.!lml.: tulnh rmlo d:i.urui-

Hipotik No. ~6 
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- 20 ·-

5 OktoUor 1995 dih£1dapo.n Notaris Ye~ty Sulaimen SihotO'lnc;, 

Sll (P.G);------------------------------------------~----
Man.imban.Q, bahwa perl.swa.nan pihak ketige yang di­

ajukon oleh ister~ oteu succi dalaa hal barto borsoma -­

yong dini.ta, sudah burons t~ntu tidak depot. dibcnnrkan­

oleh kerens harte bersama selalu me:t'l.l.pakon ;jaroinan untuk 

pembayaran hutong isteri ateu suomi yang terjedi dalem -
·::::'-::"';_:;-··-~ . .., 
·~- -· . .rt~rkawinsn, yang mEnD.ang ditanr;euns-. bersnma;{lihDt Pedoman 
--· _,. -- ' . ·_Pe\[oksem.aalf Tugo:.J dan Administrssi Pcingadilan Bu..tcu II --

! 
f~hkamah A()Ul"~ RI .. April 1994 halnml'ln ~5-IJ.);---....-------

:·ienir.lbvng, bDh'Wa "hartn berst'lma'' suomi isteri da­

pat tnenjadi ngunun terhodap hutanr; suaci den1~an. sei~in -

don sepengatnhuan istrn:i; (l.ihat put.'U,;oon t1ahkoro~h A3:..mg-
• 

tt .. I. Mo .. 1851 i{/.Pdt/1996, tung$nl 23 t'cbruu·i 1998: jo,. 

:i)SSi~tl 30 ayot 1 UU lfo~ 1 J~nhun 19?4 .jo. !?CG1,1l 121 1\"Ui:\. -

Perdat_a ;------------··-------------------:-------------

Menimbong, bnln1o be!:'::lnsarkon :p:u'tirobangsn-po:rtim.­

_bon~s.n tersebut diotos, t-lajcli~ !laid!~> :.rune; mc-merikco dan 

mcngadili per.~ara ini berpenda·pet behw-o Pembantah tidnk­

da;>ot- membuktikan dslil. bantolwnnyo, oloh lcar-eno itu -­

bsntehan Pembonts:h harus di.nyabJlcen ditolalc, don Pemban­

toh dinyetokan acbogoi Pcmb;;mtnh ysn~ ti.dak bennr;----~-

P~ni~bang, b3hWa olcb ~~r~nn bn~~ahan P~mbontoh -

ditolak 5 ruokEl cee;ala biaY3 y:m~ timbul Jiulom perll:;ara iui 

dibebnnkan pndn PcmbD:ttnh yane; juro1:)hl;,ytl n1cau di!.mbutkon 

ini tJ'r-----------~-----------
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Ncligingat pasr.l-ves:~l da.ri ·Undane;-Undocg d<ln Kc-

1;cntuan flul::um lainn.)n.) Stong: berhubungan dengan itu;-----

---------------- N E N G A D I 1, l : ---------------

- 11 folenolak bant"ahon Pembant;ah, uni;uk seluruhnya 11 ;----

-" Heeyotoktm 'Pambantab aduleh Petlbantah yang tidok ---

benar ";-----------..:..--------------------··----

-'' ~ierighukum .Pemb;:;ntah untuk !teJabayar ongkos pcn•kar-a -­

yang hing(S.t'l !dni d.it"akair o4ltbeosr Rp., "iS8~000,-----­

(Serstug delt.pan l)Uluh d.clapt:<'! rihu rupia:h) '';-----

peda hari : f( J;. f1 :i 3 ~ t"onggal : 26 A. GUSTUS 1999, oloh­

~ltami : BACGOA.RO l:iA..llE:F',\, sn .. , sebac;oi Rukim Klltua, YAKiiB 

GINTIMG, SH~ don I'Cl'i'rAS EFFE!\YDI t S1i. , m:~J.sing-m~aing ~o­

bagai llokim /1nggotR v puh.s&n mana diueti.pksn do~a1:1 ----­

sidCing yanb terl:ruka uni;!.l.k tllll1.lJ;l J)$dO. hori t S A B T \1 1 -

t 11nggsl : 28 AGUSTll.'3 '199~t olah Hokim .!fetus tersebut -­

d.iatoa t dihadiri_ oloh : YAKUD Gl:·NTil:Wt SR. den POtfi:AS -

EFFEND!, S1I., Hakim Anggo~o. ter~ebut rlintas, denc;::>n di­

bt<ntu olc.h 1 DJ .. PANJU'l'!•U 1 !.:;!1 .. 1 Pani"';c::.:-n Po!lg;:;cnti po.­

do :Pe:nG$d:l.J.on Negcri 'tP.!:'aabut diato.~, dcne;rm dihadiri -

olah I\Uosa SubsitJ.:3i Terbnritnh I dnnga:: tidnlr dilladiri­

oloh :Pembou.t.<:~ll mnupml ttuosa.zya dan Tcrbs:rt'ah I! dan XII; 

~!aM - !IAKIM AliG<Hl(I)A 

dto. 

1. ( YAK11D <J.IN'l!IIIG, 311 ) 

dto • 

. 2. ( POI>'l!AS EF!".ENDI ,__,§,lL) 

HAKI~~ i'J;,~UA tl'\JELIS, 

dt;o ~ 

( UAOOOARO !!AllEFA I S!! ) 

dtt;. 

Cl~:!_:_l"".!~JAI!hl!~ 
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-Reda.ksi 

- N a t e r a i 

- Administrasi 

Panggila::>. 

J u· m l 

l ... ~ ........ ,.. ... ~ .... ~·•• Rp,. 

: .......... o-<> ....... .,. ........ 4 

h 

1.000! 

2.0001 

30.0001 

155.000; 

( 6<>ratus d~lapan pulull del a pan r'! bu ---

J.'"'llpiah) ~ -------- _,_ _____ .. ·-------~~------

L 

Pelaksanaan Eksekusi..., Rizki Mahesa D, FH UI, 2009




